
MEMUTUSKAN •.•

MenginRat ~ I. Pasal 4 ayat (I) Undang-Undang Dasar Ncgara Rcpubbk

Indonesia Tahun 19-15,

2. Ifndang-Undang Nomot .lb Tahun 2007 teruang f't-n..taan

RWUlg(Lembaran :\egara Republilt lndones ... Tahun 200.

Nomor 68, Tarnbahan Lemoaran Ncgara Republilt Indonesia

Nomcr 47251:

3. Pcraturan Pemcnnldh Nomor 26 Tahur 2008 tentang

Rcncana Tnta Ruang Wdayah NaslonaJ (Lembaran Negara

Rcpublik Ind. meaia Tahun 200lS Nemer 11$,Tambuhan

Lembarnn Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4833);

Mcnirnbang. bahwa untuk melaksanakan ketentuan PH!;;» 21 a}al (11

Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 lenlang Penataan

Ruang dan ketentuan Pasal ;23 ayat !.1) Peraturan Pernerintah

Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

'\aslonal. pertu menetapkan Peraturan Presiden tcntang

Rencanu Tara RUMg Pulau Papua;

PRF.SIDEN RF.PUBLIK INDONESIA,

D~:NGAN RAHMATTUHAN YANG MAliA ESA

PERATURAN PRESIDES REPUBUK 11\DONESIA

NOMOR 57 TAHUN 201-1

TENTANG

RENCANA TATA RUA:\G PULAU PAPt:A

PRESIOEN
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6. Koridcr __

PasaJ I

Dalam Pereturaa Presiden tru yang dimaksud dengan:

L Rencanu Tala Ruang Wllayah Nasicnal ynng selanjutnya dismgkat RTRWN
adnlah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wuayah negara.

2. Rencana Tata Ruang Pulau ad.alah rencana rinci }"8ng disusun sebagar

penjabaran dan perangkar cperasional dan RTR"'N

3. Pttlau Papua adalah kesatuan fungsional wrleyeh geogro.lis dan ekosistem
vang rncncakup wilayah darat, laut, dan udara terrnasuk ruang di daJam

burm }'ang mclipufi stluruh wilayah Prcvinsi Papua dan Pro,"1nsi Papua
Baral menurut undang-undang pembentukannya,

4, Kawasan Lindung adalah wilayah yang dnetapkan dengan rungs. utama

mchndungi kelestarinn Imgkungan hidup yang mencakup sumber daya

alam dan sumber daya buatan.

5. Kawasan Bum Day.. "d<llah wilayah }-..ng dnctapkan dengan fungsi utama

untuk drbudidayakan a~ dasar kondl:.idan potcnsi ~umberdaya alam,

sumbee daya manusia, clan sumber dayn buatan.

Bagian Kesaru

Pengenian

BABI

KETE1\IUA:'oI UMUM

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEI'( TENTA.xG RENCANA TAT.... RU...."G

PULAU P/IPUA,

MEMUTUSKAN-
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13 Pclabuhan

6. Kcridcr Ekosls.em yang delam RTRWN di.ebut sebagai kawasan koridor

btlgl jenis satwa atau biota laut yang ddindungi adalah wilayah yang

merupakan bagian dari Kawasan Lmdung dan/atau Kawasan Budi Daya

vang berNng.. sebagai &lur migrasi sa.wa atau blo,," taut, vang
mcnghubungkon antarkawasan konservasi

7. Kewesan Andulan adalah bagian dari Kawasan Budi Dava, balk di ruang

darat maupun ruang taut yang pengembangannya dlarahkan untuk

mendorong pertumbuhan ekonomi bagi lea",,,_n tersebut dan leawasan dl

sekitarnya.

8. Kawasao Pcrkotaan adalah wilayah yang mcmpunyru kegiataa umma

bukan pertaruen dengan 1Usunan fung~i kawasan sebagai tempat

permukiman perkotaan, pemusatan dan dlStribusi pelayanan jaea

pemerinrahan, pelayanan sosiul, dan kegiaton ekonomi

9. Kuwasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak

pada sisi dalam scpaojang ba ..... \\;)ayah Indcnesia dengan negara hun,

dalem hal batas wtlayah neg"'" eli darat, Kawasao Pcrba.asan berada dl

dletnk.

10. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah Kawasan

Perkotean yang berfungsl untuk melayan' kcgiatau &k.dldllnterna.sional.

nnslonal, atau beberapa prcvmsi.

11. I'uS"1 Kegiatan Wilayah yang aclanjutnya dtsmgkat PKWadalah Kawasan

Perkotaan ,'ang ~rfungsi untuk melayam kegiatan skala provmsi atau

beberapa kabupatcny kota.

12 Pusat Kegiatan Straregis Nastonal yeng sellUlJutn}·a dlslngkat PKSN

adulah Kawaean Perkotaan yang dnetapkan untuk mendorong

pcngembangan J\Jl\\oasao Perbetasae.
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18.Pulau .••

IS. Bander Udara Pengumpul dengen Skala Pelayanan Sekundcr yang dalam
RTRWNdisebut sebagm Bandar Udara Pusat Penycbaran SkaJa Pclayanan
Sekunder adaJab bandar udara yang mcrupakan salah satU prasarana
~nu'1lang pelayanan PKN yang melayan! penumpang dengan JUmJ""

lebih besar dar; atau sama dengan I 000.000 (salu JUIll) dan Iebih kecil
dart 5.000.000 [limajura] orang per tahun.

16, Bandar Utiara Pet1M,U 'npuJ dengan Skala Pcleyannn Teraicr }'ang daJam

RTRWNdrecbut sebagl1lBandar Udara Pusat Penyebaran Skala Pclayanan
TerSlrr udaIah bandar udara yang merupakan salah saru prasarana

pcnunjang' pelayanan PKNdan PJ,,'W terdekat yang melayaru penumpang
dengan jurnlah lebih besar dan atau sarna dengan 500.000 pima raLUS
ribu] dan Icbih keen dati 1.000.000 (saw Juta) orang pet tabun.

17 Wilayah Pcsisir adalah deerah perahhan antara eko".'em darat dan
ekosistem lautyang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.

antarprovmsi.

13 Pelabuhan Utama yanK dalam RTRWN disebut sebagai Pclabuhan
lntemasional Hub dan Pelabuhan lnternasional adalab pdabuhan yang
rung.; pokoknya melayani kegiatan angkutan laut ddlam negeri dan

tmcrnaslonal, alih muai angkutan laut dalam negert dan internasional

dalam jumlah besar, dan sebagai ternpat asal rujunn penumpang
dan/alau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan
pclaYWlan antarprcvmai.

14. Pelabuhan Pengumpul yang dalam RTR\I'Ndisebut St"~ Pelabuhan
NAslonaJ adalah petabuhan yang fungs: pokoknya melayani kegiatan
angkutan laut dalam negen, alib mum angkutan laut daJam negeri daJam
jumlah menengah, dan sebagai tempat a.sal tujuan penumpang dan/atau
barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pclayanan

- 4 -

PRE ,IoID[N
REP....SLIK. Ifo.IO')" SIA



24. Klaster ...

18. Puleu KeciladaJah pulau dengan luas lebih kectl atau sama dengan 2.000
km'l- (dua ribu kilometer persegi) beserta kesaruan ekosistemnya.

19. Pulau-Pulau KecilTerluar yang aclanjutnya disingkat PPKTadaJah pulau
pulau kccil yang memiliki ritik-titik dasar koordinat geografis yang
menghubungkan garis pangkal laut kcpulauan sesuel dengan hukum

imernaslonal dan nasional,
20. WilayahSungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah

pengelolaan sumber day" air dalam aatu atau lebih Oaerah Aliran Sungai
dan/ atau Pulau Kecilyang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000
km2 (dua ribu kilometer pcrsegi].

21. Oaerab Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat OAS adalah suatu

wilayah dararan yang merupakan satu kesatuan dengan sungru dan
anak ..anak sungamya, yang berfungsi menampung, rnenyimpan, dan

mengalirkan air yang berasal daei curah hujan ke danau atau ke taut
secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan
batas di laut sampai dcngan dacrah pcrairan yang masih tcrpengaruh
aktifitas daratan.

22. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disebut CATadalah suatu wayah
yang dibatas! oleh bataa hidrogeologis, tempat eemue kejadian

hidrogeologia ecpcrtf proeca pengimbuhan, pengalir-an, dan petepeecn air

tanah berjangsung.
23, Kampttng Masyarakat Adat adalah kesatuan warga masyarakat asli Papua

yang hidup dalam wilayah dan lcrikat serta tunduk kepada adat tertentu
dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya dcngan

memiliki kewenangan untuk mengarur dan mengurus kepenringannya
serta diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah

kabupatcn/kota.
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e. arahan ...

Lingkup pengaturan PeraruranPresiden ini meliputi:

a. peran dan fungsi Rencana Tata Ruang Pulau Papua;

b. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Pulau Papua;

C. rencana struktur ruang dan pola ruang Pu lau Papua;
(I. strategi operasionalisasi perwujudan struktur ruang dan pola ruang PuJau

Papua;

Pasal2

Bagian Kedua
Lingkup Pengaturan

24. Klaster Ekcnomi Wilayah yang selaojutnya discbut Klaster adalah pola
perwilayahan di Pulau Papua yang didasarka.n pada poiensi sumber daya
warn dan potensi keunikan lokal yang dihubungkan dengan ststem
jartngan transportasi antarmoda.

25. Pusat Klaster Ekonomi Wilayallyang selanjutnya disebut Pusat Klaster
adalah kawasan perkotaan nasionaJ yang mcnjadi orienrasi pelayanan

dari setiap Klaster untuk mendukung kegiatan perekcnomian.

26. Pemeriruah Pusa! yang sclanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pernerintahan Negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-lJndang Dasar
NegaraRepublik Indonesia Tabun 1945.

27. Pemerintah Daerah adalah gubernue, bupeti atau walikota, dan perangkat

daerah sebagai unsur pcnyclcnggara pemerintahan daerah di Pulau

Papua.

28. Menteri adalah rncnteri yang menyelenggarakan urusan pcmerintaban
dalam bidang penataan ruang.
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BAB n ...

Papua;

d. penentuan tokasi dan lungsl ruang untuk investasi di Pulau Papua: dan

C. penataan ruang wilayah provmsi dan kabupatenJ kOUld. Pulau Papua

Pasai4

Rencana Tata Ruang Pulau Papua berfungsi sebagal pedoman untuk:

a. penyusunan rencana pembangunao di Pulau Papua:
b. pcrwujudan keterpuduun, kererkeuan. dan ke:;.c:irub..sJlfl,u.n perkembangan

antarwilayah provinei dan kabupatenykota, scrta keserasian amarsektor

di Pulau Papua;

c. pernanfaatan ruang dan pengendahan pemanfaatan ruang di Pulau

(II Rencana Tata Ruang Pulau Papua berperan sebagai pc:rangkat

operasional dan RTR\\'N serta alat koordinasi dan sinkronisasi program

pembangunan wilayah Pulau Papua.

(21 Rencane Tata Ruang Pulau Papua tidak dapat digunakan sebagai dasar

pemberian izin pcmanfaatau ruang.

PasaJ 3

Bagian Ketiga

Pe-en dan fungsl Rencana Tata Ruang PuJo.u Papua

e. arahan pernanfaatan ruang Pulau Papua;

r. arahan pengendaban pemanfaatan ruang Pulau Papua:

g, koordinasi dan pengewesan: dan

h. peran masyarakat dalam penvetenggaraan penataan ruang Pulau Papua.
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c. pengembangan ...

Pasal £>
(1) Kebijakan untuk mewujudkan pusat pengembangan wilayah berbasis

Kampung Masyarakat Adat dengan didukung prasarana dan sarana yang
handal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
a. pengimegrasien kawasan Kampung Masyarakat Adat dalam

pengembangan wilayah Pulau Papua;
b. pengembangan Klaster:

Bagian Kedua
Kcbljakan dan Strotegi Penataan Ruang Pulnu Papua

Pasa15
Penataan ruang Pulau Papua bertujuan untuk mewujudkan.
a. pusat pengcmbangan wilayah berbasis KampungMasyarakat Adatdengan

didukung prasarana dan sarana yang banda!;

b. kawasan berfungsi lindung paling sedijdt 70% (lujuh puluh persen) dari
luas Pulau Papua dan kelestarian keanckaragaman hayati kelautan dunie
scbagai bagian dan SegitigaTerumbu Karang (Coral Triang!e!:

c. pusat pertumbuhan ekonorni berbasis pertanian, perikanan, pariwisata,
serta pertambangan yang berdaya saing dengan prinsip berkelanjutan;
dan

d. Kawasan Perbetasan sebagai bcranda depan dan pinru gerbang
Inteenasicnal yang bcrbatasan dengan Negara Papua Nugini, Negara
Palau, dan NegaraAustralia,

Bagian Kesaru
1'ujuan Penataan Ruang Pulau Papua

BAB 1£
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEOI PENATAANRUANO PUIAU PAPUA
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c. rncngembangkan ...

keterkanan nnrarkawusan perketaan nasscncl.
(2) Stral"g' untuk pcnglruegrasian kawasan Kampung Masvarakat Adar

dalam pengembangan wila)'ah Pulau Papua scbegaimana d.maksud pada
ayat (I) hurufa mchputi:
a. mcngembangkan kawusan Kampung Masyurakar Adat~

b. mernbcrday.•kan kawusan l\ampung .Masyarakat Adat dalam

pengelolaan Kawasan Lindung:
c. rncngintegrnsikan kawasan Karnpung Masyarakat Adat dalam

pengembangan scntra produksr, kawasan perkotaan nasional, sena
pras..srana dan saran ...wilayah: dan

d. mcngembangkan prusarana dan sarana dasar bcrbasis Kampung
l\1a!\"arakat Adar untuk peningkatan kua.ll13s sumbc:r daya manusia.

(3) Srralf'KI untuk pengcmbangan Klaster scbagaimana drmuksud pad.. ayal
(I) huruf b mehputi:
a. mcngernbangkan kawasan perumukan pertanian vang didukung

dcngan pengcmbang, ..n potensi kcarifan lokal di Kawasan Kawasan
Lchcr Pula u Papua [Teluk Cendrawasrhl, Kawasan Lengan Tangan

Papua, M",."san Rusuk Papua Setatan, dAn Ka"'_~n Punggung
Pulau Papua (Pegunungun Tengahl;

b. rncngembangkan kawasan perunrukan perkebunan d, K.i"asan
Sorong dan Sorong setaran. Kawasan Kopala Buruns; Pulau Papua,
Kn,,"san Leber Pulau Papua (Tcluk Cendrawasthj, Kawasan Lengan
Tungan Papua, Kawasan l'\ablrc-Paniai. Kawasan Rusuk Papua
Sclatan, dan Kawasan Rusuk Papua Utara:

mcnmgkatkantrarrsportasi untukc. pc'ngcmbanglLn jaringan

c. pcngernbangan Pusat Klaster;
d. pcngernbangan serta rehabihtasi prasarana dan sarana mitigasi dan

udaprasi l:,...ncana: dun

9·
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c. mengembangkan ...

c. mengembangkan kawasan perunrukan pertambangan mineral di
Kawasan Mimika dan Kawasan R1.1SukPapua Utara;

d. mcngcmbangkan kawasan perunrukan perikanan dan pcrkebunan di
Kawasan Sorong dan Sorong Selatan, Kawasan KepaJa Burung Pulau

Papua, Kawasan Leher Pnlau Papua [Tetuk Ccndrawasihl, Kawasan

Lcngan Tangan Papua, Kawasan Rusuk Papua Selatan, dan Kawasan
Rusuk Papua Urara; dan

c. mengembangkan kawasan peruruukan pcrtambangan minyak dan

gas bumi di Kawasan Sorong dan Sorong Selatan sena Kawasan

KepalaBurung Pulau Papua.
(41 Strategi unruk pengembangan Pusat Klaster sebagaimana dimaksud pada

ayat (II huruf c mehputi:
a. mengernbangkankawasan perkotaan nasional sebagai Pusat Klaster;

b. mendorong pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai
pusat industri komoditas unggulan; dan

c. mengcmbangkan prasarana dan sarana perkotaan unruk
mcndukung kegiatan industri pengolahan serta perdagangan dan
jasa.

(5) Strategi untuk pcngembangan serta rehabilitasi praeerana dan sarana
miugasi dan adaptasi bcncana sebagaimana dimaksud pada ayat (11
hurur d mclipun:
a. mengembangkan serta merehabilitasi prasarana dan sarana yang

adaptif terhadap dampak bencana tanah longsor, gelombang pasang,
banjir, gerakan tanah, abrasi, gempa bumi, dan tsunami;

b. mcngembangkan sistem peringatan dini pada kawasan permukiman
perkotaan dan Kampung Masyarakat Adat. di kawasan rawan
bencana tanah Jongsor. gelombang pasang, banjir. gerakan tanah,

abrast. gcmpa bumi, dan tsunami;

• 10 •

PR£SIOE.N
REPUBL,.IK INDONESIA



a. pemantapan ...

Pasal7

(I) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan berfungsi lindung paling sedikit
70% (tujuh puluh perscn) dari tuas Pulau Papua dan kelesterfan
keanekaragaman hayati kelautan duma sebagai bagian dari Segitiga

Terumbu Karang {Coral Triangle! scbagaimana dimaksud dalam Pasal o

huruf bmeliputi:

c. mcngembangkan dan merehabilitaai tempat dan jalur evakuasi

bencana pada kawasan perrnuldman perkotaan dan Kampung
Masyarakat Adat di kawasan ray/an bencana banjir, gempa bumi dan.
tsunami; dan

(I. mengendalikan pernanfaatan ruang pada kawasan permukiman
perkotaan dan Kampung l\'las,yarakat Adat pacta kawasan rawan

bcncana tanah longsor, gelombang pasang, banjir, gerakan tanab,

abrasr, gempa bumi, dan tsunami.

(6) Strategi untuk pengembangan jaringan transportasi untuk merungkaikan
keterkaitan antarkawasan perkctaan nasiorral sebagaimana dimaksud
pada ayat (11hunt! e rneliputi:
B. mengcrnbangkan dan memantapkan jaringan praserana dan sarona

transportasi sesuai dcngan kondisi dan karakteristik kawasan;

b. mengembangkan jaringan transportasi antarmoda untuk mendorong
perturnbuhan ekonoml wilayah;

c. mengembangkan dan meningkarkan jaringan transportasi sungai,
danau, dan pcnyebcrangan serta bandar udara yang melayani

angkutan keperintisan; dan

d. mengcmbangkan jaringan jalan serta jaringan transponasi sungai,

danau, dan penyeberangan yang membuka akses Kampung
Masyarakat Adat.
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(4) Strmegi ...

a. pemantapan kawusan berfungsi lindung dan rehabilitasi kawasan
berfungsi hndung )'ang terdegredasi:

b. pemertahanan kawasan hutan yang bcrvegetasi sesuai dcngan
ekosistemnya, dan

c. pemenahanan doln pelestanan kawasan perruran yang memiliki nilai
ekologis tinggi.

(2) Strategi untuk pemantapan kawasan berfungsi lindung dan rehabilitasi
kawasan berfungai tlndung yang terdegradasi sebagllirnana dimaksud
pada ayat (I) huruf a mehpuu:
a. mempertahankan dan merehabthrasi fungs; ekologl' kawasan suaka

aJam dan pelcstanan alam dengan memperhaukan keberadaan
Kampung Masyarakat. Adat;

b. metestarrkan kawasan karst sebagai tempat penyimpanan cadangan
air tanah dan perhndungan keanekaragaman hnyau: dan

c. mengembangkan nilai ekonomi dan jasa hngkungan pada kawasan
suaka alam dan peiesmrtan alam,

t3) Strategi unruk pemertahanan kawasan hutan yl\n& bervegetasi sesuai
dengan ekosistemnya sebegaimana dimaksud pad" ayal (I' huruf b
melipuu:

a mempertahankan dan merungkatkan fungsi ekolog>$kawesen hutan
lindung dengan mernperhaukan keberadaan Kampung Masyarakat
Adet,

b. rneningkatkan pengelolaan kawasan hutan hndung dan kawasan
peruntukan hutan melalui mekanisme jasa lmgkungnn;

c. mempertahanknn. merebabrlitasi, dan meningkatkan rungsi kawasan
peruntukan hutan unruk meningkatkan kesejahteraan Kampung
Masyarakat Adat: dan

d. mengendalil<an ahll rungsi kawasan peruntukan hutaa unruk
kegiatan budi daya nonhutan.
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b. mengembangkan ...

Pasa! 8
(I) Kcbijakan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan ckonomi berbasis

pertanian, perfkanan, pariwisata, serta pertrunbangan yang berdaya saing

dengan prinsip bcrkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal <;
huruC c mcliputi:

a. pcngcmbangan kawasan Merauke sebagai pusat pertanian tanaman
pangan, perkebunan, dan peternakan bcrbasis bisnis;

b. pengembangan kawasan perranian berbasis tanarnan pangan lokal;

c. pcngcmbangan kawasan minapolitan:
d. pengembangan PUSSl deeunasl pariwisata berbasis eagar budaya dan

ilmu pengetanuan, bahari, serta ekowisara: dan
c. pengembangan dan rebabilitasi kawasan peruntukan pertambangan

mineral serta minyak dan gas bwru.
(2) Strategi unruk pcngcmbangan kawasan Merauke sebagai pusat pertanian

tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan berbasis bisnis
sebagaimana dlmaksud pada ayat (11huruf a meliputi:

a. mengembangkan sentra pertanian tanaman pangan, perkebunan,
dan peternakan yang didukung induetri pengolahan ramah
lingkungan:

(4) Strategi untuk pernertahanan dan pelestarian kawasan perairan yang
memiliki nilai ekolcgis tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (11huruf c
meliputi:
a. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan konservasi perairan;
b. mengembangkan wileyeh perairan yang merupakan bagian dan

Segitiga Tcrumbu Karang dengan memperhatikan kesejahteraan
Kampuog Masyarakat Adat di Wilayah Pcsisir; dan

c. mengendaJikan kegiatan budi daya di taut yang mengancam
keanekaragaman hayati Iaut.
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c. mengembangkan ...

b. mengembangkan pusat penebtian dan pengembangan produksi basil

pertanian larulman panlan. perkebunan, dan peternakan:

e. mengembangkan sentra produksi basil pertanian tanarnan pangan,

perkebunan, dan petemakan dengan memperhaukan keberadaan
Kawasan Lindung dan Iahan pertanian pangan berkelanjutan; dan

d. mengembangkanpraaerana sumbe.r deya Q_iTuntuk meningkatkan

luasan kawesan pertanian tanaman pangan

(3) Strategi unruk pengembangan kawasan pertanian berbasis tanaman

pangan lokal sebagaunana dimaksud pada ayat III buruC b mehputi;

8. mcngembangkan sentra produksi tanaman pangan Iokal; dan

b. mengembangkan pU",,1 industri pengolahan dan i"sa basil pertanian

tanaman pengan lokal yang didukung prasarana dan sarana
distribusi,

(4J Strategi untuk pengcmbangan kawasan mmapohtan sebagaimana

dlmaksud pada ayat (1) huru( c meliputi:

a mengembangkan knwasan peruntukan indus," berbasis komoditas
perikanan:

b. mengembangkan leawa... n peruntukao penkanan yang dilengkapi

prasarana dan saran. dengan memperbaukan kesejabteraan
Kampung ~Iasvarakat Ada\.;dan

c. mengembangkan semra perikanan taogkap dan budi daya yang

didukung tcknologi tepat guna dan ramah hngkungan.

(St Strategi untuk pengcmbangan pusat destinasi pariwlsuta bcrbasis eagar
budaya dan ilrnu pengetahuan. bahari, serta ekowisata sebagaimana

dirnaksud pada ayal (IJ huru! d mebputi:

a mengembangkan ka ....-asan perkotaan na~)OnaJ sebagai pusat
pengembangan pariwisata:

b. mengembangkan prasarana dan sarana pari¥.'lsata: dan
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b. pemen.ahanan ...

Pasal9
(I) Ktbijakan untuk mewujudkan Kawasan Perbatasan sebegei beranda

depart ncgara dan pintu gerbang internasional yang berbatasan dengan
Negara Papua Nuglni. Ncgara Palau. dan Negara Australia sebagairnana
dtmeksud dalam Pas..,15 huruf d metajuu

a. percepatan pengembangan Kawasan Perbatasan dengan pendekatan
pertahanan dan keamanan negara. kesejabteraan rrlaS)-·arakal. serta

kelestarian lingkungen hidup: dan

c. mengembangkan prasarana dan sarana transportasr untuk
menmgkatkan ktttrkaitan antarkawasan parl"1'-i1ta Siena anrara

kawasan panwrsata da.n kA\\"85aD pe:rkotaan na~lonal.
(6) Strategi untuk pengembnngan dan rehabihtass perunrukan kawasan

penambangan mineral serta minyak dan gas burnt sebagaimana
dimaksud pada ayat (I) huru! e mcliputi:

Q, mengembangkan dan merehabilitasi kawasan peruruukan
pertambangan mineral seete mirryak dan sa$ b\lmi eesuej daya
dukung dan day.. tampung Imgkungan hidup;

b. mengembangkan kawasan industri pengolahan dan jasa hasil
penambangan mineral serta minyak dan gas bum. yang didukung
penggnnaan teknologi unggi. padat modal. dan pengelolaan limbah
industn terpadu.

c. mengembangkan serum produksi komoduas unggulan pertambangan
mineral serta mlnyak dan gas bumi dengan memperhatjkan daya
dukung dan daya tampung lingkungan ludup; dan

d mengendalikan perkembangan kawasan peruntukan penambangan
mineral serta mmynk dan gas bumi yang mengganggu kawasan

berlungsi lindung
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c. menyediakan ...

a. momb!\ngun dan memeliht'IrQ. mucu.uor d4n/Qt8u Mr4JlA pena.oda

d. Pulau Budd, Pulau Miossu, Pulau Fan~Pulau Bras, PuJau

Fonildo, Pulau Bepondi, PuJau Liki, Pulau I\okpon, dan PuJau Laag;

b. mcngcmbangkan prasarana dan sarana transpertasi penyeberangan

yang dapat meningkatkan akses ke PPKT berpenghuni di PuJau Faru,

Putnu Bras, Pulau Bepondi, Pulau Liki, dan Pulau Kolepon;

b. pemertahanan eksistcnsi 9 (sembilan] PPKT sebagai titik-titik gans

pangkal Kepulauan Indonesia.

(2) Slrlllcgi untuk pcrcepatan pengembangon Kn\\'.'l4.1n Pcrbatasan dengan

pendekatan pertahanan dan keamannn negara, kesejahteraan
masynrakat, serta kelestarian hngkungan hidup sebagaimana dimaksud

pada ayat (I) huruf a meliputi-

8. mempercepat pengembangan PKSN sebag'" PUS31 pengembangan

ekenomi, pintu gerbang mternasscnal, simpul rransportasi, sena

pusat promosi dan pemasaran ke negara )'8nC: berbatasan;

b. mengembangkan semra produksi berbasls sumber daya a1am

potensial dengan memperhatikan dayo dukung dan daya tampung

hngkungan hidup;

c. mengembangkan kawasan pertabanan dan keamanan negara sebagai

perwujudan kedaulatan negara; dan

d. meningkarkan pcngelolaan Ka\~aMan Lindung di Kawasan

Perbatusan.

(31 Straleg> untuk pemertahanan eksistensr 9 [sembilan] PP", sebagai titik

bilk Kilns pangkal KepuJauan Indonesia sebagaimana dunaksud pada ayat

(1) hurur b melipuu:

- 1(> -
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(4) Pets ...

(II Rencana S1.t'UklUT ruang dan rencana pola TUang Pulau Papua merupakan

pcrangkat operasional RTRWN di Pulau Papua vana berupa stratcei

operasionalisass perwujudan struktur ruang dan pola ruang,

(2) Rencana struktur runng digambarkan daJam peta dongan skala 1;500.000

sebagaimana tercantcm datum Lampiran ( yang mcrupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Presiden inL

(3) Rencana pola ruang digllmbarkan dalam pea den"", skala 1;500.000

sebagaimana tercantum dalam lampiran U yang merupakan bagIan ndale

terpisahkan dan Peraturan Presiden ini,

Pasal 10

BABOI

RENCANA S1'RUK'J'UR RUANO DAN RENCANA POL'" RUANO

PULAU PAPUA

c. menyediakao dan memngkatkan prasarana dan sarana untuk
pemenuhan kebutuhan au baku pada PPI\I berpcnghuru di Pulau
Fani, Pulau Bras. Pulau Bcpondi, Pulau Lilci, dan Pulau xetepce:

d. mengembangkan pembanglat listrik tenaga angm tpl-TBI, pembangkit

listrik tenaga surya IPI-TS)dan pembanglot hstrik lonaga angm-surya
(hybrid) untuk memenuhi kebuurhan cnergi PPKT berpenghuni di

Pulau Faru. Pulou Bras, Pltlau Bepondi, PuJ.ULl Llki, dan Pulau

Kolepon: dan
e. mengembangkan junngan tdckomunikasi pada PPKTberpenghuru d.

Pulau Faru. Pul..u Bras, Pulau Bepondi, Pulau LIla. dan Pulau

Kolepcn.
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Pasal12 ...

Paragraf 1

Sistcm Perkotaan Nasional

Bagian Kedua
Strategi Operasionahsass Perwujudan Struktur Ruang

Pasal 11

(1' Stratcgi operasionahsass pc:rwujudan suuktur ruang terdiri atas strategi
opcrasionalisasi perwujudun:
a. sistem perkotaan nnsional;
b. sistem jartngan transpertas! nasional;
c. SiSlCIn jaringan cnergi nastonal;

d. sistem jaringan tclekomunikasi nasiona1;dan
e. sistem jaringan sumber daya air.

(2) Strategi cperaeicnahsasr perwujudan pola ruang terdrn atas StrategJ

operasionalisasi perwujudan
a, kawasan lindung nusional; dan
b. Kawasan Budi Daynyong mcmilikinilai strntegls nasional.

&gian Kesatu
Umum

STRATF:OI OPERASIONALlSASI PERWUJUDAN

STRUKTUR RUANO OAN POLA RUANO PULAU PAPUA

BAB IV

(4) Peta sebagarrnana dun"ksud pada ayat (21 dan ayat (3( merupakan

gambaran sebaran indllaltlf lokasi pemanfaatan ruane untuk rencana

struktur ruang dan rencana pola ruang nasional di Pulau Papua.

• 18 •
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g. mengendalikan ".

(I) Strategi cperasicnalisast perwujudan si$tcm perkoraan nasional
sebagaimana danaksud daJam Pasall1 aya; III hurura mehpun;
a. mengembaagknn PKN dan PK\\' sebagai Pusat Klaster-

1>. mengembangkan dan/atau meningkatkan rungS! PKN. PK\\'. dan
PKSN sebagai:

1, pusat industri pengolahan dan mduatrr ja!1t8 hasil pcrtanian

tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan:
2. pusat industr! pengolahan dan industn jasa hasiJ perikanan

berbasis bisrus:

3. pusat mdustn pengotahan dan industn Jaa Iwsi1pertambangaa

mineral serta minyak dan gas bums,
4. pusat ",dustr> pengolahan dan mdustri Ja'><lbasil hutan yang

ramah tingkungan:
5. pusat panwlsatu eagar budaya dan ilmu pcngctahuan, bahari,

serta ekowiaatn berbasis potensi kearifan lokt1l:
6. pusat perdagangan dan jasa yang berskale mternasionar: dan
7. pusat penelinan dan pengembangan produksi hasil pertanian

tanaman p.mgan. perkebunan, dan petemakan;
c. mengcmbangkan prasarana dan sarana perkotaan untuk

mendukung kegiatan mdustri peugolahan serta perdagangan dan
[asa;

d. mengembangkan PKSN sebagai pusat pengembnngnn ekonomi. pinru
gcrbang internasicnal, simpul transpcrtasr. serta pusat promosi dan
pcmasaran ke negara yang berbatasan;

e. mengembangkan PKN. PK\\'. dan PKSN berbasis mitigasi dan
adaptasi bencana:

r mengembangkan Janngan JaJu hntas dan angkutan jalan yang
melayani PKN.PK\\I. dan PKSN;dan

PasaJ12
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b. pusat ...

g. mengendalikan perkembangan fisik PKX, PK\\, dan PKSN untuk

mempertahankan kcbcradaan Kawasan LinduD& dan lahan penanian

pangan berkelanjutan,

(2) Pengembangan PKN dan PKW sebagai Pusat KIaster sebagaimana

dimaksud pada ayat II) huruf a meliputi:

a. PKN -Jayapurn. PK\\' Sarmi, PI\.'WArso sebagai PuSfl.t Klaster Kawasan

Rusuk Papua Utara
b. PKW Mcrauke, PKW Bade, dan PK\\' Muting aebl\llni Pusat Klas.er

Kawasan Rusuk Papua Selatan;

c. PJ{\\' Wamena se-b,ag;:llPu,.,_"t Klaster Kawasan Pun~nR Pulau Papua

(Pegunungan Teng,ah);

d PKW Biak sebagni Pusa. Ktaster Kawasan Leher Pulau Papua (Teluk

Cendrawaaih]:

e. PI.."WManokwari don PKWAyamaru sebagai Pusa. Klaster Kawasan

Kepala Burung Pulau Papua;
t. PKN Sorong sebagru PuSSt Klaster Kawasan Sarong dan Sarong

Selatan:

g. PI..·WFakfak sebagaiPusat Klaster Kawasan Lcngan Tangan Papua;

h PI..WTimika sebagaiPuss. Klaster KawasanM.m.ka; dan
1. Pxw Nabire !.eb92'11P\J<lilatKlaster Kawasan Nablr,.·Panial

(3) Pengembangan danj'utau peningkatan fungo; PKN, PKW, dan PKSN

sebagaimana dimaksud pada ayai (1) huruf b mchpuu pengembangan:

a. pusat industrt pcngolahan dan industrijasa ha~11pertanian tanaman

pangan, perkcbunan. dan peternakan dilakukan d. PKNSarong. PI>..'
Timika. PKN JayapurH, PI..'\\ Faklak_ PI..""-Mano~w ..n. PI..'\\'Nabire,

PJ..,\VMu.ing, P!..,\VMerauke, P!..'\" Samu, PKW Arso, PKW Wamena,

dan PKSN Tanah Mcrah:
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f4J Pengembangan .. ,

b. pus", industri pengolahan dan mdu.1n )OS" hasil perikanan berbasis

bisnts ditakukan di PKN Sorong. PKN Timika, PKNJayapura. PKW

Fakfak, PKW Manckwarr, PKW Brak, PI-;W Bade. PKW Meraake, dan

PKWSarmi:
c. pusat Industri pengolahan dan industri jn .... hasil pertarnbangan

mineral serta minyak bumi dan gas bUlIl1dilakukan di:

I. PKN Sorong sebagai pusat pengembangan pertambangan

minyak dan gas bumi:

2. PKN Timika sebagai pusat pengembangan pertambangan
tembaga dan emas;

3. PKW Manokwari sebagai pusat pcngernbangan pertambangan

nikel: dan
4. PKW Sanni sebagai pusat pengernbangan pertambangan

mineral:

d. pusat industrl pengolahan dan mdu"tn JaS8 has.1 hutan yang ramah
hngkungan dilakukan di PKNTirnilca,PKN Sorong. Ph'\\' ~Ianokw"".
PKW Ayemaru. PKW Blak. PKW Nab...... PKW Muting. PKW Bade.

PKWSarmi, P["'WWarnena. dan PKSNTana!. Month:
e. pusat pariwisata eagar budaya dan lImu pengetahuan. bahan.

ekcwisata berbasis pctensi kearifan ioka1 dllakulca.tt: di Pl\..""N Sorong.
PKN Timika. PKN .Jeyapura, PKW Fakfak. Ph"\\' ~Iano""ari. PK'\\'

Blak. PK\" Merauke. dan Ph,\\'Warnena:
f. pus", perdagangan dan jasa yang bersknla internasional dilakukan

di PKN Sorong. PKNTimilca. PKN.Jayapura, P"".VManokwari PK\\'
Biak, dan PKWMerauke; dan

g. pu~a~ penclitian dan pengcmbangan hasil pertanian tanaman
pnngan, perkebunan, dan pclcrnakan drlakukan di PKN -Jayapura,

PK\V Menokwari, dan PK\V Meraukc.
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f. pengembangan

(4) Pengembangan pra.arM8 dan sarana perkotaan untuk menduJrung
kegiatan industri pengolahan serta pen:taganga,n dan jasa Sc:bagalmana
dtmaksud pada ayat (I) huruf c dilakukan dt PK:'> Sarong. PKN Ttmika.
PKNJayapura, P"'W Fakfak, P",V ~Ianokwan. P",\' A)'amaru. PKW Biak.
PKW Muting, PKW Bade, PKW Merauke, PKW Sarmt, Pl.,\, .'11'50. dan PKSN

Tanah Merall.
(5) Pengembangan PKSN sebaglli pusat pengembangan ekonomi, piruu

gerbang Inteenasrcnnl. srmpul rraneportasr, serta pu~t promosi dan

pcmasaran ke negara )'ung berbatasan sebagaimana dj,m&:aksudpada ayat

(II huruf d dilakukan d. PKSN .Jayapura, PKS:-; Tanah ~Ierah. dan PKS;'

Merauke.
(6) Pengembangan PKN. PKW, dan PKSX berba ••• mtuga .. dan adaptasi

bencana sebagaimana dirnaksud pads ayal (1) huruf e meliputi:
A, pengcrnbangan PKN dan PK\\' berbasis mltJgasi bencana tanab

longsor yang dilokukon di PKN.Jayapura, PKN Sorong. PKW Fakfak,
PKW Manokwari, PKW wamena, dan P",\ Nabrre:

b. pengembangan PKN dan P"," berbasrs m.tiga .. bencana banjir yang
dilakukan di PK1~ Jayapura. PKl'i Sarong. P",\\' oMerauke, ?'-'W

Ayamaru. PKN Tunilc:a,P"'W Ayamaru. P",\· Bade. ?,-,V Nabire. dan
PKSX Tanah Merah

c. pengembangan PKN dan PK\V berbasrs mJtJgasl getombang pasang

yang dtlakukan di PKN .Jayapura, PKW Nabire, PKWManokwari, P"'\\'
Biak. dan PKW Sarrni:

d. pcngembangan PKN dan PKW berbasis m.Laga!; beneana gempa bumi
yang dilakukan dt PKN Ja~·apura. PKWNabrre, PKWMMokwari, P""'"
Biak, dan P)",\' Sarrm;

c. pengembangan PK:\ dan PK\\' berbasis m.ugaSl lterakan Ulnah }1Ulg
dilakukan d. PKN Juyapura. PKN Sarong. PKW Manokwari. PKW
wamena. dan PKW Nab".;
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Q. sistem ...

(:: J Strategi operasionalisasr perwujudan srstem jaringan transportass
naslonal sebaga.i.ma.na dlmaksud daJam Pasa1 11 eyat (1) huruf b terdtn

atas strategi epcrasicnahsnse perwujudan:

Pasal l3

Paragraf2
Sistcm Jo-ringan Transportasi Nastonnl

I. pcngembangan PI\N dan P,,",\' berbaais mlllgn.. bencana (.$Unanu
yang dilakukan di PK;\ Jayapura. PK,I' Nabire. PKWManokwan. Pt.",
Biak_ dan PK,V SMma: dan

g. pengembangan PI\N dan PKW berbasis milJlI3S1bencana abrasi yang
diJakukan di PI\N Jayapura, PKW Nabire, PKW :\!anokwari, P,,""II

Biak, dan PK\\' Sarrni
(7) Pcngcmbangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang melayani

PKN, P,,"'W.dan PKSN sebegarmana dimaksud pada aya' (I] huruf f yang

melayani PKN Sorong, PI\N Timika. PK:'i Jayapuno. PI\II Fakfak PI-,I'

Manokwari, PKW Ayamaru, PKW Biak, PK'I\ Nabl"', P""'" ~!unng, P""

Bade, PKII" ~Ie-rauke. PI\W Sarmi, PKW MSO, P,,""IVWarnena. dan PKSN

Tanah Merah.
(81 Pengendalian perkembangan f1.ik PKN dan PK'W un,uk rnempertahankan

keberadaan Kawasan Lindu ng dan laban penanian pangan berkelanjUlan

aebegaimana dimaksud pada ayet (I) huruf g dilakukan di PKN Scrcng,

PKN Timika, PKN Jayapura, PKW Manokwari, PK"II' fakrnk, PII.'IV

Ayamaru, PKW Biak. dan PK"IVNabire.

t9J Strategi operasionahsasi perwujudan sistem pc:rkotaan nasienal di Pulau

Papua secara reb'" nnel tereanrum dalam Lampiran I.Ayang merupakan
bagian tidak terpisahkan dnn Peraruran Preaiden ini.
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b. mengembangkan ...

Pasa1 14
(I) Str.,eg' operaeionahsasi perwujudan jaringan jalltn nearenal sebagaimana

dlmaksud datum Pa",,113ayat (21huruf a meupuu:
41 mcngembangkanjarmgen jalan erten pruner dan jaringan jalan

kolektor primer untuk meningkatkan ket.erkaitan antarkawasan

perkotaan naslonal don mendorongda)'. saine perekonomian di
PuJau Papua;

a. sistemjaringan transpertas; darat;

b. sistem jaringan IrMsponasi laut, dan
c. sistemjaringan transportasiudara.

(2, Strategi operaaionahaast perwujudan sistem Janngan trunsportasi darat

scbagaimana dimaksud pada ayat (1~ huru! a terdin atas strategi
operasionalisasi perwujudan:
a. jaringan jalan nasional;
b. jaringan ja1\LT keretn opi; dan
C jaringan transportaei sungai. danau. dan penyeberangan.

(3) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi laut
sebagaimana dimaksud pad. avat (11 huruf b tordtri etas stratcgJ

operasionalisasi perwujudan:
a. tatanan kepelabuhanan; dan
b. alur pelayaran,

(4t Strategi cperasionalieasi perwujudan ststem jaring ..m tranaportasi udara
sebagaimana dimaksud pnda ayat (II huruf c lerdiri alas strategi

operasionahsasi pcrwujudan:
a. tatanan kebandarudaraan; dan

b. ruang udara umuk penerbangan.
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bl ~1aruni...

b. mcngembangkan jaringan jalan slrotcgi, nasional untuk mendorong
pcrekonomlan dan membuka ketcrisolasian Kawasan Perbatasan.
kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk Kampung Masyarakat
Adat,

c mengcmbangkan jaricgan jalan naslonal untuk menghubungkan
kawasan perkotaan nasional dengan pelabuhan dan/atau bandar
udera:

d. mcngcmbangkan jaringao Jalan nasional yang t:erpadu dengan
janngan jalur kereia apr dan jarmgan transportas. penyeberangan:

dan
c. mengendalikan pemanfaalan ruang yo.n~ berpotensi mcngganggu

rungsi Kewasan Lindung dan lahan pertaman pangan berkelanjutan
di sekitar jaringan jalan nasional,

12) Pellgembangan jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor

primer untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan
neslona! dart mendorong daya samg perekonominn di Pu1au Papua
s.bag.im.on dimaksud pada ayat (1) hurur a mehpuu:
a. Jaringan Jalan Lintas Perbatasan Pulau Papua yang terdm atas:

l. jaringan jaJan arteri pruner yang menghubungkan Koya·Arso
\Vaena·\\·aris-Yeti:

2, jaringan jaJan kolektor primer yang menghubungkan:
a) Yeo-Ubrub-Km.201; dan
b) Waropko-Kombut.MmdJptana·Tanah ~'erah-GetenOT'

Mutmg·BupuJ·Erambu·Sota·Merauke:
1>. Janng,," JaJan Lintas Utara Pulau Papua yang terdiri alas:

jaringan jalan arteri pnmer yang menghubungkan:
u) Sorong-Aimas-Klamuno-Pasir Puuh-Klamu ..Ayamaru

Kambuaya·Pategomi·Sumusuk·Kumurkek·Ayamasi·Snopy·
Kebar·Arfu·Prafi·Warmare·Marunl·~lanokwari;
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4 Wanam v.,

Pulau Papua }"anga. Joringan Jalan Lunas Perbatasan
menghubungkan:
I. Km. 201-Balom-Oksibil;
2. Dodulin-Poletom;
3. Okaba-Wanam;

b) Maruni-Oransbari-Ran .. ki-Mameh:
c) Your-Kwarisore-Wanggar-Nublrc; dun

d) Sentant-Abepura-Kova-Skow;
2, jartngnn jalan kolektor primer )'i1ng menghubungkan:

(I) Mameh-Binrunl;
bl Nabire-Kimibay:
0) Sarmi-:\imbrokang-\\'arumbalm·Genycm-Depapre-Kemlri

Sentani;
dl KampungBaru-Adaki-Biak-Mokmer; dan
0) Serui-Manawi-Saubeba;

c. Jaringan Jalan Untas Tengah Pulau Papuayang terdiri atas:
I. jaringan jalan arteri pnmer yang menghubungkan:

0) Yeti-Senggi-~lembramo-Tcngon· Elehm· Paspaley-Usulimu
Wamena-Piramid-Tiorn; dan

b] Nabire-Bedudipa/ Mapiu-Meenamaru- Wagneta-Enarolali;
2. jaringan jalan kolcktor pruner }'ans mcnghubungkan:

at Kokas-Hurimber-Fakfak;
b) Hurimber-Bomberai; dan

01 Timika-Pomako 2
(3) Pcngembangan jaringan ja1an strat~. n"""nal untuk mendorong

perekcnceuen <tan membuka ketcnSOIaS&an ~ wa$8Jl Perbatasan,

ka,,'a~n tertinggal dan terisolasi termasuk Kampung Ala5)'arakat Mat
sebagarmenadimakaud pada ayat (II burut b dilakukan pada:
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2 Sirnpang ...

4. Wanam-Nakia.-KaIda;dan
5. Merauke.JQg~bob-Erambu;

b. Jaringan JaJan Lin .... lil"'" Pulau Papua yang menghubungkan:
1. Sorong-Makbon-Meg,,-Sausafor-Nounari-W~an-Saulmrml-

Mubrani-Arfu.
2. Mameh-\Vondes.·Ambuni-Tandia-Sanderawoi.Your;
3. Resiei-Tandia;

4 Sentani-Depapre-Bongkrang;
5. Sarmi ...Kd~na\\'eJa;
6. Arbais-Sarmu

7. Lagan-\\"apoga-Botawa-Kalibaru;
8. wapcga-lngeru s-Otodemo,
9. Simpang 'rtge Gcse-Barapasi-waropen [Kahbarul;
10. Lingkar Supiori:
1I. Sumbcr Bab.r-Randawaya;
12. Lingkar Yapen f\Voi-Poom-Rosbori.Woda-Wrundu-Oawa.l;
13. Atori-Haimar ..n-Teminabuan:
14. Klabra-Klabor;
15. Taajung Demon-Baum-Dasrt;
16. Ayarneru-Fcf.

17. Lingkar ,.1anslnamj

18. Kisor-Puog:

19. Werba-Siboru-Teluk Paripi-Kokas.
20. LingkarWaloal. dan
2 L Mega·Sau..uor-Saukorem-Arfu;

c. Jaringan JaJan Lin"" Tcngah PuJau Papua yang mcnghubungkan:
L Wend.si-Sunprulg Bcurof-Srmpang Wonama-T ..nggarumi

Kaimana:
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d. jaringan

2 Simpang ao"rof-BoW"of-Wonruna-SimpangWcname;
3. Bomberai-Bofuer-Bourof
4. Wog.heto.Foto\\'aiburu·Kokonau.Timika;

5. Ennrotali-Ilaga-Stuha-Illu-Trcm;
6. Illu-Karubaga-Usuhmu:

7 Kenvem-Hebema-Wemene:
8. Wrunena·Kurima·Sumokh",-Dekai·Sidarela·Oksibll·I""r·

lVaropko;
9. LogCenterPower ~lallonUrumuka;
10. i.ogpond-Suator;
11. Bagusa-Ketapa DU3;
12. lIaRa·Mulia-Karubaga-Bckondini;

13. Batas Baru-Derrnaga Mumugu,
14. Sumo-Holuwcn-Mugi (BUl,ns -Jayawijaya]:
15. Mulia-Mewoluk ...Sinak;

l6. waemeanem-sumuromun.
17 Jalan Agats;
18. Bade-Taga Emon-Mur IKepp.·Merauke);dan
19. Kenyam-Gearek-Pasir Putih-SUTUsuru-Dekai,

(4) Pengembangan jaringan jalan nasionnl untuk menghubungkan kawasan
perkotaan nastonat dengan pelabuhan dan/ atau bandar udara

sebagalmanadlmaksud padaayat (I) hurur c dilakukan pada;
a janngan jalan aneri primer yang menghubungkan PKN Sorong

dcngan Pelabuhan Sorongdan Bandar Udara DorruneEduard Osok;

b. janngan jalan srraregis nasional l'ang mrngbubungkan PhoNSarong

dengan Pdabuhan Arar;

c. jaringan [ulan kolektor primer yang menghubungkan PKNTimika
dengan Pelabuhan Pomakodan Bandar Udara Mozes Kilangin;
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a. Jaringan ...

d. jaringan jalan strategis nestonal yang menghubungkan PKW Fakfak

dengan Pelabu han Kaimana;
e. jaringan jalan kolektor primer yang mcnghubungkan PKW Fakfal<

dengan Pelebuhan Fakfak;

r. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKWManokwari

dengan Pelabuhan Manokwari dan Bandar Udara Rendam;

g. jartngan jalan kolektor primer yang menghubungkan PK\V

Manokwari dengan Pelabuhan Binruni;
h. jaringan jalan strategrs nasional yang menghubungkan PK\V

Manokwaei dengen Pelabuhan wasior:

I. jaringan [alan arteri primer yang menghubungkan PKN Jayapura

dengan Pelabuhan Jayapura dan Bandar Udara Sentam;

J. jaringan jaJan strategis fissional yang menghubungkan PKN

Jayapura dengan Pelabuhan Depapre;

k. jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan Pf..'\VSarmi

dengan Pelabuban Sanni;

I. jartngan [alan kolekror primer yang menghubungkan PK\VMerauke

dengan Pelabuhan Merauke dan Bandar Udara Mopah;

m. jarmgan jaJan kolektor primer yang menghubungkan PK\\" Biak

dengan Pelabuhan Biak dan Bandar Udara Frans Kaisepo;
fl. jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkanPK\\' Wamena

dengan Bandar Udara Wamene, dan

o. jariogan [alan kolektor primer yang menghubungkan PKW Nabir.

dengan Pelabuhan Nabirc dan Bandar Udara Nabire.

(5) Pengembangan jaringan jaJao nasional yang terpadu dengan jaringan

jaJur kereta api dan jaringan transpcrrasi pcnyeberangan sebagaimana

dimaksud pad a a)·lIl P) huruf d meliputi jaringan jalan yang terpadu

dengan:
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bl Waropko ..•

Prafi-IIarmare·~[aruni-Manok"ari:

bl Maruru-Oransbari-Mameh:

e} Your·Wanggnr.Nabire·Bedud'pa/Mapia-Moenrunani.

Waghct n-Enarotall: dan
d) seruaru ..Abepurn-Ja)·apura.·l\.o}·a-Sko'~

3. Jaringan Jalan Linla. Tengah Pulau Papua yang

menghubungkan Yeh·Senggi-Membramo-Tcngon.Elelim.

Paspaley-U.ul,mu·Wamena-Ptrnm,d.T1om.
b. [aringan jaJan kolekter primer melipuu:

I .Jaringan JaJan lintas P<:rhatasan Pulau Papua yang

menghubungk ..an:
al Yeti·Ubrub·Km. 201; dan

Papua ~'angPulauUtaraLintas2. Janngan J..uan

menghubungkan:
01 Scrong-Airnas-Pasir Putih- Klnmit-Ayemaru-Kambuaya

Pategoml·Sumusuk-Kurnurkek.Ayamasi-Snopy·Kebar-Arfu·

a -Jaringan .Jalur Kereta Ap! Limas Pulau Papua dan .Jaringan .Jalur

"ereta Api Pengumpan Pulau Papua. dan
b. Lima Penyeberangan Sabuk Utara. Limas Penyeberangan Sabuk

Tengah, Lin"," Penyeberangan Sabuk Selatan. dan Lintas

Penyeberangan Penghubung Sabuk.

(6) Pengendalian pemanf ..atan ruang yang berpotensi mcngganggu fungs;

Kawa,an Lmdung dan laban penanian pangan berkewnJulan di sekrtar
jaringan jalan nasronal sebagaunana dlmaksud pada ayut 1I huruf e

dJlakukan pada:

a. [aringan jalan arteri primer meliputi:

I. Jaringan Jalnn Lintas Perbatasan Pulau Papua yang

mengbubungj<an Koya-Arso-II'aena- Wans- Yeu
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b) Simpang '"

menghubungkan:
at N~bire-Kinubay;dan
b) Sormi-NimbrokM~·Warumbillm·Genyem-Dcp"pr.-Kemin

Scntani.
3. Jaringan Jalan Limas Tengah Pulau Papua yang

menghubungkan-

a) Mameh-BiOluni,
h) Kokas-Hur-irnbcr-Fakfak:

c) Hurimber-Bomberru;

dl Tamika-Pomako2;
e) Kp. Baru-Adaki-Biak-Mokmer, dan
ij Serul-Manawi-Saubeba.

c. janngan jol1unstrategis nQ~lona1mehpuu:

I. JarlOgan Jalan un"", Perbatasan Pulau Papua yane
mcnghubungkan Km 201-Batom-Oksibil;

2. daringan Jalan LIDia. Utnrn Pulau Papua yang
menghubungkan:
ct. So IrQn~-~laktMln·"I~-:s.au~or·;\C!r.man-\\·ennar:

S,j \1korem-Mubr cIm-Arfu.
b) M(lmch-\Vendesi-Ambuni-·Tar~dia-Sanderav.'Oi ..Your; dan
c) Reslci-Tandia.

3. Jarml(an Jalan Lunas TenRah Pulau Papua yanc
menghubungkan:
a) Wendesi-Simpang Bourct-Srmpang Wonama-Tanggarumi

Kaimana:

Papua yang

b) Waropko-Kombul-Mmctiptana-TanahMerah-Getentir
MUung-Bu pul-Ertlm bu-Sota-Merauke,

2. Jaring ..in Jalan Lintas Utaro Pulau
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B. .Jaringan .,.

PasalI5
(I) Strategi operasionahsass perwujudan jaringan jalur kereta api di Pulau

Papua sebagaimana dimalesud daJam Pasal 13"yut (2) huruf b meliputi:
a mengembangkan j.armgun jalur kereta up, antarkota untuk

meningkatkan keterkanan antarpueat pertumbuhan sebagai simpul
koleksi dan distribusi produk unggu1an Kawasan Andalan;

b. mengembangkan janngan jalur kereta apl antarkoUl yang terpadu

dengan jaringan transportass Iairmya untuk: menunjang kegiatan
ckonomt berdaya stung dan menmgkatkan kelcrx.-ltan antarwtlayah,

dan

c. mengembangknn jartngan jatur kereta api dengan mcmperhauKan

Kawasan Lindung dan ,,,han perranian pangan berkelanjutan.
(2) Pengembangan jalur kereta "PI antarkota untuk merungkatkan

keterkaitan antarpusut penumbuhan sebagai simpul koleksi dan
distnbusi produk unggulan Kawasan Andalan sebap,lmana dimaksud
pada ayat (1) huruf a ddakukan pada;

b) Simpang Bourof-Elouror-Wonama-Simpang Wonama:
c] BombeNI1-Bofuer-Bourof:
d) Waghe",-F'otowaiburu-Kokonau-TiDuiul;
e] Enarotali lIal\l\-Mulia.-lUu-T!om;
~ Illu-Karubaga-Uaulinru;
g) Kcnycm-Habema-Wamena; dan
hJ Wamcnn-Kllrima-Sumokhai-Oekal-Sidarela-Oksibil-Iwur-

warepke.
(7) Strategi opera~lonallsa"lperwujudaa jaringan J;,Uan nasional di Pulau

Papua secara Jebih nnn tercantum dalam Lamptran 1.B_1 yang

merupakan bagtan udale terpisahkan dart Peraturan Presiden ini_
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2. Jayapura ...

II Jaringan JaJur Kereta Api Untas Pulau Papua yang menghubungkan:

L Sorong-Ayamaru-Manokwari.Xabirc·s..mu-Javapura; dan

2. Jayapura·Atso·Waris-Batom'()ksibil-~hndJptaJ'lah·Tanah "crab
Mutiag-Mcrauke;

b. Jaringan Joh" xereio ApI Jalur Pengumpun dl Pulau Papua yang
rnenghubungkan Nobirc-Timika.

(3) Pengembangan jruingan jalur kercta api antarkota yang terpadu dengan

jaringan transportasr I~unn>'aunruk menunjang keg-Iatan ekonomi berdaya
saing dan meninglrotkan keterkaitan antarwilayah sebagaimana dimaksud
pada ayat II) buruI b dilakukan tcrhadap jaringan jelur kereta api lintas

Pulau Papua yang terrmegrasi dengan:

II. Jaringan Jaidn Llntn. U,ara Pulau Papua. Jaringan JaJan Lintas
Tengah Pulau Pupue, dan Jaringan Jalan LInt". Perbatasan Pulau
Papua;

b. Lintas Pcnycberangan Sabuk Utara. Linla. Pcnyeberangsn Sabuk
Tengah, Lintua Pcnyeberangan Sabuk Selatan. dan Linta$

Penyeberangan Penghubung Sabuk;

c. Pelabuhan Sorong. Pelabuhan Arar, Pelabuhan Pomako. Petabuban

Manokwari. Pelabuhan -Javapura, Pelahuhan Depapre, Pelabuhan

Mcrauke. dan Pelabuhan Nabire: dan
d. Sandar Udara Sentani, Bandar Udara :'10pd.h. Bandar Udara

Rendani, Bandar Udara Domine Eduard Osok. Bandar Vdara Nabire,
dan Bandar Udnr,-l i\oiul.cs Kilangin.

~4) Pengembangan jaringan jalur kereta api dengan mernperhankan Kewasan

Lindung dan lahan pertanian pangan berkewnJutan sebagaimana
dimaksud pada ay,u II)hurur cmeliputi:

a Jaringan JaJUt KeretaApi Limas Pulau Papua yangmengbubungltan:

I Sorong·Manok\\ori·Nabire-Sarmi-Jayapl.lra; dan
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Sorong ._.

rnendukung kelancaran akses jaringan uansportasi Kewasen
Perbarasan, kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk PPKTdan
KampungMasyarakatAdat;

b. mengembangkan jaringan transportasi sungai dan danau untuk
meningkatkan keterkaitan antarwilayah sekitarnya;

c. mengembangkan lintas penyeberangan unruk meningkatkan
keterkaitan amarpufau dan antnrwilayah: dan

d. mengcmbangkan jaringan rransportasi sungai, danau, dan
penyeberangan yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnya.

(2) Pengembangan pelabuhan sungai dan penyeberangan yang dilengkapi
dengan depo BBM untuk mcndukung kelancaran akses jaringan
transportasi Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan tertsclasi
termasuk PPKTdan Kampung Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud
pada ayat (J) huruf a dilakukan pada pelabuhan penyeberangan di
Kabupaten Raja Ampat, Kota Sorong. Kabupaten Sorcng, Kabupaten

penyeberangan yang
minyak (BB"'I unrnk

(lJ Stratcgi operaslcnalisasi perwujudan jaringan transportasi sungai, danau,
dan penyeberangan sebagaimana dimaksud daJam Pasa! 13 ayat (21huruf
c meliputi:
a. mengembangkan pelabuhan sungai dan

dilengkapi dengan depo bahan bakar

Pasal 15

2. Jayapura-Arso-Waris-Batom-Okslbil-Mindipta.nah-Tanah Merah
Muting-Merauke;

b. Jaringan Jalur Kereta Api .JaJur Pengumpan di Pulau Papua yang
mcngbubungkan Nabire-Timika.

(5) Stratcgi operasionalisasi perwujudan jaringan jalur kereta api nasional
sccara lebih rinci tercantum dalam Lampiran I,B,2 yang merupakan
bagtan tidak tcrpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
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1.Tunika ...

Sorong Selatan, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fakfak, Kabupaten
Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Tcluk Wondama, Kabupaten
Kepulauan Yapen. Kabupaten Nabire, Kabupaten Waropcn, Kabupaten
Mimika, Kabupaten Sarmi, Kota -Jayapura, Kabupaten Boven Digoel,
KabupatenAsmal, Kabupaten ~Iappi.dan Kabupaten Merauke.

(3) Pengembangan janngan transportasi sungai dan danau untuk
meningkatkan keterkaitan antarwilayah sekitarnya sebagaimana
dirnaksud pada ayat 11)huruf b dilakukan pada:

a, alur pclayaran sungai yang menghubungkan:
1. Agars-Ewer;
2. Tanah Mcrah-Bade-Kepi yang melayani PKW Bade dan PKSN

Tanah Merah; dan
3, Tanah Merah-Meraukeyang melayani PKWMeraukc dan PKSN

Tanah Merah.

b. alur pelayaran danau eli Oanau Sentani,
(4) Pengembangan lintas penyeberangan untuk meningkatkan kererkeltan

antarpulau dan antarwilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (11huruf
C dilakukan pada:

a, lintas penyeberangan untuk membuka keterisotasian wilayah yang
menghubungkan:
1, Sorong-Pulau Perri;
2. Sorong-Jefman;
3. Sorong-Teminabuan-Seget;
4. Sarmi-Pulau Liki;
5. Biak-Sorcndrwer'i..Pulau Bepondi.
6. Biak-Sorcndiwert-Pulau Bras; dan
7. Agats-E w-er:

b. Iintas penyeberangan antarprovinsi eli Pulau Papua dengan provinsi
di luar Pulau Papua yang menghubungkan:
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n. Jaringan ...

3. Fakfak-Wahai;
4. Pakfak-Ambun Y;lflg mernbcrnuk Lintas Peuveberangan Sabuk

Tengab:

5. Waigema-Wahui:

6. Sorong-Patani yang membenruk Lintas Penyeberangan Sabuk
Otara; dan

7. Sorong-Manokwari·Numfor-Biak yang membentuk Limas
Penyeberangan Sabuk U""",

c. Jmtas penyeberungan dalam prcvinei dr Pulau Papua yang

mcngbubungkan:
1. Nabire..Wasrcr-Manokwari:

2. Sorong-Waisal:
3. Brak-Serui-Wuren-Sarmi-Jayapura yang membentuk Limas

Pcnycberangan Sabuk Utara;
4. Biak-saubeba IPulau Yapenl;

5 Waren-Nabire:

6. Meraukc-Klmaam-Bade-,A.tsy-Agats yang membenruk Limas

Penyeberangan Sabuk Selatan:
7. Pomako-Agats:
8. Scrcng-Wnhal:dan
Q. Sorong-Fakfak

(51 Pengembangan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan
yang rerpadu dcngan jaringan transportasi tamnva sebagalmana

dimaksud pada ayat (II huruf d dilakukan terhadap janngan rransportasr
sungai, danau, dan penytberangan yang terpadu dcngan:

Selatan;

L Timika-Oobo:
2_ Merauke-Dcbc yang membenruk Linta. I'nl,,,,""rangan Sabuk
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b. Pelabuhan ...

sebagaimana dimaksud dalam PasaJ lJ ayat 131hurur a mehpun:
a. mengembangkan dan memantapkan pelabuhan unruk meningkatkan

akses kawasan perkoraan nasional sebagai PU50t pengembangan
Kawasan Andnlan;

b. mencegah pengernbangan peJabuhan yang berpotensi mengganggu
fungsi Kawas.an Undung don ekoststem peS1SlI,

c. mengembangkan peJabuhan yang terpadu dengan pengembangan
jaringan transpertasi wnnya; dan

d memanfaatkan bersama pelabuhan untuk kcpenungan pertahanan
dan keamanan negara,

(21 Pengembangan dan pemomapan pelabuhan unruk menmgkatkan aksca
kawaaan perkotaun naaicnal sebagai pusat pengembangan Kawasan
AndaJan sebagaimana dunuksudpada ayat II) huruf a dilakukan di:
a. PeJ.abuhan Sorong dalnm satu sistem dengan PeJabuhan Arar,

Pelabuhan Tammebuan, PeJabuhan Segel. dan Pelabuhan Saonek
untuk melayaru PIG\: Sorong dan PKW A)'8mJ1ru sebagai pusai
Kawasan Anclalan Sorong dan Selatamya .ena Kawasan Andalan
Laut Raja Ampat Bmrum:

kepelabuhanantatananoperasionahsasiP) Strategi

a. Janngan Jalan Lint'" Urera Pulau Papua. Janngan JaJan Lintas
Tengah Pulau Papua, dan .lanngan Jalan Lint•• ""rOO= Pulau
Papua; dan

b. .Jermgan JaJur xe re1a Api Lirrtas Pulau Papua ""'n -Jartngan .lalur
Kerera Api Pengumpan dJ Pulau Papua.

(6) SIrategi perwujudan jaringan transportasi sungar, danau dan
penyeberangan di £.)ulnu Pap\19 secera lebih rmci tercantum dalam
Larnpiran I.B.3 yang merupakan bagian tidak terprsahkan dan Peraruran
Preaiden inl.
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(31Pencegahan ...

b. Pelabuhan Pomako I dan U daJam satu ,i••ern dengan Pelabuhan

Amamapare untuk melayaru PKN Tumka sebagai pusat

pengernbangan Knwaeun Andalan Tmuka (Tembngapura) dan
Sekirarnya;

c. Pelabuhan Kaimana dun Pelabuhan fakfak satu kesatuan dengan

Pelabuhan Kokas untuk mclayaru PKW F'"krllk scbagru pusat
pengembangan Kawasan AndaJan Fakfak (Bomberoi dan Sekirarnya]:

d Pelabuhan Manok..",ri dalam satu srstem dcngan Pelabuhan Bmtum

Pelabuhan Wa.lOr, dan Pclabulum \\"lnde" untuk melayani PKW

Manokwan sebagaJ pus". pengembangan Kawuan '\ndaJan Sinturu;

e. Petabuhan Biak dalam unruk melayani PKW Siak sebag.... pusat
pcngembangan KO\"'osatl ..\nda1an Biak serta Kawasan Andatan Laut

Te1uk Cendrawasrh-Brak dan Sekuamya:

r. Pelabuhan Jayopuro dalam sam sistern dengan Pelabuhan Depapre
dan Pelabuhan Demte untuk melayani Pi{!'; Joyapura dan serta

Pelabuhan Sarrni untuk mclayaru PKW Sarmi sebagai pusat

pengembangan K,,".... an AndaJan ~ambcramo-[..,rch lJa)"apurat dan

Sekuarnya serta Kawasan Andalan Laut Jayapura-Sannt;
g Pelabuhan lterauke dal.am saru sistem dengan Petabuhan Agars dan

Pelabuhan Bade untuk mclayaru P"-W Merauke dan PKW Bade

sebagai PUSSl pengembangan Kawrasan Andalan Merauke dan
Sckitarnya; dan

h Pelabuhan Nnblre /Teluk Kiwi daJam satu •• stem dengan Pelabulum
Wapoga. Petabuhan waree. Pelabuhan Dewar. d~n Pl'labuban Serw
unruk melayam PK\\' .:"abtn sebagai pus.al pengembangan Kawasan

Andaian Nabire dan Seknarnya (Aran Moswarcn. dan Legare).
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Poonl 18

13) Pencegahan pengernbangan pelabuhan yang berpctenai mengganggu
fungsi Ka\vasan Lindung dan ckosistem pesisir sebagaimana dimaksud
pada nynt II) huruf b dtfakukan dl Pelabuhan Scrcng Pelabuhan Arar.
Pelabuhan Pornako I dan II. Pelabuhan Arnamapare, Pelabuhan Kaimana.
Pelabuhnn Fakfak, Pelabuhan Manokwnn. Pcl..buban Bmruru, Pelabuban
WQ,$IOf. Pelabuhan \Vsndesi. Pelabuhun Biak. Pe1abuhan Jayapura.
Pelcbuhan Depapre Pelabuhan Derma, Pelabuhan Satmi. Pelabuhan
Memuke. Pelabuhan Agals. Pelabuban Bade, Pelabuhan Sabire/Tcluk
KiwI. Pelabuhan \Vapog.. Pelabuhan Waren, Pelabuhan Dawai, dan
Pelabuhan Serui.

(4) Pengembanganpelabuhan yang terpadu dengan pengernbanganjanngan
rranspcrmst lamnya sebagaimana dlmaksud pada ayat 11) huruf c
dilakukan pada petabuhan ell Pulau Papua yang rerpadu dengan-
a. .Iaringen Jalan Limas Utara Pulau Papua, Jaringan .Ja1.a.r.: Lint .. s

Tengah Pulau Papua, dan Jaringan JRlan Limas Perbatasan Pulau
Papua:

b. Lints! Penyeberangan Sabuk Se:latan. Lmtas Penyeberangan Sabltic
Ulara. Lintas penyeberangan Sabuk Tengah. dan Lintas
Penyeberangan Penghubung Sabuk. dan

c. Jo.llng,anJaJur Kereta Api Lintas Pulau Papua dan Jaringan Jalur
Kereta ApiJolur Pcngumpan di Pu.au Papua.

t5) Pemanfanran beraama pelabuhen untuk kepentingnn ~"4hana:n dan

keamanan negara sebagaimena dlmaksud padn aya' III buruf c ~hputl
Pclabuhan Sarong, Pelabuhan Manokwari Pelabuhan Satm,. Pelabuhan
Semi, Pelabuhan Nabire, Pelabuhan Mcrauke, Pelabuhan Pomako I-II.
Pelabuhan Kairnana, Pelubuhan Pakfak, Pelabuhan Agats, dan Pelabuhan
Bade,

(61 Strategi eperasronah ... st pcrwujudan tatanan kepelabuhanan di Pulau
Papua •• cara leb'h "nei tercanrum daJnm Lamp:ran I B -I )'ang
rnerupakan bagian ndak rerpisahkan dan Pereruran Presiden mi.
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KepuJauan ...

memiliki nilai strolegls nasional;
c. membangun dan memebbara mereusuar sebag.u navigasi pelayaran

dan sarana penanda d. PPKT;
d mengendahkan pengembangan aJur pelayaran yang mengganggu

fungsi Kawa'an Llndun", dan
e. memanfaatkan bereema alur peleyaran gu.na kepe:ntingan

pertahanan dan kearnanan negara.
12) Pengembangan alur pelayarnn yang menghubungkan antarpelabuhan

sebagaimana dJmuk.ud pada ayar (II huruf a dilakukan pada ejur
pelayaran yang mcnghubungkan di Pelabuhan Sorong P<labuhan Arar,
Pelabuhan Pomako I d"" II, Pelabuhan Amamapare. P<labuhan Kaunana.
Pelabuhan Fakfak. P<labuhan Manokmtri. Petabuhan Bmturu. Pelabuhan
Wasior, Pelabuhan W:ndes i, Pelabuhan Biak, Pelabuhan Jayapura,
Pelabuhan Depapre. Pelabuhan Demta, Pelabuhan Sarrm. Pelabuban
Merauk e, Pelabuhan Ag.>Is, Pelabuhan Bade, Pelabuhan Nab.re/Teluk
Kiwi, Pelabuhan Wapogo, Pelabuhan Waren, Pclabuhan Dawai, dan
Pelabuhan Serur.

(31 Pcngembangan prasaruna dan sarana penanda alur pelayaran laut pads
konscrvasi perruran yang mernilikr keanekaragaman hayatt unggi dan
Kawasan Budi Oa)o'a)'ang memiliki nilai stOllCgl3 nasional sebegarmana
danaksud pada ayat ill huruf b dilakukan diperalran Toman NasJonal
LaUI Teluk Cendr awaOlh. Suoka ~Iargasat:wa Laut Pulau Sabuda dan
Pulau Tataruga, eagar A~amLaut Teluk Sausapor, Suaka Alam Perairan

menghubungkanyangaJurmengembangkan
antarpelabuhan.

b. mengembangkan prasarann dan sarana pcnandn jalur peleyeran
laut pada kawasan konservasi perairan yang memiliki
kcanekaragrunan hayntt tinggi dan Kaw..san Buch Daya yang

Pasa! 18
(II Strategi cperastonaliaasi perwujudan aJur petayDl'1In sebagaimana

drmaksud daJam Pa.al 13 aya' (31huru!b mehpuu:
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b. mengembengkan ...

Pasal 19
(1j $trategi cpcrasionahsnsi perwujudan tatanan kebandarudaraan

sebagaimana dtmaksud dalam Pasal 13 ayat (4' hurur a mebpuu:
a. mengembangkan dan memanto.pkan fung"li bandar udara untuk

metayuni kawasan perkotaan nusional sebagai pusat pcngembangan

Kawasan Andalan serta mendukung kegiatan perikanan, mdustri,

dan pari..visata;

Mnnokwurr Pelabuhan Snrrru, P,,:l;.lbuhan SCl\Jl, Pclabutum Nabsre,
Pelabubnn Me-raukc. p("lal)lthnn pomako t-II, Pelabuncn K:liman ....
rt.~ldbuhRnFukfak. Pc..1buh.3n Agat~.clan Pelabuhnn Bade

Peldbuhanalur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan S< '"

Kepulauan Raja Ampat dan laut ct. sekiramya. Suaka A1am Perairan
Kepulauan Waigeo sebelah Bara; dan taut di sekitarnya, serta Tam.an
Wisara Perairan KepuJauan Padaido dan laut dJ sekuarnya

r4J Pembangunan dan pemeliharaan mercuauar sebagai nevigasi pelayaren
dan sarana penanda ct. PPKTsebagaimana dunaksud pada ayat (II buru!
c dilakul<andi Pulau Budd. Pulau )hossu. Pulau Fani, Pulau Bras. Pulau
Fanildo. Pulau Bepond••Pulau Lila. Pulau Kolepon, dan Pulcu Laag.

(5) Pengendnlinn alue pefuyaran yang mengganggu rungs. Kawasan Lindung
sebagaimana dimaksud pada ar"t (I, buru! d dila.kuI<a,. di Taman
NasJonaJ Laut Teluk Cendrawasih. Suaka M.u-ga.satwa Laut Pulau
Sabuda dan Pulau Tataruga, Cagar Alam LaUITetuk Sau~por. Suaka
Alam Peralran Kepulauan Raja Ampat dan laut di sekitsrnya. Suaka
Alrun Penuran Kepulauan Walgeo ""bclab Barat dan Iaut d. sekitarnya,
serta Taman Wiseta Perairan Kepulauan Padaido dan taut di seknarnya

(&) Pemanfaainn bersama alur pelayaran guna kepcntingan pertahanan dan
keamanan negara sebagaimana dunaksud ayat (I) hurul e dilalrukan d.
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r Bandar ..•

Kawasan Andalan Ldut Ja)"C1pura~Silrmi;

b. Bandar Udara Mopah Vang beraada d. Kabupaten \Ierauke untuk
melayani PKW Merauke sebagai pusat pengembanga» Kawasan
Andalan Merauke dan Sekitarnya:

c. Bander Udara Wolsai/Marinda )·ang berada di Kabupaten Raja
Amp.1-1unruk mcla)'nni Raja Ampat dan peogemba.n&o.n Kau"'a.s4n
Andalan Laut Raja Ampatdan Sek.tamya;

d. Band..,. Udara Dcmme Eduard O$Okyang berada d. KOlaSorong
uruuk melayani PKN Sorong seb~gru pusat pengembangan Kewasan
Andatan Sorong dan Sekirarnya sertc Ka"'asSJ1 Andnlan Leut Raja
Ampat Bintuni;

e Bandar Udar.. Rendani yang berada <Ii Kebupeten Manokwari
mclayani PA","Manokwari sebag", pu....1 pengembangan Kawasan
Andalan Binturu:

pengembangan Kawasan
dan Sekitamya serta

rnelayaeu PKN .Jayapura sebagai pusat
Andata» Mamberamc-Lereh (Jayapural

b. mengembangkan banda, udara yang terpadu denl!l1'l janngan
transporrasi datal;

c. mengernbangkan bandar udara pengumpul yang melavani angkutan
udara kepermusan guna merungkntkan aksesibtlnas Kawasan
perbatasan, kawasan tertinggal dan terrsclasi termasuk PPKT dan
Kampung ~las)'arQkalAdat; dan

d. memanfaatkan bersama bandar udara guna kepcntmgan pertahanan

dan keamanan negara
t2) Pengombangan dan pemantapan rur\g~n bandar udara untuk melayani

kewesan perkotaan nasional sebagai PUS3l pengcmbangan Kawasan
Aodnlan serta mendukung kegiatan pe:rikanan mdustn, dan pari'risata
sebagaimana dimaksud pada ayat (II huruf a meliputi:
a. Bandar Udara Sent"ni yang berada di Kabupaten Jayapura untuk
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Wat.a,/Marinda ...

r. Bandar Udara Fmn. Krusepo yang berada d. Kabupaten B.ak Numror

untuk melayarii PKW B.ak sebagai pusat pengembangan Kawasan

Andalan Boak ser-a Kawasan Andalan Laut Tduk Cendrawas:h-Biak
dan Sekrtarnya,

g. Bander Udarn wamena yang berade eli Kabupaten .Jayawijaya untuk

melayam PKW Wamena sebagai pusat pengernbangan Ka\\"8.SaD

Andalan Wamena don Sekuarnya;
h Bandar Udara Nabire yang beeada dr Kabupaten Nebrre unruk

metayaru PKW' ~abl~ sebagai pueat pengembangan Kewasen
Andalan I"ab,rc dan Seknarnya (Aran Moswaren, dan Legare, serta
Kawasan Andalan Laut Teluk Cendrawasth-Biak dan Seknarnya: dan

Bandar Udara Moze. Kilangtn yang berada d. Kabupaten ~runika
unruk melayani PIm Ttrmka sebagai pusat pengembangan Kawasan
Andalan Turuka (Ternbagapura) dan Sekitornya serta Kawasan
Andalan Nabire cion Sc:kit~m~..a [Aran &loswatt'n. dun Legare).

(J~ Peneembangan bendar udara yang terpadu dengan sistem jaringan
transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayot (1) huruf b meliputl

bandar udara YarIGterpadu dengan
a. Jarmgao JaJan unta. Utara Pulau Papua. JanngAn JJOlanLamas

Tengab Pulau Papua, dan Janngao JaJan Wntas Perbatasan Pulau

Papua; dan

b. Jaringan Jail... Kerota ApI Lintas Pulau Popua dan Jarmgan JaJur
Kcreta Api -Jalur Pengurupan di Pulau Papua.

(4) Pengembangan bandar udam pengumpul yang melayaru angkutan cdara

keperintisan guna merungkatkan aksesrbuuas Kawasan Perbatasan,
kawasan tertmggaJ dan teriso!a>i termasuk PPl\'T dan Kampung
MasyarakatAdat .ebaptmana dimaksud pada ayat (II hUM C diIakukan
di Bandar Udara Semam, Bondar Udara ~Iopllh. Bar...dar Udara
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Udara ...

Pasal20
(1t Strategi eperasionalrsaei perwujudan ruung udara untuk penerbangan

scbagalmana dunaksud dalam PasaJ 13ayat (4)buruI b mcliputi:
a mengendalikan kegi"tan bum daya di seknar bandar udara yang

digunakan untuk operas, penerbangan. dan
b. memanfaatkan berseme ruang udara untuk penerbangan guna

keperuingan pertahanan dan keamanan negara.
(2) Pengenduliankegiatan budi daya d. sekuar bandar udara \'anR digunakan

untuk operas; penerbangan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruC a
dilakukan di sekitar Bandar Udara 5<-nlani Bandar Udara l1opah.
Bander Udara WaJsa./~lMinrta, Bandar Udara Domine Eduard Osok.
Banda.r Udara Rendani, Bundar Udar" Frans Kaisepo, Bandar Udara
Wamena, Bandar Udara Nabire. dan Bandar Udara MOllCS Kilangin.

(3) Pemanfuatan bersama ruang udara untuk penerbangan guna kepentingan
pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat I)
hUTUf b dilak'ukan pada ruang udara dl Bandar Udara Sentan r, Bandar

Ww.w/ Martnda, Bandnr Udara DOm1l1eEduard Osok. Band.... Udara
Rendall', 8andar Ud...... Frans Kaisepo Bandar Udara wamena, Bandar
UdaraNabire. dan BandarUdara~IozesKilangin,

(S) Pernanfontan bersama bnndar udara guna kepentingan pertahanan dan
keamanan negarasebagaimanadimaksud pada ayat (I) huruf d dilakukan
di Bandar Udara Sentam. Bandar Udara Mopah. Bandar Udara
Wru""i/M .•nnd ... Band..r Udara Doaune Eduard Osok, Bandar l'dara
Rendani, Bandar Udaro Frans Kaisepo. Bandar Udara Wame_ Bandar
Udaro Nubire, dan Bandnr Udara l.'lozcs Kitangin,

(6) Strategi opcraslonalisasl perwujudan tatanan kebandarudaraandi PuJau
Papua seeara lebib rinei tercantum dalam Lampiran I.E.5 yang
merupakan bagian udak terpisahkan dan Peraruran Presiden ini.
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Pasal23 ...

Paw 22
( I) Strategi opcrasionalisnsi perwujudan jaringan pipa minyak dan gas burni

sebagaimana dimaksud dnlam Pasal 21 huruf " dllaJcuJmn dengan
mengembangkan Jaringan pipa cransmisi dan di3tribuSl minyak dan gas
bumi yang mcngjnlcgras.kan fasilitas prcduksi. penl!Olahan dan Iatau
penyimpanan, hinR~a akses menuju kawasan perkctaan nasional dan
Kawasan Andalan.

(2) Pengembangan jaringan pipa transmisi dan di~tribusi mmyak dan gas
bum. yang menguuegra ••kan fasuuas predukei. pengolahan danjatau
penynnpanan, hingga akses menuju kawasan pcrkotaan nasional dan
Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud pada 3)':11II) dilakukan pada
Jaringan Distribusi di PK~ Sorong sebagai pusat pengcmbangan Kawasan
Andalan Sorong dan lkldtarnya, Jaringan O1stnbusi di PIG'( -Jayapura
scbagai pusat pengembangan Kawasan Andalan ~Iambcramo-Lereb
lJayapura) dan Seknarnya, dan Jaringan O1stnbu>i di Pk-W Merauke
sebagai pusat pengcmbangan Kewasan Andalan MerOlukedan Sekitamva.

PasaI21
Slr(ltegi cperasionalisasi perwujudan sistem Janngan energi nasronal
sebagaimana dimaksud dalam Paw II ayat II) burn( c terdm atas srrategi
eperasionalisasi perwujudan:
t'I janngan pipa minyak dan gas bumi;
b. pembangkit tenaga USlrlk;dan
c. jaringan transmisJ tennga hstrik,

Paragraf 3
stsrem -Juringan Energi Naslonal

Udara Mopah. BandW' Udnrn \\' ...sai/~lannda, Band"r Udara Oomme
Eduard Osok, Bandat Udara Rendani. Bandar Udara Frans Kaisepo,
Bandar Udara WIUIl.nn. Bandar Udara Nebire, dan Bandar Udara Moz;es
Kilangin.
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(3) Pengembangan ...

Pasal23
(I) Slrategi opcrasionahsasr perwujudan pembanglot tenaga IisUik

sebagairnana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b rneliputi:
a. mcngcmbangkan dan/atau mernelihara pembanglot tenaga bsUik

untuk rnerncnuhi kcbutuhan listrik dr kawasan pcrkoLaan nasional
don Kawasan Andalan; dan

b. mengernbangkan pembangku listrtk energi terbarukan untuk
melayani Kawasan Pcrbatasan, kawasan terunggal dan terisolasi
termasuk PPKTberpenghuni, dan Kampung Masyarakat AdaL

(2) Pengembangan dan 'atau pemelibanm pembonglot renaga IisUik untuk
memenuhi kebutuhan listrik eli kawasan perkotaan nasional dan
Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a
dilakukan pada:
u, "embfll1gkll l.istrik Tenaga Uap (PLTU)Jnyapura-Ho][ekamp yang

bcrada di Kota Jayapura, PI..TU Timrka yang berada di Kabupaten
Mimika, PI..TUJayarpura yang berada di KOla.Jayapura, PI..TUBiak
yanR berada di Kabupaten Biak NlImfor, PLTV Merauke yang berada
eli Knbupaten Merauke, dan PI.TUNablrt: yang berada eli Kabupaten
Nt\birc;

b. Pembangkit Listrik Tcnaga ~leslDGas (PLT~IG)Timika Peaker yang
berada d. Kabupaten Mimika dan PLTMG:-Iab.re (C:SGIL'IG) yang
berada eli Kabupaten Nabire;

c. Pembangku Listrik Tenaga Gas Batubara (PLTGB]Timika yang
berada di Kabupaten Munika, PLTGBKunk ~Ierauke yang berada eli
Kabupaien Merauke, dan PLTGBBiak yanR berada eli Kabupaten
Biak Numfor; dan

d. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)Genyem .Jayapura yang berad..
d. Kabupaten Jayapura, PLTA Baliem yang berada eli Kabuparen
Jayawijaya, PI.TAMambcramo yang berada d. Kabupatcn Sarrni, dan
I'LTAUrumuka yang berada eli Kabupatcn Paruai.
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c_Pembangkit _

(3) Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan untuk melayaru
Kawasan Perbatasan, ka\\"85all teninggai dan terisolasi termasuk PPk.

berpenghum, dan Kampung Masyaraka; Adat sebagatmana dimaksud

pada oYaL(I) huruI b duakukan pada:
a. Pcmbnngkir Listrik Tennga Mim Hldro (PLTM) Sinngma dan PLTM

Wales. yang beruda di Kabuparen Jayauijaya, PLTM Kabbumi dan

PLTM Sanoba yang bernda di Kabupal~n Nabire, PLTMOrya dan
PI:r..1 Amai yang berada di Kabupaten Jayapura, serta PLTM

Mariarotu dan PLTM Tarui yang bcr.da di Kabupaten Kepulauan
Yapcn:

b. Pembangkit Listrik Tcnaga Mikro Hidro (PLTMlf) yang berada d.

Kabupaten Asmat, Kabupaten B13k Numfor, Kabupaten Boven

O'go<l, Kabupaten Detva, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan
Jay... Kabupaten -Jnvepura.Kabupaten Jayawijay.. Kabupaten
Kcercrn, Kabupaten Kepulauan Yapen termasuk Pulau ~tiossu.

Kabupalen Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Raya_ Kabupaten
Mamberamo Tenguh, Kabupaten Mappi. Kabupaten ~Ierauke
termasuk Pulau Kolepon. Kabupaten Munika, Kabupaten Nabtre,
Kabupatcn Nduga, Kabupaten Purnui, Kabupatcn Pegunungan
Bintang. Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Ja)·a. Kabupaten
SMmi termasuk Putau ~ Kabupaten SUpion tcrmasuk PuJau
Bcpondi dan Pulau Bras, Kabupaten Tolikara.. Kabupaten Waropen,

Kabupaten Yahulrimo, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Fakfak,

Knbupaten Kaimana, Kabupaten Mnnok\\'ari, Kabupaten Maybrat,

Knbupaten Raja Ampat lermasuk Pulau Wrugeo, Pulau Gab, Pulau

Satanta, PuJau Sala\4'ati. dan Pulau \115001_Kabupaten Sorong,

Kabupaten Sorong Setatan, Kabupaten Tambrauw. Kabupaten TeJuk
Biruuni, dan Kabupaten Teluk Wondamn.
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ParagraC 4 ...

Pasal 25

Strategi operasionalisasr perwujudan sistem janngan encr'gl nasional di Pulau
Papua secara lebih rinel tercantum dalam Lampiran lC ~1U\gmerupakan
bagian udak terpisahkan dan Peraruran Presidcn mi.

Pnsal24
(l] Strategi cperaaicnuhsass perwujudan jaringan transmist renaga bstnk

sebagaimana dtmaksud dalam Pasal 21 buruC c dtlakukan dengan
mengembangkan dan memebhara jaringan transmisi tenaga listrik untuk
melayani kawasan perkotaan nasional dan Kav.'asan Andalan.

(21 Pengembangan dan pemehharaan jaringan rransrms. tenaga listrik unruk
melayani kawasan perkotaan neslonal dan Kawasan Andalan
sebagaimanadimaksud padn ayat (1) melipufi-

a. Jaringan Trarl~ml~iTennga Listrik Sorong yang melayani PKN Sorong
dan KawasanAndnlanSarongdan Sckitamyn;

b. Jaringan Transmist 'Tenaga lislrik Ilaga-Stulia-Karubaga-wamena
Sumohai yang m('la)-ani PI\.,,\\f \\"amcna dan Ka,,,-asan AndaJan
Wamcnadan Sekitarnya;

c. Jaringan Tran~misi'renege LiSEn" Wamcna·ElelJm ~:angmclayaru
PKW Wamena dan Kawaaan ..'\ndalan Wamrnn don Sekitarnya; dan

d. Jaringan Transrnlsi Tenaga ListrikOrya-Genyem·Sentani-Jayapura
PLTUJayapurajHoltckamp-Skow yang melayam PKNJayapura dan
KawasanAndalan Mrunberamo-Lcreh (Jayapural dan Sekitarnya.

c. Pembangkit Li&lrik Tennga Angin (PlTBJ yang bc-rada dt PuJau Farri,
PuJau Bras. Pulau Bepondi PttJau Lila. dan Pulau I\olcpon'

d Pembanglot Listrik Tenaga Surva (PlTSI ~'an&bc-rada eli PuJau Fani,
Pulau Bras. Pulau Bepondr, Pulau Lila. dan Pulau I\okpon; dan

e. pembangkit Ii.tnk renaga angin-surya (hyb.,c/) yan!: berada di Pulau
Fani, Pulau Brns, Puleu Bepondi, Pulau Liki, dan Pulau Kolepon.
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Kawasan ...

PasaJ 27
(II Stratcgi opcrasionahsaer perwujudan Jd.CU1Ranterestrial sebagaimana

drrnaksud dalam P,asa I 26 huruf a dilakukan dengan mengembangkan
dan mcmngkatkan (ung.. jarmgan terestrral vang rnenghubungkan
untarpusat perkouusn nasional dan rnclayani Kawasan Andalan ..

III Pengernbangan dan pcningkatan flIngsi Jaringan terestrial yang
mcnghubungkan nntarpusat pcrkotaan nasional dan melayani Kawasan
Andatan sebagaimana drmaksud pada ayat II) mehpuu:
a, Jaringan Tercstrra! Papua Selatan yang menghubungkan P"''' Trrmk..

vang melayam Kawasan Andalan Trmika (TembagapuraJ dan
Seknarnya PKW Fakfak vang melayani 1W"~""n Andalan Fald.ak
CBomberru dan Sc:kllrlm.)"Ii). PK\V Wamena .yanR melavani Kawasan
AndaJan warnena don Sckuarnya, serta PI\WMuung, PI<,\VMerauke,
dan Pb.'W Bade yang melayani Kawasan Andalan Mcrauke dan
Sekltarnya:

b .Jaringan Terestrtal Papua Utara yang menghubungkan PK); Sorong
dan Ph'\'- I".Y(lmilTU ~-ang melayani Ka\\a34tl AndaJan Sorcng dan
Sckitarnya, PKW ~Ianok\"rnri yang rneleyam Kawasan Andalan
Bmtuni, PKW "abort: ~ang melayani Kawasan AndaJ.m :-Iabire dan
Selatarnya (Ar-dn Moswarcn, dan Legare), PKWBiak vang melayani

Pasal26
Strutcgi opernsionalisasi perwujudan sistcm jarmgan telekernumkasi nasional
,~ba~l'..mana dimaksud (Itllum Pasal 11 ayal IJ) huruf d terdiri atas strategi
opcrasionahsast perwujudan:
n jaringan terestriat: d..t.n
b. jaringan satelit.

Paragraf4

Sistem Jonngan Telekomumkasi r\asionaJ
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C. Stasum ...

Pasal28
(1) Stratcgi operasionahsast perwujudan jaringan satelit sebagairnana

dimaksud dalam Pasal 26 huruf b rneliputi:
a. mengembangkao jaringan satclit untuk melayani kawasan perkotaan

nasionaJ dan KawasanAndalan; dan
b. mengernbangkan jaringan satclit di Kawasan Perbatasan, kawasan

tertinggal, dan tcrisolasi rermasuk PPKT berpenghuni dan Kampung
Masyarakat Adat.

(2) Pengembangan jaringan satelit untuk melayarn kawasan perkotaan
uasional dan Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (11
huruf a dilakukan pada:
a jaringan saretu untuk melayani PKN Jayapura, PKW Arso, PKW

Sarrni. PK\V Biak, PK\V Nabirc, Pf..'WWamena, PKN Timika, PKW
Merauke. P"'W Muting, PKWBade, PK:IISorong, PKWAyarnaru, PK\V
Manokwari, PKWFakfak. dan PKSNTanah Mcrah:

b. jaringan satelu untuk mclayani Kawasan Andalan Fakfak (Borobcrai
dan Sekitarnya). Kawasan AndaJan Timika [Ternbagapura] dan
Sekitarnya, Kawasan Andafan Wamena dan Sekitarnya, Kawasan
Andalan Merauke dan Sckitarnya, Kawasan Andalan Binnmt,
Kawasan Andalan Sorong dan Sekitarnya., Kawasan AndaJan Biak.
Kawasan Andalan Nabire dan Seknarnya [Aran Moswaren, dan
Legare), dan Kawasan Andalan Mambcrarno-Lereh (Jayapura) dan
Sekitarnya. dan

Kawasan Andalan Biak, PKWSarmi, PKN.Jayapura, dan PKWArS<)
yang mclayani Kawasan Andalan Mambcramo-Lereh (Jayapural dan
Sekitarnya: dan

c. Jaringan Pelayanan Pengumpan ifeedelj di Putau-pulau Nusa
Tenggara-Matuku-Papua yang mcnghubungkao PKNTimika dan PKN
Sorong dengan Kepulauan Maluku dan Kepulauan NusaTenggara.
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Paw 31 •.

Pasal30

Strutegi operasionalisasi perwujudan sistem J.lnngan sumber daya air
sebngaimann dirnaksud daJnm PalJol 11 ayat (1, huruf e terdiri aios str8tegi

operasionalisasi perwujudan
a. sumber air; dan
b. prasarana sumber days air.

Paragraf 5

Sistcm .Jaringan Sumber Daya Air

Suutegi cperasionalisasi perwujudan sistem jaringan telekemumkasi oa~lonal

dl Pulau PI.'pua secara lebih rlnci tercanrum dalarn Lampiran 1.0 yang

merupakan bagian tidak lcrpisah.kan dan Peraruren Presaden iru

Pasal29

C. Stnsiun Bumi Sutelit Lingkungan dan CU8ca. Radar Profit AtmO$(CT.

Stastun Pengamat D1T.gantara. serta Stasiun Bumi Telemeui.

Tmck-mgand Control eli Knbupaten Biak Numfor.

(3) Pengembangan janngan satelll dr Kawasan Perbarasan, kawasan

iertinggal dan tensolasi termasuk I'PI..'Tberpenghuru, dan Kampung

Masyarukal Adat sebagaimana dtmaksud pada ayat r, hurur b dilakukan

di Pulau Misool, PuJau Salawati, Pu lau Satanta. Pulau We.isai. Pulau

Waigco, dan Pulau Fan. yang berada di Kabupaten Raja Ampat, Pulau

Bras dan Pul..u Bepondi yang bcrada di Kabupaten Supiort, Pulau Liki

yang berada di Kabupaten Sanru, d,ln Pulau KoJepon yang berada di

Kabupatcn Meruuke.
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b. CAT ...

Pa.al31
II) Strategi operasionaJisasi perwujudan sumber au- sehagalmana dimaksud

dalam Pasal 30 huru r a mehpuu.

3. mendayagunakan sumber air bc-rba$i.s \VS unmk mela~ctni kawaean

perkotaan nasional dan Kawas..in Andalan,
b. mengendalikan pemanfaatan ruang d kawasan imbuhan air tanah

pad. CAT; dan
c. mengendahkan cksploltasi au- tanah pada CAT yang ICUlknya

berbarasan dengan laut untuk rncnghindari terjadinya pcnurunan
muka tanah dan instrus: air laut,

j2) Pendayagunaan sumbcr air YAngberbasrs illS untuk mclayani kawasan
perkoraan naslona! dan Kawa!I8DAndaJan sebag.umana dimaksud pada
ayaljl) huruf a dilakukan pada:
a WS Lintas Ncgard yang mcliputi'

l. WS Mamberamo- Tarm-Apauvar (Papua-Papua Nugmi) yang
melayam PK;., Jayapura. Pk.'" Arso, Pk."V Sanru. dan PiI."\·
warnena serta Kawasan Andalan MamblC'ramo--Lereh lJa>'aputa)
dan Kawasan AndaJan \Vamcna dan Sekitarnya; dan

2 WS Einlonden Dlgul-Bikuma (Papua-Papua Nugmil yang melayani
Pk."\' ~l<rauke. PKW Muung. dan Pk."\ Bade serta Kawasan
Andalan Merauke dan Sekitarnya;

b. illS Lmtas Provins. mehpuri ws Omba (P"pua-P"pua Bdrat, rang
melaynni PKWF'akfak scrta KawasenAndalan F'aldak IBombenui dan
Seki ... rnya.

(3, Pengendahen pemanfuatan ruang di kawasan unbuhan air tanah pada

CAT sebagarmann dimaksud pada ayat (11hurufb melipuu:
a. CAT Timika-Merauke yang bcracla d. Kabupaten Meruuke Kabupaten

Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten

Mimika;
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d meningkatkan ..•

Paw 32

(l) Strategi opcraslcnaltsasi perwujudan praearana sum ber daya RlT

sebagaimana dimakeud dalam Pa",,130huruf b melipuu
u. membungun dan mcmettbara bendungan beserte waduknya untuk.

mernpertahankan daya tampung arr sehmgga berfungsi sebagai
pemasok air baku bagi kawusan perkotaan nasienal dan Kawasan
Andalan

b. mengcmbangkon dan memelihara bendung sebagai pemasok air

baku baKl KawasanAndalan.
c. mengembangkan dan memelthara embung untuk memenuhi

kebutuhan air baku pada kewasan pertanian; dan

(4) Pengendalian eksplonasi air tanah pad" CAT yang letaknya berbatasan

dengan taut Untuk menghindari terjadinya penurunan muka tanah dan
instrusi air laut sebagaimana dunaksud pada ayat (1) huruf c ddakukan
di;

a. CAT Timika-Merauke yang ber ..da dl Kabupaten Merauke, Kabupaten
Boven Dlgoel, Kabuparen Mappi, Kabupaten Asmal. dan Kabupaten
Munika:

b. <':ATJuyapura yang berada di Kota Ja)'apura dan Kabupaten Keerom:
dan

c. CAT Knirnana yang berada di Kabupaten Nabore dan Kabupaten
Kaimann.

b. CAT.Jnvapura yang berada dl KOlaJayapura dan Kebupaten Keerom:
c. CAT Agamanan yang berada di Kabupaten Nabire, Kabupaten

~lintika.dan Kabupaten Kaimana:dan
d. CAT Karmana yang berada di Kabupaten Nabire dan Kabup.1ten

Kalman"
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Pa",.] 33 ..'

d. meningkatkan rUngS1. mengembangkan. dan mcmelihara janngan

irigasi pad. daerab rrigasi (DT) untuk mendukung pengembangan
kawasan pertanian tanrunan pangan.

(2) Pembangunan dan pemehharaan bendungan beserta waduknya untuk
mempertabankan daya tampung air sehingga berlung .. sebagai peawsok
air baku bagi kawasan perkoraan nnstonal dan Kawasan Andalan
sebaguimana dimaksud pada ayat (I) huruf a dilakukan pada bendun,.....
beserta waduknya yang melayarn Kabupaten Sorong. Kebupaten Sorong
Selatan, Kabupalen Manokwart, Kabupaten Tcluk Binturn Kabupaten
Fakfak, Kabupaten Teluk Wondama, Kabup.uen Nablre, Kabupaten

Sarmi. Kabupaten Ja}-apura. dan Kota -Jayapura
(3) Pcngembangan dan pemehharaan bcndung sebagai pemasok air baku

bag) Kawasan Andnlan sebagaimana dlmakoud pada ayat (I buruf b
dilakuken di Bendung Wawan yang berada di Kabupaten Merauke.

(4) Pengembangan dan pemeliharaan embung unluk memenuhi kebutuhan
air baku pada kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (I)
huruf c dilakukan pada embung yang mclayani Kabupaten Paniai,

Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Supiori
15) Peningkatan fungsr, pengembangan. dan pemebharaan jarmgan iri[tllsi

pada 01 uruuk mendukung pengembangan kawaaan per-taruan tQ.n(Ul'lnn

pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) hUruf d dilakukan pada

jaringun irigasi di:
a. 01 Koya yang melavani PK..,(Jayapura dan !(awasaJ\ And~1an

Mamberamo-Lereh IJayapural dan Sekltamya;
b. 01 Kallbumi yang meleyam PI-'" Nabire dan Kawasan Andalan

Nabire dan Sekuarnyu (Aran Moswaren, dan lagare); dan

c, 01 \\'arion yang melayani Kawasan Andalan Bmtuni dan Sekitamy"-
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(2) Strategi ...

PM",135

(II Kawusanyang memberikan perhndungen terhadap kawasan bawahannya

scbogoimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a terdiri atas:
a. kewasan hutan hndung:

b. kawasan bergambut: dan
c. kawasan resapan air.

Paso.!34
Strategi eperaeionuliaasi perwejudan kawasan hndung n".ianai eebagaimena

dimaksud daJam Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri atas strategi operasional .... ,i

perwujudan:
a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan

bawaharmya,
b. kawasan perhndungan sctempat:
c. kawasan suaka alam, pelesrarian alam, dan eagar bud aya;

d. kawaean rawan bene-ana alam:

e. kawaaan tindung geologl, dun
(. kawaaan lindung lainny .•.

Parugraf I
K(l~-a.sanLindung Naslonal

Bagran Keuga
Strotegi Operusionahsasi Perwujudan Pola Ruang

Po.oJ 33

Strategi operasionahsasr perwujudan sistem janngan sumber daya air di Pula.u
Papua secara Jebih rmci tereanrum dalam L.ampiran 1 E )'ilng mc:rupakan
bagian tidak tcrpisahkan dari Peratu ran Presiden ini.
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(6) Peningkatan ...

Kabupaten Raja Atnpat, Katrupaten Sarma, Kabupaten Sorcng. Kabupaten

Sorang Setaten, Kabepaten Tcluk Bintunt Kabupaten Teluk Wondama,
Kabupaten Waropen, dan Kabupaten Yahukimo.

.Jayapura. Kabupatcn Kaimnna, Kabupaten Keercm. KOla

Kabupatcn Manokwnri, Kabupatcn Manokwari Seidl.,..
PI _~nun., ~1 ,·\rfak Kabupaten '-1J.mtka. Kabupaten Nabrre,

Nduga, Kabupaten Panlaj, Kabupaten Pegunungan Bintang.

Kabupaten
.Jayapura,
Kabupaten
Kabupaten

(2J Strategi cpcraslonnjlaasl perwujudan kawasan hUlM lindung
sebagaimana dimaksud dalam PMsaI34 huruf a mebpuu:

a. mernpcrtahankan don menmgkatkan rungsi ckologis kawasan hutan
lindung dcngan mernperhaukan keberadaan Kampung Mnsyarakat
Adat;

b. meningkatkan pengelolaan kawasan hutan lindung melalui
mekamsme jasa hngkungan: dan

c. mengcndalikan kegiatan pemanfaatan ruang ~"aIlg berpotensi
mcngganggu fungs. kawasan hUUUl undung.

(3) Strategi operusionalisasi perwujudan kawasan bergambut sebagaimana
dunaksud pada ayat (I) huruf b dilakukan den....., mempertahankan

IU9$an dan mctestartkun kawasnn bergambut untuk merehabilitasi .si$tcm
tara air alanu dnn ekostsrern.

(4) SITategi opcrtlSlonalisaSl perwujudaa kawasan resapan air sebagarmana
dimaksud padu ayat (11huruf c mehputi:
a mempertahankan dan merehabihtasi kawasan resapan air untule

menjagu kualitas dan kuanuras sumber air; dan

b. mengendnlikan kegiatan pernanfaatan ruang di kawasan resapan air.
(5) Pemertahanan dan peningkatan rungs; ekologlS hutan lindung dengan

mempcrhaukan Kampung Masyarakat Adat sebagaimana dimnksud pada

ayat (2) burur a dilakukan pada kawasanhutan tindung yang berada di
Kabupaten A,mat. Kabupaten Boven Digoel. Kabupaten Fakfak.

- 56 -

Io-..l[ O£!'>4
A[P ...."1l.. ""D~"'l£_ A



(81Pemertahanan

(6) Peningkatan pcngelolaan kawasan hutan lindung merulut mekamsme jasa

Iingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 121huruf b diLalrukan pada
kawasan hutan lindung di Kabupaten Asmat, Kabupaten Beven Oigoel,

Kabupatcn Fakfak, Kabupaten Jayapum, Kabupaten Kaimana. Kabuparen
Keerom, Kota -Jayapura, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwsri
Sclac..m. Kabup.uen Pt'gllnulll, n 4JVG1' Kabupaten ~1lmika Kabupaten

Nabtre. Kabupaten Nduga, Kabupaten Pamar, Kabupaten Pegunungan
i'linlang, Kabupntcn Raja Ampat, Kabupaten Sanni, Kabupaten Sorong,
Kabupeten Sorong Selatan, Kabupaten Tcluk Binrum, Kabupaten Tcluk
Wondama, Kabupaten Waropen, dan Kabupaten Yahulumo.

(71 Pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang yang berpctensi mengganggu
Iungsi knwasan hutan lindung sebagaimana dirnaksud pada aya; (2) huruf

e diJakukan pada kawasan hutan bndung di Kabupaten Raja Ampat.
Kabupatcn Sarong, Kala Sorong, Kabupaten Sarong Selatan, Kabupaten
Tambruuw, Kabupalen Maybrat, Kabupaten Teluk Btnruru. Kabupatt'n
Manokw"ri, Kabupaten Manokwan Selatan, Kabupaten Pegunungan
Arfak, Kabupaten Fakfak. Kabupaten Kaimana. Kabupatcn Tcluk
\Vondama, Kabupaten Nablre. Kabupaten Dogiyai. Kabupaten Panaro,
Kabupaten Deiyai, Kabupaten Intan Jaya. Kabupaten Watopen.
Kabupaten Kepulauan Yapen. Kabupaten Biak NUmiOT. Kabupeten

Supiori, Kabupaten Mamberamo Rava, Kabupaten Sarmi. Kabupaten
Puncak. Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Tohkara. Kabupaten LannI
,Ja)'a. Kabupaten Ndugu. Kabupaten Jnya\\'ijayo. Kabupaten ~1ambernmo

Tengah, Kabupaten Yahukuno, Kabupaten Yahmo. Kabupaten Jayapura
Kota .Joyapura. Kabupaten Keerorn, Kabupnten Pegunungan Bintang.

Kabuparen Boven Olgoel. Kabupaten l.Iimika, Kabupaten ASnldt.
Kabupaten Mapp•. dan Kabupaten Mernuke.
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b.OAS

18) Pernertahanan luasan dan melestarikan kawasan bergambut untuk
merchabtlitasi "lstern l;.\ta air aJami dan ekcecstem sebegalmana dimaksud
pada ayat (3) d.lakukan pada kawasan bergambut d. Kabupaten Screng.
Kabupaten Sorong S('latan, Kabupaten Teluk Binturn. Kabupaten

K<I!mana. Kabupaten Teluk Wondams. Kabupaten NabiT<: Kabupaten
Mimika, Kabupater, Pamai, Kabupaten Waropen, Kabupaten Mamberamo
Raya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Tolikara,
Kabupaten Mambenuno Tengah Kabupaten Sarmi. Kabupaten JayapurR.
Kabupaten Keerom. K"lbupaten Asmat. Kabupaten Mappi, Kabupaten
Boven Digoet, dan Kabuputcn ~1er~,uke.

('I) Pemertahenaa dan rehabilitas. kewasan resapan lUI' untuk menjdgll
kualitas dan kuanntas sumber air sebagaimana climaksud pada ayat 14.
huruf a dilakukan pada kawasan reeapanrur di:
a. DASMamberamo. DASGe.... D.-\SBigabu, DAS Sobger DASTariku ,

DAS Nawn, DAS Tantaru, DASVan Dalen. DASTami, DAS Apauvnr,
DAS verkume, OAS Tor OAS Bin OAS WU'U. OAS Sermo. OAS
Grime. dan OASSentani pada WS Mamberamo-Tami-Apauvar;

b. DAS Einlnnden, DAS Digul. D/\S Maro, OAS Kurnbe, DAS Bulaka.
DAS Bi<ln DAS Dolak. DAS Digul, dan OAS Cem..r.. pada \\'S
Emlandcn-Diguj-Brkuma: dan

c. DAS Ombn, DAS Lengguru, DAS Madefa, DAS Bed.dr, dan DAS
Bomber", pada \\'S Omba.

(IOJPengendalian kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan resapan alT
sebugairnanadiscbut pada ayat (4) buruf b d.!laIrukanpada kawasan
resapan air dr:
a. OASMamberamo, DAS Gesa, DAS B.gabu, DAS Sobger. OASTariku,

DAS Nawo. OAS Taritaru, OA$ Van Dalen. DAS Tami. DASApau\'ar,
DAS Verkume, DAS Tor OAS Birr. D.-\S Wiru. D."S Sermo, DAS
Orime, dan DAS Seruani pads \VS Mambcramo· Tanu-Apauvar;
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Kabupaten ...

u sempndanpantru:

b. scmpadan sunga,i; dan

c. kawasan sekitar danae
(2) Strategi cperasionalisasi perwujudan kawasan perhndungan setempat

sebagaimanadimaksud padaayar (I) mehpull
Q. mernpertahankan dan mcrehabilitasi sempadan pantai, sempadan

~llOgaJ,dan kawasan seknar danau
b. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang pado sempaden pantai,

sempadan sungai, dan kewasan selotar danau yang berpotenei

mengganggu ddll/atau mcrusak Iungsi kawasan perlindungan

setempat: dan
c. mengembangkan st:r\lktur :muru dan suuktur bU4tan dl 5<'1llpaddll:

pantai. sempadan sungai. dan kawasan sekuar daneu untuk
mcncegah abrasi dan erosi serta mengendalikan da)"a rus..k arr.

(31 Pernertahanan dan rehabilitasi sempadan pantai, sempadan sungai. dan
knwasan sekitar danau sebagaimana dimaksud pada ayat 121hUM a

dilakukan di,

a. sempadan pantai di sepanjang pantm Utara dan S.IAIM Pulau
Papua yang meliputi Kola Jayapura. Kabupaten Jayapura.
Kabupaten Sertni Kabupaten Warcpen. Kabupatcn xabrre.

Pasal36

(II Kuwasan perlindungan setempar sebagrumana dimaksud dalam Pasal 34
hurur b terdiri alas

b. DAS Emlanden. DAS Dlgul D.>.S~Iaro.DAS Kumbe, D.~SBuJaka.
DAS Bian, DAS Dolak, DAS Digul, dan DAS Cemara pada \\'S
Einlanden-Digul-Bikuma; dan

c. DAS Omba, DAS kngguru. DAS \ladera. OAS Bedidi. dan DAS
Bomberai pada WS Omba.
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8_ sernpadan ...

Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Manokwan. Kota Sorong.
Kabupaten Sorong. Kabupaten Soron& Selatan, Kabupalen
Tambrauw, Kabupaten Teluk Bmtum, Kabupaten FakI.k. Kabupaten
Kaimnna. Kabupaten Mimika, Kabupaten Asmat, Kabuparen Mappt,
dan Kubupaten ~1crauke;

b. sempadan sungai di:
I, WS Lintas Negara yang mehpun:

a) \VS Mamberamo-Tami-Apauvar yang terdiri atas Sungaj

Mamberamo. Sungol. OeM. Sun!;oll B.gabu, Sungai Sobger,
Sungai Tariku. Sunt;tal xawa. Sungai Taritaru. Sungai van
Dalen. Sungai Tamt, Sungai Apauvar, Sungai Verkume.
Sungai Tor, Sungru B.n. Sungai Wiru, Sungai Sermo,
Sungai Onme dan Sunga! Seraaru, dan

bt WS Emlanden-Drgul B.kuma yang terdm alas Sungai
Einlandcn, Sungai Drgul, Sungn. Maro, Sungai Kumbe.
Sungai Butaka, $unjpli Bian, Sungru Dolak. dan Sane ....

Cemara.
2. WS Lintas Provinsi acWo.h WS Omba yang melipull Sung",

Omba, Sungai Lengguru. Sungai Madera. Sung;u Bedtdi, dan
Sungai Bomberai;

c kawaaan sekrtar dnnnu mchpc n Danau g.'lll ..uti )·atng berada dl

Kabupaten Jayapllra. Danau Bian yang berada dl Kabupaten

~Ierauke, Danau Paruai yang berada d. Kabupaten Paniai. .s.n
Danau Rembabruyang berada d. Kabupaten Sanni.

(4) Pengendalurn kegiatan pernanfaaurn ruang pada sempadan pantar,
eempadan eungai. dan kav..·asan sekitar danau yang berpotensi
mengganggu dan/atau m(."rusak lungs} kewasen perhndungan setempat

sebegaamana dimaksud pada ayat 12)hUn.lf b dtlakukan di:
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(51Pengembangan ...

a. sempadan pantai di sepanjang pantai Utata dan Selatan Pulau
Papua yang melipuu Kola Jayapura, Kabupaten Jayapura,
Kabupaten Sarmi, Kabupaten Waropen Kabupaten Nabrre,
Kebupaten Teluk Wondama, Kabupaten Manokwari, Kota Sarong,
Kabupaten Sorong, Kabupaten Soro.,. Selatan, Kabepaten

'rambrauw, KabupatcnTcluk Binturu, Kabupaten Fakfak, Kabuporcn
Karman.., Kabupaten Munika, Kabupaten Asmat, Kabupaten ~I..ppi,
dan Kabupaten Merauke;

b. sempadan $ungal di:
I. WSLimas Negararang melipuu

a) \\'5 Mam~ramo-Tamt·Apwuvar ~1lIlglerdiri alas Slingai

Mamberamo, Sungm Gesa, Sungar Bigabu, Sungai Sobger,
Sungai Tanku Sungai Na""8. Sungai Taritaru. Sunga: \'an

Dalen, Sungai Tarm, Sungai Apauvar. Sungai Verkume,
Sungai Tor Sungal Bin Sun!1;aJWlIU, SUDRa; Serrao,
Sungo..i Grime. dan Sungai Sentani: dan

bl WS EonJanden-Dlgul-Bikuma yang ,erdln alas Sungai
Einlanden, Sungai Digul, Sungar Mara, Sungai Kumbe,
Sungai Bulaka, Sungai Boan, Sungai Dolak. dan Sunga;
Cemara:

2. WS Lintas Pro,ms, adaJab WS Omba yanl melipull Sungai
Qmba, Sungai Lt-ngguru, Sungai Madefa, Sungai Bedidi. dan
Sungai Bomberai

c. kawasan sekitur danau mellpun Danau Sentaru yang berada di
Kebupaten dayapura. Danau Bi<ul ran, berada di Kabupaten
Merauke, Dannu PMlru yttnR beruda di Kabupatcn Paniai, dan

Danau Rembabai yan~ berada di Kabupaten Samn.
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c. kawasan ...

(51 Pengcmbangan struk!ur alnmi dan .truktur buatan d, sempadan palluu,
sempadan sungar, dan kawasan seknar danau untuk rncncegah abrusi
dan erosi serta mengendalikan da)d rusak air sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf c dilakukan di-
Q. sempnden paruai ell sepanJang panuu Utara dan Selatan Pulau

Papua yang mcbpuu Rota Jayapura. Kabuparcn Jayapura,

Kabupaten Sormi, Kabupaten \Varopen, Kabupaten Nabire,

Kabupaten Teluk Wondama, Kabupatcn Manok"'''ri, Ko", Sorcng.

Kabupaten Scrcng. Kabupaten Sarong Selatan, Kabup"'.n
Tambrauw, K..bupaten Teln!<Bintum, Kabupatcn Fakfak, Kabupaten

Kaimana, Kabupalen Mimike, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi.
dan Knbupaten Merauke:

b. sempadansungai dj:

I, WSLintas Negara vangmeliputi;

.) WS Mamber.uno- Tamr-Apauvar IPapua-Papua :>o;uguulyang
mehpun Sung ..u Mambcramo, Sungal Gesa, Sungai Bigabu,

Sungai Sobllcr SunK'" Tanku, SunK'll :sa....a, SunK'll
Tamctu, Sungni Van Dalen. Sungai Tnrni, SunfC,niApauvar,
Sungai Verkume, Sungai Tor Sungar Biri. Sungai \\'U'U.

Sung'" Sermo, Sungru Grime. dan Sunga, Sentam; dan
b) WS Einlanden-Digul-Bikuma (Papua-Papua Nugini) yang

mehputi Sun'l'" Emlnnden, Sungai OlgW, Sung., Mara,
Sungai Kumbe, Sunga Bulaka, Sungar Bian, Sungai Oola.k,
dan Sungaa Ccmara;

2_ WS Linla' Provinsi vang berada di \\is Omba (papua-Papua

Bnral yang mchputi Sungai Omba, Sung;:u Lengguru, Sungai

Madefa, Sung;:u Bedim, ddJ>Sung", Bomberai;
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d. mempertehankan .•

a. sueka margasarwa. suaka margasatwa taut, suaka alam perasrun,
dan suuka alam laut:

b. eagar alam dan eagar a1amlaut
c. kawasan pantai berhutan bakau:
d taman nasionul dan taman nasional laut;
e. taman wisata alam, taman wisara alarn taut, dan taman \\i~ta

peralran: dan
I. kawaean eagar budeya dan ilmu pengetahuan.

(2, SIrntegi npcrasionuhsasi perwujudnn kawasan suaka alamo pelestarian

alam, dan eagar budaya sebagaimana dtmaksud pada ayat (II melipun.

a. mempertahankan dan merehabthtasi rungsi ekologis kawasan suaka

margasatwa, suaka margasatwa taut, suaka aJam persaran. suaka

alam taut, Ut~.:tr aram, eagar alam L.tut, taman nas.ional. taman
nasional laut, taman wisata atam, dan taman wisata alam taUt

dcngan memperhatikan keberadaan Kampung Ma.yamkat Adat;
b. mengembangkun nilar ekonomi dati jasa lingkungan pada kawasan

eagar alam, suaka margasatwa. taman nasional. dan taman ""i.sd.la

alam
c. merchnbilirasi dan memantapkanfungsi c"1ftar alam, taman

nasionat. dan taman nasienal laut )-'ang terdegradasi;

PasaJ 37

(II Kowasan suaka "lam, pelestarian ularn dan eagar budaya sebegaimena
dimaksud daJam Paw 34 hunoCe terdm ata-,

c. kawasae sciatar danou mebputi Dan..u Sentdni yang berada d.i

KabupatenJnyapura, Danau Sian yang bcrada dl Kabupaten
Merauke, Danau Paniat yang berada d,i Kabupaten PaniaJ. dan
Danau Rembabai yana berada di Kabupaten Sarmi.
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3.Suaka

d. rnempertahankan dan rnerehabilitasi kawasan pantai berhutnn
bakau unruk perlindungan pantai dan abrasi d'm tsu.nAJm serta

kelestarian biota lout;
e. mcngelola bersama kawasan konservasr di Kawasan Perbat..a..s.an

yang memililo keanekaragaman hayau bernilai t.nggi serta

pemanfaatan sumber day" aJam yang memperhatikan kelestarian

hngkungan dan eke .. stem.
r mcningkatkan pengelojaan dan mercvhalisasi kawasen eagar

budaya dan ilmu pcngetahuan: ddn
g. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi

mengganggu fungs! kawasan suaka aJam taut, suaka a.hun perairan,
eagar alamo eagar aJam laut, suaka margasatwa, suaka rnargasatwa

laut, taman wisata atam. taman wrsata aiam laut dan taman wisata

perarran.
(3) Pemertahanan dan r.habUita.i fung.i ekolcgia suuka alam peeairan.

suaka alam laut, kawasan suOlka m.argasat'A-a, suaka marga.lallA'3. taUt...

eagar alam, eagar alam taut, taman nasional, taman nasional laur. taman
wisata alamo dan taman wrsata alam laur dengan memperhaukan

keberadaan Karnpung Maayarakat Ada; dengan memperhaukan

keberudaan Kampung Masyarnkat Adal sebagaanana dimaksud pada

avat121huruf" dilaku knneli'
a, auuka alam perairan dan suaka alam iaut yang meliputt

1 Suaka Alam Penman Kcpulauan Raja Ampat dan Laut d!

Sekitornya yang berede di wilayah perairan Kabupalen Raja

Ampal;
2. Suaka Alam Perairan Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan

Laut di Seknarnya )'ang: berada di ""'1layah pe:rairan Kabupaten
Raja Ampat: d..m
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2. Cagar •

3. Suakn Alam Lam Kaimana yang berada d, wilayah perasran
Kabcpaten Ksumana

b. suaka margasarwa dan suaka margasatwa laue )'ang melipuu:
1. Suaka Margasatwa Pulau Dolok yang berada di Kabuparen

~Ierauke;
2. Suaka Margasarwa Jayawijaya yang berada di Kabupaten

Pegunungan Bintang. Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten
.Jayawijaya;

3. Suaka MargasatwaMamberamoFojayang berada d, Kabupaten
Keercm, Kabupaten Pegunungan Bmtang, Kabupaten Puncak
-Jaya, Kabuparen Tolikara, Kabupaten Yahukimo. Kabupaten
Jayapura. Kabupaten Samu. Kabupaten Wnropen. Kabupaten
Ja)"a\\'ljaya, dan Kabupaten Paniai;

4 Suaka Marga...atwa Danau Bian yang bcrada <Ii Kabuparen
Beven Digocl dan Kabupaten ~1erauk(~

;; Suakn Marga.3<wa Anggromeos yang berada d. Kabupaten
Teluk Wondama;

6. Suaka Margasalwa Komolon yang bernde di Kabupaten
~ferauke;

7. Suaka Margasatwa Tanjung Mubran.-S.dei·Wibain 1-11yang
berada di Kabupatcn Manokwari;

8. Suaka Margasarwa Laut Pulau Venu yang berada dl ~ila)·Q.h

peratran Kabupaten Kaimana: dan
9. Sunk.. Marga"",,,"a Laut Pulau Sabuda dan PuJau Tataruga

yang berada di wifuyah perairan Kabupmen Fakfak den
Kabupaten Sorong Selatan:

c. eagar alam dan eagar alam laut yang melipuri:
I. Cagar Alam Cycloops yang berada di Kabupaten J"yapura dan

KotaJa~'apura;
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16. Cagar ...

2. Cagar Alam Enarotall yang berada di Kabupat." PruUai dan
Kabupatcn Nw.bire;

3. eagar Alam Bupul/Kumb. vang berada di Kabupaten Merauke;
4. Cagar Alam Pulau Wai&coBarat yang berada di Kabuparen Raja

Ampat:

5. Cagor Alam Pulau Batanta Bara; yang berada di Kabupalen
Raja Ampat;

6. C"ltar Alam Pegunungan Arlak yang berada dJ Kabupaten
Manokwan dan Kabupaten Pegunungan Arfak;

7 Cagar Alam Pulau Sal..wari Utara yang berada d. Kabupaten
Raja Ampat dan Kabupaten Sorong;

8. Cagar Alam Tamrau Selatan yang berada d. Kabupaten
Manokwari, Kabupalen Sarong Selatan Kabupaten Teluk
Bintuni dan Kobupaten Pegunungan Arfak,

9. Cagnr Alam Pegunungnn Yapen Tengah yang berada d.

K.lbupaten Kepulauan \'apen;
10. Casar Alam Pulau Supiori yang berada di Knbupaten Supion.
II. Cagar Alam Pegunungan Wondibov yang berada di Kabupaten

Teluk Wondama dan Kabupaten :'iabire;
12. Cagur Alar" Pulau Wrugeo Titnur yang berada dr Kabupaten

Raja Ampat.
13. eagar Alam Pulau M.. ool yang berada d. Kabupaten Raja

Ampat:

14. Cagar Alam Putau KofJau yanlt berada d. Kabupaten Raja
AmPUL;

15. Cagar Alam Teluk Smtuni yang berada d. Kabupaten Teluk
Bmumi:
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a sueka

16. Cagar Alam Pcgunungan ~'ak{nk yang bcrada d. Kabupaten

Fakfak:
17. Cegar Alam Pegunungan Kumawa vang berada d. Kabupaten

Fakfak dan Kobupaten Kaimana.

18. Cagar Alam Tamrau U=a ~-ang berada di Kabupaten

Manokwan dan Kabupaten Tambrauw;

19. Cagar Alam Wagura Kote yang berada eli Kabupaten Kairnana

dan Kabupaten Teluk Binrum:

20. Cagar Alam Pegunungan Wayland yang berada ct. Kabupaten

Nabire: dan

21. eagar Atam Laul Pantai Sausapor yang berada di \\ilayah

pcrruran Kabupaten Sorong;

d. taman wisata alam, iaman wisata alam Iaut, dan taman WlsaU
perairan yang mehputi:

l Taman Wisatil Alrun Beria; )'an, berade di Kebuparen Sorong
Sclatan:

2. Taman wisata Alam Klamcnc yang berada d. Kabupaten

Sorong;
3. Taman Wisata Alam Tcluk Youtefa yang berada d. wilayah

perairan Kotll -Jayapura:
4. T..un ...n \Viuw Alam LaUl OlStnk i\bun Sorong yan.:, berada di

wilayah perairan Kota Sorong; dan
5, Taman \Visata Perairan Kepulauan Padaido dan Laut di

Sekucrnya yang berada di wtlayah perairan Kabupaten BUlk

Numfor.

(4) Pcngembangan nilai ekonomi dan jesa lingkungan pada kawasan suaka

margasatwa, eagar alum taman nasionnl, dan taman \\l'3ta aIam
sebugaimana dimaksud pada ayal (21huruf b dilakukan di;

PRE-;ID~
Rt: '!..JBLIK NDONE"StA



6 Cagar

a. sunka margasarwa yang rnelipuu.
I. Suaka Margasatwa Pulau Dolok yang berada di Kabupaten

Merauke;
2. Suako Margasatwa Jayaw\iaya yanlt berada di Kabupaten

Pegunungan Bmtang Kobupaten Yahukuno. dan Kebepaten
Jayawtjaya;

3. Suaka Marg"""twa Mamberamo rOJa )'ang berada dl Kabupaten
Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Puneak

Jayu Kabupaten Tohkara, Kabupaten Yahukuno. Kabupaten
Jayapura, ""bupaten Sarmi, Kabupaten warepen. Kabupaten
.Jayuwljaya, dan Kabupaten Paniai;

4 Suaka ~f~"satwa Danau Bran yang bernda di Kabupaten
Boven Digoel dan Kabupaten ~feraukt;

5. Suaka Marga"".".,. Anggrcmeos yang berada di Kabupaten
TcJukWondama;

6 Suaka MarKasatwa Komolon yang berada di Kabupaten
~terauke;dan

7. Suaka Margasatwa TanjtlllK Mubrnni-Sidee-wibain 1-0 yang
berada di Kabupaten Manokwan:

b. eagar aJam yang mcliputi:
I. Cagar Alam Cvcloops yang berada dl Kabupaten Jayapura dan

KOta Javapura;
2. Cagar Alam Enarotali yang berada di Kabupaten Paniai dan

Kabupaten Nabire;
3. Cagar AlamBupul/ Kumbeyang beruda di Kabupaien Meraukc:
4. Cagar Alam Pulau WaigeoSarat yang berada dl Kabupaten Raja

Ampat:
5. Cagar Alam Putau Satanta Barat yang berada di Kabupatcn

Raja Ampat.
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21.Cagar ..•

o. Cagnr AIam Pegunungan Anak yang berada dr Kabupatm
Manokwari dan Kabup..ten Pegunungan Arfa!<;

1 eagar Alam Pulau Salawati Ut(lrn yang bcrada di Kabupatcn
Raja Ampat don Kabupaten Sorang;

8. Cagar A1am Tamrau Selatan vang berada dJ Kabupaten
Manokwari, Kabupaten Sorong Selatan. Kabupaten Tcluk
Binruni dan Kabupatcn Pegun\1J]r.an Malt;

9. Cagar A1am Pegunungan Yapcn Tengah yang bereda d.
Kabupmen Kepulauan Yapen:

10. Cagar A1amPul"u Supiori yang berada di Kabupaten Supiori;
II Cagar A1amPcgunungan Wondsbcy yang berada d. Kabupaten

Teluk Wondamo dan Kabupaten Nabirc;
12 Cagar A1am Pulau Walgeo Timur yang bereda dJ Kabupaten

R".IaAmpat:
13. Cagor Alam Pulau M.sool yang berada di Kabupaten RllJa

Ampal;
14. Cag", AIam Pulau Kofiau yang berada d. Kabuparen Raja

Ampul:
15. Cagur AIam Teluk Bintuni yan, berada d. Kabupaten Teluk

Bmtuni:
16. eagar A1am Pegunungan FakJak yang berada di Kabupa,.n

.aklak:
17. Cagar A1am Pegunungun Kurnaw-a yang berada dJ Kabupaten

Fakfok dan Kabupaten Keimana:
18. Cagar AIam Tamrau Utara yang bernda d. Kabupaten

Manonan danKabupaten Tambrauw;
19. Cagar Alam Wogura Kote yang berada d. Kabupaten Kaimana

dan Kabupaten Tcluk Bintuni:
20. Cagar AIam Pegunungan Wayland yang berada di Kabupaten

Nablre; dan
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pant";

21. oagar Alam Btak Utara ynng berada di Kabuparen Bial<Numfor

dan Kabupaten Strpiori,

c. taman nastcnal yang mclipuu:
I. Taman Nassonal Lorentz yang berada di Kabupatcn Jayawijaya.

Kabuparen Nduga, Kabupaten Yehukimo. Kabupaten Puncak
-Jaya, Kabupaten Asrnat, Kabupaten Mimika, Kabupatcn

Tollkara. dan Kabupaten Paniai: dan

2, Tamnn Nasionru wasur yang berada di Kabupaten ~lerauke;
d. taman wisata alarn yang melipuu:

I. Taman Wisata Alam Beriat yang berada dl Kabupaten Soron~
Selatan; dan

2. Taman Wisata Alam Klamono yang berada di Kabupaten

Sorong.

(5, Rehabtlirasi dan pemontapan [unRsi eagar alam, taman nasional. dan

taman nasionul taut yang terdegradasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)hurue c dlIakukan pdda:
a. Cagar Alam Bial<Uwra yang berada dl Kabupaten Biak liurnfor dan

Kabupaten Supiori:
b. Taman Sasional Lorentz )"ang berada di Kabupatcn Ja)·awija)' ,

Kabupatcn Ndugn. Kabupatcn Yahujomo. Kabupaten Puneak Jay .
Kabupetcn Asmat, Kabupaten 1011mlka,Kabupaten Tollkara. dan

Kabupatcn Paniai, d311 Taman Nasional wasur yang berada dl

Kabupaten Merauke: dan

e. Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasih yang berada di ..ilaJ.ah

perairan Kabupatcn Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama, dan

Kabupaten Nabire.

(6) Pemerrabenen dan rcbabilitasl k."\\\"asaJ] pantai berhutan bakau untuk
perbndungan pantai dari abrasi dan tsunami serta kelestanan biota laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan pada kawasan
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c. Cagar

pantai bcrhuton bakau dl Kabupaten Merauke, Kabupatcn JIIappi,
Kabupaten Asmat. Kabupaten Mimika Kahupatcn Kairnana. Kabupaten
Fakfak. Kabuparen Teluk Bintuni, Kabupaten Sercng. Kabupaten Sorong
Selatan, Kabupaten Raja Arnpat, Kabupaien MMok'<>'3ri Selatan,
Kabupaten Supiori, Kabupaten Yapen. Kabupeten Sob",., Kabupaten
Waropen, Kabupaten M~mberamo Rayu, dan Kabupaten Sarm r,

(7) Pengelolaan bersama kawasan konservasi d. Kawasan Perbat rsan yang
merruhjd keanekaragaman hayau bermlai unggi, serte pcmanfeatan
sumber daya alam yang rnemperhaukan ketestanan lingkungan dan
ekosistem sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf e drlakukan dJ

Taman Nastonnl Wasur di Kabupaten Merauke.
(8) PeningkaLan Iungsi pengelolaan dan m~ulllsaSl kawasan eagar

budaya dan ilmu pengeiahuan sebagairnana dimaksud pada ayat (2)
huruf f dilakukan <Ii Kawasan Danau Sentaru, Kampuog M_-aralcal
Adat Suku Asmat, Kawasan Lembah Babem. dan Kampung M.$~-arakal
Adat Suku Dam,

(9) Pengcndalian kegiatan pemanfaetan ruang yang berpctensi mcngganggu
fungsi kawasan suaka nlam perairan, t.uaka alum laut, eagar .uem, eagar
alam laut, suaka margaseiwa. suaka margasatwa laut, taman wi~'\ta

alam, taman wisata alam taut, dan taman 'U;S8la perairan sebagaimena

dimaksud pad" nyat (21huruf g dilakukiln pada kawasan di seknar-
u Suaka Alam Laut Kannan«. Suaka A1am Perairan Keputauan RAja

Arnpa dan taut di Sekrtarnva,dan Suaka AlarnPc>rairanl(epuJauan
WalgeoSebelah Barat dan Laur d. Seknarnya:

b. Suaka Margasatwa Pulau Dolok, Suako Margasatwa JayawlJaya,
Suaka Margasalwa Mamberamo Foja. Suaka Margasatwa Dannu
alan, Suaka Margasatwa Anggromeos, Suaka Jo..1argasat\\·. Komolon,
Suoka Morgasatwn Tan/ling Mubranj·Sidei-W.bain '·11. Suaka
Margasatwa Pulau Vcnu. d,lO Suaka \larg~""twa Laut Pulau Sabuda
dan Pulau 'retaruga,
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b. mengendalikan ..

(2) Strutegi operuslcnalisaai perwujudan kawasan rawan bencana alam
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) mebputi:

a, rnenetapkun zona rawan bencana alam beserta ketenruan mengenai

standar bangunan gedung serta prasarane dan sarana }'ang SC:$uai

dcngan karnterisuk, [ems, dan ancaman bencana:

c. kawasan rawan banjir.

Q. kawasan rawan tannh longsor;

b. kawesan rawan gclombang pasang; dan

Pasal 38

(I) Kawasan rawan bencana alam sebagannanu dimaksud dalam PasaI 34
huruf d terdm atas:

c. Cagar Alam Cycloops, Cagar Atarn Enaretali, Cugar Alam
BupuJ/Kumbe, caear Alam Pulau WalgeoBanll CagarAIam Pulau
Satanta Barat, Cagar Alam Pegunungan Arfak. Cagar Alam Pulau
SalawaLi Otara, Cagar Alam Tamrsu Selal8D. Cagar AJam
Pegunungan Yapcn Tengah, Cagar AJam Pulau Supicri. Cagar AJam
Pegunungan Wondiboy, Cager AIam Pulau Waigeo Timur, Cagar
Atam Pulau Misool, Ca,gar "lam Pulau Kofiau Cagar Alam TeJuk
Binruru. CagarA1am Pegunungan Fakfak, CagarAlarn Pegunungan
Kumawa, eagar t\lam Tamruu Utaru, eagar AJam Wagura Kote,

Cagar Alnrn Pegunungan Wayland dan Cagar AJam LaUI PanUli

Sausapor; dan

d. Taman Wisara Alarn Serial, Taman W.sata Alam Kiamono, Taman

W;sata A1amTeluk Youlcfa. Taman W,sata Alam Laut Otstnk Abun
Sarong, dan Taman Wisata Perairan Kepulauan Pndaido dan Laut di

Sckitarnya.
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(4) Pengendaban .

Keerom, Kabupaten i\C"pulauan Yapen, Kabupaten Ja}'awija.ya.
Kabupaten N"lbire. Kabupaten Teluk \Vondama. Kabupaten Asmat.
Kabupaten Mappi. dan Kabupaten Merauke.

Kabupaten
Kabupaten

di KOla -Jayapura,

Kabupaten ToW<ara
C. kawasan rawan bencnna banjir

dayapura, Kabupaten Yahukimo

Kabupaten Manokwan. Kabupaten Sorong, Kabupaten KepuJauan
Yapcn, dan Kabupaten Ruja Ampet:

b. ka\\'aS3l\ rawan Relombane. pasang dl KRbupaten llcr:lluke. t..:ot.O
Jayapura. Kabupaten Jayapura. Kabupaten Mapp.. Kabupaten
Kepulauan Yapen, Kabupaten Siak Numror, Kabuparen Supiori.
Kabupaten Sarmi, dao Kabupaten Asmat dan

Yahukimo, Kabupaten .Jayawtjaya, Kabupaien Totik.ara,
Puncak Jaya. Kabupaten Sarmi, Kabupaten Paruw,
Nabire. Kabupaten Fakfnk. Kabupaten Kaim •.o".

Kabupaten
Kabupnten

Kabupaten

b. mengendaJikan pemanfaatan ruang pada ka".san pennukiman
perkotaan dan Kampung Masyaraka.l Ada; pada kawasan rawnn

bencanu alamo
c. mengcmbangkan sistem peringatan dini pada kaw .. san pennuJaman

perkotaan dan Kampung Mllsyarakat Adat di kawasan rawan
bencana aJarn; dan

d. mengembangkan dan merehabrhtasr ternpat dan jalur evairuaSI

bencana serta serene pemantauan bene-ana pada ka\\·a"an
pennukiman perkotaan dan Kampung M",yarakat Adat di kawasan
rawen bencana efam.

(3) Pcnetapan eona rawan bencana alam beseeta ketentuan mengcruu
standar bangunan gedung yang sesuai dengan karatertsuk, jenis. dan
a ncaman beneana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u
dllakukan di:
a. kawasan rawan bencana tanah longsor dl KOla Ja.)'apurs, Kabupaten

-Jayapura, Kabupalen Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang,
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b. kawasan

t4) Pengenduliun pemanfaatan ruang pada kawasan permukiman perkctaan
dan Kampung Masyarakat Adat pada kawasan rawan bencana alam
sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf b dllalrukan di:
a. kawaaan rawan bencena tonah Jongsor di KOlO Ja)'apur-a,

Kabupmen .Jayapura, Kabupatrn Keerom. f\abupaten Pegunungan
Bintang, Kabupaten Yahukimo. Kabupaten Jayawija~·a. Kabupaten

Tolikarn, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Sartm. Kabupaten

Paniru, Kabupatcn Nabire, Kabupaten I'akfak, Kabupaten Kaimana.
Kabupaten Manokwari, Kabupaten Soren&. Kabupaten Kepulauan
Yapen, dan Kabupaten Raja Ampat,

b. kawasan rawan gelombang posnng di Kabupaten Merauke, Kote

-Jayapura, Kabuparen Ja}'apUrll, Kabupaten Mappa Kabupaten
Kepulauan Yapen Kabupaten B,ak Numfor. Kabupaten SUplOn.
Kabupaten Sarrru,danxabuputer Asmat, dan

c. kawaaan rawan bencana banjir di Kola Jayapura. Kabupaten
Jayapura, Kabupaten Yahuklmo, Kabupaten Tolikar.. Kabupaten
xeercm. Kabupaten Kepulauan Yapen. J(,.bupaten .Ja}""a'9.ija)'a.

Kabuparen Nabire, Kabupaten 'reluk Wondarna, Kabupaten Asmat,
KabupatenMappi, dan Kabupatcn Merauke.

(;;) Pengembangan sistem permgatan dini pada kawasan pennuklman
perkotaan dAn KampunA Masyaraknt. Adat eli kawaean rcwnn bene-an ..

alam scbagaimanadimaksud pada ayat 12)huruf e dllakukan di:
a kawasan rawan bencana lanah longsor yang mehpuri Kola

.Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten
Pegunungan Bintang, Kabupaten vahukrmo, Kabupaten Jayawi)aya.
Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Ja}'a, Kabupaten Sarmi,
Kabupaten PaniaJ Kabupaten N~btre,Kabupaten Fakfak. Kabupaten
Kaimana, Kabupaten Manokwan, Kabupaten Sarong. Kabupaten

Kepulnuan Yapcn, don KabupatenRaja Amp,lI;
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"" ...139 ...

b. kawasan rawan gclombang pasang yang mcliputi Kabupaten

Merauke, KOla .Jayapura, Kabupaten Javapura, Kabcpaten ~'apPI.

Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Siak Numfor. Kabupaten
Supiori, Kabupatcn Sarmi, don Kebuparen Asmat: dan

c. kawasan rawan bencana banjir yang mclJpuu Kol<IJayap ura.
Kabupaten Ja)'apura, Kabupaten y ..ihukimo, Kabupaten Tolikarn,
Kubupaten Keerom, Kabuputen Kepulauan Yapen, Kabupaten
JayaMjaya. Kabupaten Nab"". Kabupaten Teluk wondama,
Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Merauke,

(b) Pengembangan dan rchab.tira.i tempat dan jalur- cvakuasi bene ..na serta
sarana pemantauan bencana p....da kawasan pe:nnukiman perkotaan dan

Kampung Masyarakot Adat di k~\vusan rawan be.ncana alam
sebagaimana dimaksud pada ayat 121huru( d dilakukan pad'
a. kawasan rB\\'aJ1 bencana tanah Jongsor )'ang mehputi KoUl

...Jayapura. Kabupaten -Jayapura. KabupateJl Keerom. Kabupaten
Pegunungan Bintan~. Kab..paten Yahukuno. Kabupaten J..yawIJa:,'a.
Kabupatcn Tolikara Kabupaten Puncak Jaya. Kabupaten Sarm ••

Kabupaten Paruai. K"bupaten Nabrre. Kabupaten FakCak.Kabupaten
Kaimana. Kabupaten ~1anon"'ari.. Kabupatcn Sorcng, Kabupaten
Kepulauon Yapen, dan Kabupaten Raja Ampat;

b. kawasan rewan gelombang pas.a.n~ yang mC'liputi Kabuperen

Merauke. Kota Jalapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mapp•.
Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak Numfor. Kabupaten
Supiorr, Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Asmal; dan

c. kawasan rawan bencana banjtr yang mehpuu Kola Jayapura.

Kabupatcn Jayapura, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Totikara.
Kabupaten Keerom. Kabupaten Kepulauan Yapen Kabupatcn
Nabire, Knbupaten Teluk Wondama, Kabupaten Asmat, Kabupaten
Mappi, dan Kabupmen Merauke.
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141Strateg; ...

Po.a! 39
1II Kawasan tindung g<:ololQ"'bagaun.Ula dimaksud dalam Pas;ol34 huruf e

terdm atas:

a. kawasan eagar warn geologiyang berupa kawasan keunikan bentang
alam,

b. kawasan rawan bencana alum geologi yang terdirt l:lta~ kawasan
rawan gempa bumi. gerakan tanah. tsunami, dan abrasi; dan

c. kawasan yang mernberfkanpertindungan terhadap air tanah berupa
kawasan tmbuhan air tanah.

12) Strategi opera .. onali.... i perwujudan kawasan keunikan bentang' a1am
sebagaimana dimaksud pada ayal (I) huruf a mehpuu
Q. mengcmbangkan pengelolaan guna mc1estarikan kawasan yang

memiliki k.eunikan bemang alam,
b. merehabiluasi kawasan yang memiliki keunikan bentang alam ~'ang

terdegradasi: dan
c. mengendalikan perkembangen Ka""asan Bud. Da~'a terbangun eli

sekuar kawasan keurukan bentang alam.
(3) Strategi opcrnsionalisasi perwujudan kawasan rawan bencane al.am

geologisebagaimana dimaksud pada ayat 1II huruf b melipuu
a. rnenetapkan zona rawan bencana alarn geologi beserta ketentuan

mengenai .u-.ndar b:.ngunan cedung yang scsuw dengan karatertatak,

jcrus, dan ancaman bencana alam geologi;
b. mengcndnlikan pernanfaalan ruang pade Kawasan Bud; Dayn

terbangunyangberadadi kawasan rawan bencena aJam "",log;;
c. rnengembangkan iiistem permgatan dini pada kawasan rawan

bencana nlam geclogi;dan
d. menyelenggarakan upaya DllllgaSldan adapta .. benc;ana a1am geologi

melalui penetapan lokasi dan jaJur evakuasi bencana alam geo1o&l

serta pembangunan sarana pemantauan bencana a1am geologi.
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Kabupaten ...

(4) Stretegi operaaionalisasl perwujudon kawas ..in Imbuhan air lanah

sebagaimana dimaksud pada ayet II) huruf e diJakukan dengan

mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya terbangun pad ..

kawasan unbuhan air tanah.

IS) Pengembangun pcngclolaan guna melcstankan kawasan yang memiliki

keunikan bentang aJarn aebagarmena dimaksud pada ayat 121huruf a

dilakukan pada kawasnn karat yang berada di Kabupaten Fakfak.

Knbupaten Biak Numfor, Kabupaten Yabukimo. Kcbupaten Jayawijaya.

Kubupaten Puncak Jaya. dan Kabuparen Paniru

(0) Rehabilitasr kawasan yang merrullki keurukan bentang alam yang

terdegradasi sebagaimana dlmaksud pada arat 121huruf b diJakukan

pada kawasan karst. yanK berada dJ Kabupaten Fakfak. Kabupaten B",k

Numfor, Kabupaten Ynbukimo, Kabupaten Jayawijaya. Kabupaten

Puncak Jaya. dan Kabupatcn Pani",

171 Pengcndallan perkembangan KawaSlUt Budi Day.. terbangun di se kuM

kawasan keumkan beruang alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2J
huruf c dilakukan pad" kawasan karst yang berada ell Kabupaten Fakfak,
Kabupaten Blak "umlor Kabupaten Yahukrm. Kabupaten Jal'awijaya,

Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Paniai

(8J Penetapan zona-zona rawan bencann alam gcologi bescrta ketenruan

mengenai standar bangunan gedung }~ang scsuai dengan karatertsuk.

jems, dan aneaman bencana alam geologi scbagairnanadtmak~ud pad.
ayat (3) huruf a dilakllklU1 pads:

8. kawasan rawan bencana gempa burni yang meliputi Kota Jayapura.

Kabupaten Ja}'apura. Kabupaten NabJr", Kabupaten Sanru.

Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten

Jaya\vija)'", Kabupaten Pegunungan Bintang. Kabupaten Supiori,
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h. kawaean •••

Kabupaten Tclikura, Kabupaten Kepulauon Yapen, Kabupaten
Merauke, Kabupatcn Manokwan, Kabupaten TeJuk Wondama, KoUl
Sorong, Kabuparen Screng, Kabupaten Tambratrw, dan Kabupaten
Raj" Ampat;

b. kawaean rawan bencana gerakan tanah yang mdipun Kot.l
Jayapura. Kabupaten Jayapura Kabupalcn Keerom Kabupaten
Kepulauan Yapen, Kabupaten Peniai, Kabupcten Sarrm. Kabuparen
Pcgunungan Blntung, Kabupnten Yahukimo. Kabupaten Tolikara,
Kabupaten JayawiJaya, Kabupaten Puneak Jaya, Kabupaten Nabue,
Kabupaten Manakwari. Kabupaten Kaimana, Kabupaten Falddlc
Kabupatcn Raja Arnpat, Kabupnten Teluk Wondama, KOla Sorong,
dan Kabupaten Sorong; dan

c kawasan rawan bencana tsunami dan abraSl yang meuputi Kota

Jayapuru, Kabupaten Jayapura. Kota Sorong. Kabupaten 8orong.
Kabupaten Tambr'auw, Kabupaten Nabrre, Kebuparen Sarrm,

Kaoupaten Biak Numfor, Kabupaten Mamberamu Rava, Kabupaten
supren. Kabupaten Kepulauan Yapen Kabupaten Manokwan,
Kabupaten Teluk \Vandama, dan Kabuparen Raja Ampat,

(9) Pengendalian pernanfaatan ruang pada kawasan bueli day. terbangun
yang berada dl kawasan rawan bencena alam geologJ sebagaimana
dimakaud pada aY3! 131huruI b ditalrukan eli,
a kawasan rawan bencana gernpa bumi yang meliputi Kota -Jayapura,

Kabupaten .Jayapura, Kabupaten Nabire. Kabupaten Samu,
Kabupaten Biak NumfoT. Kabupaten llamberamo Raya, Kabupaten
.Jayawijaya, Kabuparen Pegunungan Bmtang, Kabupaten Suprorr.
Kabupaten Tolikara Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten
Merauke. Kabupater- Manon ..n, Kabupaten Teluk \\·onda.ma~ KotA

Sorong. Kabupaten Sorong. Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten
Raja Ampat;
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Kabu palen _..

b. kawasan rewan bencana gerakan tanah )·ang mehpuri Kota

Jayapura. Kabupaten Jtt)'apura, Kabupaten Keerom. Kabupaten

Kepulauan Yapen, Kabupaten Panini Kabupalen Samu. Kabupaten
P.gunungan Bmtang, Kabupaten Yahukimo. Kabupalen Tolikara.

Kabupaten J(\)'awijaya. Kabupaten Puncak Jays. Kabupaten Nabu-c.

Kabupaten Manckwart. Kabupaten Krumana. Kabupaten F'akfak.
Kabupatcn Raja Ampat. Kabupaten Teluk Wondama. KOla Soreng.

dan Kabupaten Sorong, den

c. kawasan rawun bencana tsunami dan abrasi yang meliputi Kote
Jol)'apUIa. Kabupatcn Ja\'apura KOlASoreng. Kabupaten Sorong

Kabupaten Tambrauw, Kabupatcn Xabire. Kabupaten Sarrni,

Kabupaten Blak Numfor. Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten

Suplon. Kabupaten Kepulauan Yapen. Kabupaten \lanokwazj,

K..bupaten Teluk Wondama, dan Kabupaten Raja Arnpat,

(10) Pengcmbnngan eistem peringatan din; pada kawasan rawan bencana

slam geologisebagaamana dimaksud pada ayat, 131hUM c dJWkukan ds:

a. kawasan rawan bencana gempa bu mi yang meliputi Kota -Jayapura.
Kabupaten .Iayapura, Kabupalen Nabire, Kabupaten Sanru

Kabupaten Blak Numror Kabupaten ~fambera.mo Raya Kabupaten

In.,YlL'\\rijaya, Kabupaten Pegunungan Bimang. Kabupaten Supiori.

Kabupaten Tohkara, Kabupaten Kcpulauan Yapen, Kabupaten

Mcrauke, Kabupaten M.nokwan. Kabupaten Ttluk Wondama. KOla

Sorong, Kabupaten Sarong, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten
Rajil Ampat;

b. kawasan rawun bcncana gerakan tanah yang mehputi Kot.d.

.jnyepura, Kabupaten In)'apura, Kabupaten Keerom, Kabupaten

Keputauan Yapen, Kabupaten, Pantai, Kabupalcn Samu. Kabupaten
Pegunungan Bmtang, Kabupaten Yahukimo. Kabupaten Tohkara.
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(121 ~ndalian

Kabupaten Javawijaya. Kabupaten Puncak Jaya, Kebupeten xabire.

Kabupaten Manokwan, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Fakfak.
Kabupaten Rl.\laAmpat. Kabupatcn Te!uk Wondama, Ko'" Soron,.

dan Kabupal.n Soroog. dan
c. kawasan raw ..n bencana lSUDamJ dan abrasi yang meliputi Kota

dayapura, Kebupatcn Jayapura, KOla Sorong. Kabupaten Sorong.
Kabupaten Tambrauw Kabupaten NabU'e. Kabupaten Sanru
Kabupaten Bluk Numfor, Kabupaten Membernmo Raya. Kabupaten

Supiori, Kabuparen Kepulauan Yapen, Kabuparen Manokwari
Kabupaten Tcluk Wondama. dan Kabupaten Raja Amplli.

(11) Penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi beneana alam geologj

melalut penetapan Iokasl dan jatur evakuesi bencana aJam geologi serta

pembangunan serena pemantnuarr bencana aJam geologl sebagaimana
dimakaud pada ayat (3)huruf d dilakukan di;

a. kawasan rawan bencan..t gempa bunu yang meliputi Kola Jayapuril,

Kabupatcn Ja~~apura, Kabupatcn Nabtre Kabupaten Sarmr,
Kabuparen Btak Numfor, Kabupaten Mamberamo Raya: Kabupaten
Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Supiors,
Kabupaten Tolikara. Kabupaten Kepulauan Yapen. Kabupaten
Meraukc, Kabupaten Mano~"ru1, Kabupatcn Tt:luk wondama. Kow
SVIVll!;. Kabl.lpOlen sorcng, Kabupaten Tambruuw, dan Kabupaten

Rl\J" Ampa,; dan
b. kawasan rawan bencana tsunamr dan abrass yang meliputi Kota

Jaynpura, Kabupaten J(lyapura, KOla Soroni. Kabupaten Sorong.

Kabupaten Tumbrauw, Kabupaten Xabitc. Kabupaten Sarnu.

Kabupaten Biak :Sumfor Kabupaten Mambcramo Raya, Kabupaten
Supiori, Kabupaten Ktpulauan Yapcn. Kabupaten f...fanok"v"ari.
Kabupaten Teluk wondema, dan Kabupaten Raj" Ampat,
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c. mengembanglcan _..

Pasai40

(IJ Kawasan lindung lamnya sebagaimana dimaksud dalam Paw 34 huruf f
terdiri alas:
B. terumbu karang; ddn

b. kawasan Koridor Ekosistem.
(2) Strategs operasionahsnsi perwujudan kawasan Ilndung lainnva

sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 34 huruf f meliputi:
a. mempertahankan dan meleetarikan tertrmbu karang }a.ng

rnerupakan bagian dan Scgitiga Terumbu Karang dengan
mernperhatikan kesejahteraan Kampung Masyarakat Adat di Wilayah
Pesisir:

b. mcngembangkan prasarana penanda pada wilayah perairan yang
memiliki ekosistem terumbu kardlll. serta jalur augrasi penyu, paus,
lumba-lumba, dan duyung: dan

Kaimana.

c. CAT Agamanan yang berada d, Kabupaten Nabkc. Kabupaten

~bmlka,dan KabupatenKaimana:don

d. CAT Kaimana yang berada di Kabupaten Nab,rc dan Kabupaten

(12) Pengcndnlian perkcmbangen kegiatan budi daya terbangun pada

kawasan unbuhan WI" tanah scbagaimana dimaksud pacla ayat (4J

dilakukan pada kawasan imbuharr air tanah yang berada di

a. CAT Timika-Merauke yang beroda di Kabupatcn Merauke.

Kabupaten Boven Oigoel,Kabupaten Mapp,. Kabupaten Asmat, dan

Kabupaten MUIllka;

b. CAT Jayapura yang berada di I\om Jayapura d&n Kabupaten
Keerom;
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c. Koridor ...

c. mengernbangkan kcgiatan budi daya terbatas dengan prtnsrp
bcrkclanjutan pada kawasan yang mcrupakan ka"U$&Il Kand""
EkO$isttm yang menghubungkan anrarekesrstem di Pulau Papua..

(3) Pemertahcnan dan peteatarien tcrumbu kareng yang merupakan bagjan
dart Segitigll Terumbu Karang dengan memperharikan kesejahteraan
Kampung Mosyarakat Ada! di Walayah PHlSU' sebagaimcna dimaksud
pada ayat (2) huruf a dilakukan pada kawaaan rerumbu karang d.

perairan Samudra PQ!'il'ik, Laut Arafura, LaUI Aru, Laut Stram. LaUl

Maluku. Teluk Kaimana. Teluk Bmtum, dan Tcluk Cendrawasih.
(4) Pengembangan prasarana penanda pacta Vti1ct.yahperairan )'ang memihki

teeumbu karang scrta jalur migrasi penyu, paus, lumba-Iumba, dan

duyung sebagairnana drrnaksud padc ayat (2)huruf b melipuu:
a. Kondor E:kosistcm )'ang merupakan jaIur migras; penvu, paus.

lumba-Iumba, dan duyung d. Samudra Pasafik, Kepulauan Raja
Ampat, Lout Serum. Laut Banda. l.aut AraIurn. dan Laut Aru; dan

b. Kcrrdcr Ekos:istcm yang mcrupakan tcmpat be:rlelur penyu d.
Wilayah Pesisn- Kabupaten \tJUtok9."'n. Kabupaten B.ak NumCor,
Pulau Oorong. dan Kabupaten Sorong,

(51 Pengcmbangan kegiatan budi daya terbatas dengan prinsip
berkelanjutan pada kawasan ,-ang merupakan kawasan Kolidor
Bkoeistem ,'ang menghubuegkan antarekcarstem di PuIBU Papua

sebagaimanu dimaksud pada ayat (2) huruf c, mchputf:

II Koridor Ekosistem )'ang mcnghubungkan amarekcsrsrem di bagian
UlarS Pulau Papua yang menghubungkan Suaka Marg-asa '''va
Mambernmc-Foja don Kawasan lindung d.iSekuarnya;

b. Koridor £kosistem yang menghubungkan anlarekosislc:m di belgian
Tengah Pulau Papua yang menghubungkan Suaka Margasatwa
.Jayawjjaya. Taman Nasicnal Lcrente, ea.gar Atam Enarotali, dan

Cagar Alarn Pegunungan Wayland;
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Passl43 •••

PasaJ 42

Strategi operasicnahsasr perwujudan Kawasan Budi Daya yang memiliki nilar

strategis nasional sebagaimana dimaksud daJam P..sal 11 avat 121buruf b.
terdiri aras strategi opcrasionalisass perwujudan:
a. kawasan peruntukan hutan;

b. kuwasanperuntukan pertaman.
c. kewasan pcruntukan perikanan;

d. kawasan peruntukan penambangan:
e. kawasan peruntukan industri,
f. kawasan peruruukan parrwisata; dan

g. kswasan peruntukan permukunan.

Paragraf 2

KawasanBud. Dayayang Memiliki NU", Strategi Na.oonal

Strategi operasionahsesi perwujudnn kawasan lindung nasionnl di Pulau

Papua seeara lebih rinci tercantum dalam Lampiran (LA yang merupakan

bagian yang tidak terpisabkan dar. Peraturan Pre,iden ini.

Pa.a141

C. Koridcr EkoS191em yang menghubung_kan antarekosistem di bagian

kepala burung Pulau Papua yang menghubungkan Cagar Alam

Sausapor, Cagar Alam Tammu Utara, Cagar AIam Tamrau Setatan.

dan Cagar AlarDPegunungan ..'\rlak: dan
d Koridor Ekos.. tern yang menghubungkan antarekos .. tern di bagian

lengan Pulau Papua yang mcnghubung)<an Cagar Alam Pegunungan

Fakfak dan CogarAlam PegununganKurnawa,
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Pasal43

(1) Strole" operaslonahsasi perwujudan lcawasan peruerukan hutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a meliputi:
a. mengendalikan perubahan peruntukan danj'atau rUngSl kawasan

peruntukan hutan:
b. menmgkatkan pengelolaan kawasan peruntukan hutan melalui

mekanisrne jasa bngkungan;
c. mempertahankan, merehabilitast, dan menmgkatkan (ungsi kawasan

perurnukan hutan untuk merungkatkan kesejahteraan Kampung
Masyaraket Adal; don

d. mengcndalikan kegiatan budi daya kehutanan yang berpoiensi
merusak Iungs. Kawasan Lindung untuk menjaga keanekaragaman
hayati.

f2) Pengcndulian perubahan pcruntukan dan/ atau rungsi ka\\'8san
peruntukan hutan sebagalmana dimnksud pada oyat (1) huruf a
drlakukan pada kawasan peruntukan hutan di Kabupaten Asmat.
Kabupaten Biak Numfor Kabupaten 80,·,," Digoel, Kabupate" Fakfak.
Kabupaten Jayapura, l\abupaten KaJn,ana. Kabupaten Keerom,

Kabuputen Kepulauan Yapen, Kola .Jayepura, Kota Sarong, Kabupaten
Manokwari, Kabupaten t\1anok\\'an S~lllt,an, Kabupaten lJ.eguuungan

Arfak Kabupaten Moppi, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mimlka.
Kabupalen Nabire, Kabupalen Nduga. Kabupaten PaniaJ. Kabupaten
Pegunungan Bintang, Kabupaien Raja Ampat, Kabupaten Sartru
Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Supiori,
Kabuparen Tambrauw. Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk
Wondama, Kabupaten Waropen, dan Kabupaten Yahukimo.

(3j Pentngk...ttan pengelolaan kawasan peruntukan hUlan mclalul eeekemsme
jasa hngkungan sebagarmana dimaksud pada ayat 11)hurur b dllalrulcan
pada knwasan peruntukan hutan di Kabupaten Asmat, Kabupaten Btak
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Kabupaten ..

Manokwari, Kabuparen \tanok\\'an :-:.c·l tl n. Kabupaten Peg-mungan
Arfak. Kabupaten Mappi, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mimtka.
Kabupaten Nabirc, Kabupaten Nduga. Kabupaten 1"""'8.1. Kabupaten
P<gunungao Blntang, Kabupaten PUncaie Jara. Kabupaten Raja Ampat
Kabupaten Sarmi, Kabupaten Sorong. Kabupaten Sorong Selatan.
Kabupaten Supion. Kabupaten Tambreuw. Kabupaten Teluk Binruru,

Kabupnten Teluk Wondoma, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen.
dan Knbupaten Yahukimo.

(5) Pengendalian kegiatan budi daya kebutonan yang berpoten .. merusak
fung.. Kewrasan Lmdung untuk menjaga keanekarapman hayari

sebagaunana dimaksud pad" ayat 11) huruf d dilakukan pada kawasan
peruntukan hutan dr Kabupaten Asmat, Kabupaten Biak Numfor,

.Jayawijaya Kabupatm Kaimana. Kabupaten Keerom.

Kepulauan Yapen. Kota Ja)'apura, KOla Sorong, Kabupaten
Kabupaten

Kabupaten

hutan di Kabupaten Asmat, Kabupaten Siak Numfor,

Boven D.goel, Kabupaten Fnkfak, Kabuputen Jayapura.

peruntukan
Kabupatcn

Numfor, Kabupaten Boven Digoel. Kabupaten Fakfak. Kabupaten
Jayapura, Kabupaten Jayawijaya. Kabupaten Kaimana, Kabupaten
Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapc:n, Kola .Jayapura. Kola Sorong.
Kabupnten Manokwari, Kabupatcn f\.l._lnuk\\--ari SCiat ..m Kabupates

Pcguuungan Arfak, Kabuparen Mapp), Kabupatcn Merauke, Kabupaten

Mlmrku, foi:abupaten Nnblrc. Kabupaten Nduga. Kabupaten Panlai.
Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Puneak Jaya. Kabupaten
Raja Ampat. Kabupatcn Sarmi, Kabupaten Sorong. Kabupaten Scrong
Selatan, Kabupaten Supiori, Kabupaten Tambrauw, Kubupaten Te1uk
Bintuni. Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Tolikarn, Kabupaten
Waropen. clan Kabupateu Yahukimo.

(4) Pemertabanan, rehabihtas: dan perungkatan fungsi kawasan peruntukan
butan untuk memngketken KeseJabteraan Kampung Masyarakat .~dat
sebagaimana dimakaud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada kawasan
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Kabupaten .•.

Pasal44
II) Str_teg; operasronalisasi perwujudan kawasan pcruntukan pcrtaruan

sebagaimana dimaksud daJam Pil3.'\142hul'\I( b elilakukan dengan:
D. mcngembangkan sentra produksi hastl pertanian tanaman pangan.

perkebunan, dan peternakan dengan memperhatikan kebcradaan
Kawasan Lmdung dan!atau lahan pertanian pangan berkelanjutan.

b. mcngembangkan sentra pcrtanian tanaman pangan. perkebunan,
dan pcternukan yang didukung induetri pengolahan dan jasa yang
ramah lingku ngan:

c mengernbangkan pusat penebtian dan pengembangan produksi baSIl
pertanian Widman pangan, pcTk:ebu..rwn.dan petemakan; dan

d. mengembangkan kawasan pertanian tanaman pangan lokal ~'ang
didukung Industrt pengol ..hun, industri jasa, dan pemasaran hasil
pertanian

(2) Pengembangan sentra produk., basil pcrtanian tanaman pangan.
perkebunan, dan petcrnakan dengan mompcrbatikan keberadaan

Ka\VRSan Lmdung dan/atau lahan pertaruan pangan berke1anjutan
scbagarmana dimaksud pada aya; (I) huruf " ddakukan pada kawasan
perunrukan pcnanian eli Kabupaten Asmat. Kabupaten Bial< Numfor,

Kabuparen Tambrauw, Kabupaten Teluk
Wondaroa, Kabupalen W....open, dan

Sclatan, Kabupaten Supiori.
Bmruni. Kabupaten Teluk
Kabupaten Yahukimo.

Kabupaten Boven Drgoel, Kabupaten Fakfak. Kabupaten JayapuTa.
Kabupaten Kaimana, Kabupaten Keerorn, Kabupaten Kepulauan Yapcn.
KOIn Jayapura. Kota Sarong. Kabupaten Manokwan, Kabup< Ir.n
t\l anokw.u-i Stol.lt.ln, Kabup Itr ,.. Pe~Ullg ...' :\r(.ak. Kabupaten ~tapPl.

Kabupaten Merauk e, Kabupaten Mimika, Kabupaten Nablff. Kabupaten
Nduga, Kabupaten Paniai, Kabupatcn Pegunungan Bintang, Kabupatcn
R~ja Arupat, Kabupaten Sarml, Kabupaten Sorong, Kabupnten Sorong
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15) Pengembangae .._

Kabupaten Boven Digoel Kabupaten Fakfak, Kabupaten Jayapura.
Kabupaten Jayawijayo. Kabupaten KAimana. Kabupaten Keerom,
Kabupaten Kepulauan Yapen, KOla Ja\·apura. KOla Sorong, Kabupaten
Manokwarr, Kabup.atcn Manokwarr Scl~ll In, Kabupate n Pcgunuagan
Arfak Kabupaten Mappr, Kabupaten Merauke, Kabupaten MimiIro..
Kabupaten Nabirc, Kabupaten Paruai, Kabupaten Pegunungan Bintang,
Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten RaJA Ampat, Kabupaten Samu,
Kabupaten Sorong. Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrauw,
Kabupaten Teluk Birnuru, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten
Tolikaru, Kabtapatcn Waropen. dan Kabupaten Yahukimo.

(3) Pengernbangan serura pertanian tanamnn pangan, perkebunan. dan

petemakan yang didukung industri pengolahan dan Jaso )'dJlg ramah

Jingkungan sebagaimana dimaksud pada ,\)"'1 (11huruf b dilakukan pada
kawasan peruntukan pertanian dJ Kabupaten Asmat, Kabuparen Btak

Numfur, Kabupaten Boven Oigocl. Kabupaten, Fakfak Kabupaten
.Jayapura, Kabupaten .Jo}'s\\iJa}'a. Kabupaten Kaimann Kabupaten

Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, KOla Ja,yapura. KOla Sorong,
Kabupaten Manokwarr, Kat upaten '1 In kwan seMit In Kabupate

P("Kllnlln~~)nArfak. Kabupaten Mappi, Kabupaten Merauke, Kabupaten
Mil111ka.Kabupaten Nabire. Kabupaten Paniai. Kabupaten Pegunungan
BintMf;. Kabupaten Punc:nk Ja~ra. Kdbupaten Raja .o\mpDt. Kabupaten

Samu. Kabupaten Sorong. Kabupaten Sorong Selatan Kabupaten

Tambrauw, Kabupatcn Teluk Binrum. Kabupaten Teluk Wondama.
Kabupaten Tclikara, Kabupaten Waropen. dan Kabupaten Yahukirno.

(4) Pengembangao pusat pcnelitian dan pengembangan produksi hasil
pertanian tanaman pangan, perkebunan. dan peternaken sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukoon di KOlaSorong. 1\0la Jayapura..
Kabupaten Manckwari. dan KabUp3tCD vterauke.
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diJakukan ...

Pasal45
(11 Slnltcgl cperesionahsasi perwujudan kewasan peruntulc.a.n perikanan

sebagaimana ctima1<suddalam Pasal42 huruf c mclipuu:
a. mengembangkan kawaaae perunrukan perikanan tangkap dan

perikanan budi daya yang ramah lingkungan serta memperhatikan
kesejahtcraan Kampung Masyarakat Adet:

b. mengemb~glw.nk,,\\'osan minllpouuan betbd.si:s uw.S}anlkat:

c. memngkatkan kctcrpaduan antara kegultan peruntukan perikanan
dengan kegiatan panwrsata bahan: dan

d. mengendalikan kegiatan perikanan pada kawasan peruntukan
perikanan yang memihki ekcsistcm terumbu karang dan Koridor
Bkoststem.

(2) Pengembangan kawesan peruntukan perikanan tangk.a.p dan penkanan
budi daya yang ramah hngkungan scrta memperhatikan kesejahteraan
Kampung Masyaraka, Adat sebagaimana dimaksud pada ayat II) huruf a

151 Pengernbangan kawasan pertanian tanaman pangan lokal Ydng diduJrung
mdUslra pengolahan. industri jasa dan pemaseran hasi! peTtaruan

sebagaimana ctima1<sudpada ayat II I huruf d dilakukan pada kawasan
pertuntukan pertanian di Kabupaten Asmat, Kabupaten Biak N'umfor,
Kabupaten Boven 0180d. Kabupaten Fakfak, Kabupaten Jayapura.
Kabupaten -Jayawijaya, Kabupaten Knimana, Kabupaten Keercm,
Kabupaten Kepulauan Ynperl. Kola Ja)'apura, KOla $orong.. Kabupaten
~'anok'Vvan. Kabupaten ~f,mok"\\--ariSelatan, Kabup.".... Pegunungan
'rfd". Kabupat.en Mappi. Kabupatcn ".rauke. Kabupaten Mimika.
Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Pegunungan Bimang,
Kabupaten Puncak Jnya Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Samu.
Kabupaten Sorcng. Kabupalen Sorong Sclatan. Kabupat ... Tambrauw
Kabupaten TeJuk Bintum Kabupaten Teluk Wondama. Kabupaten
Tolikaru, Kabupaten Waropen. dan Kabupaten YahuJruno.
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PasaJ 46 ...

dllakukan pada kawasan perunrukan penkanan d.i KabUpdlCn Waropen.
Kabuv .. tcn ~terauke, Kabupaten Tlrruka.. Kabupaten Biak Numfor,
Kabupaten Jayapura. Kabupa"'" Raja Ampat, Kabupaten Kaimana. dan
Kabupaten Sorong.

j3) Pcngcmbangan kawasan minapolitan berbasis masyarakat sebagaimena
dimaksud pad" ayat 11) huruf b dilakukan pada kawe,..." perumukan

perikanan di Kabupaten Tduk Wcndama, Kota Sorong. Kabupaten
Fakfak, Kabupaten T.luk Bmruni. Kabupaten Sorong Solat..n Kabupaten
Kann..rna, Kabupaten Mnnokwari, Kabupaten Sorong. Kabupaten Raja

Ampat, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten wnropen, Kabupaten

Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Jayapura Kota Jayapura.
Kabupaten Nabire, Kabupaten :\famberamo Raya, Kabupaten Merauke,
Kabupaten Mimika.Kabupaten Asmat, dan Kabuparen Mappl.

j41 Peningkatan keterpaduan antara kegiatun perunrukan pcnkanan dengan
kegiatan pariwisata bahan sebagaimana dimaksud pada aynt III huruf c
dilakuken pada kawasan peruntukan perikanan di perairan Kabupaten

Raja Ampatdan Kabupaten BiakNumfor.
(5) Pengendahan kegiaran perikanan pada kawasan peruntukan penl<anan

yang memlhki terurnbu karang dan Koridor Ekosistern sebagaimana
dimaksud pada aval (I) huruf d dilakuka.n pad" kawasan perunwkan
pertkanan di Kabupaten Jayapura. Kabupaten Sarmi, Kabttpaten
Mambcramo Raya, Kabupaten Yapen. Kabupaten BiaIi: Xumfor.
Kabupaten Supiori, Kdbupaten r>ablre Kabupaten Teluk Wondama.
Kabuputen Manokwari, Kabupaten Sorong, Kabupaten Tambrauw,
Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tetuk Bmrurri. Kabupaten Fakfak.
Kebupaten Kaimana, K"bupat.n Mimika, Kabupaten Asmat, Kabupaten
Mappi,dan Kabupaten Merauke.
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Bmtang

Kabupaten Kalman a, Kabupaten ~Ianokwari. l\.ab\.ll uer Manoswar]

S('I.tLlf1 Kabup.uen Pegunung.ui }\r{rtk. Kabupaten Fakfak.

Knbupaten Aemar, Kubupaten MapPI, dan Kabupatcn Boven Digocl:
dun

b. ka,,..-asan peruntukan pcrta.mbangan mmyak dan ps bumi dl
Kabupaten Beven Digoel. Kabupaten \fappL Kabupaten Asmat,

Kabupaten Nduga. Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Pegunungan

Kabupaten InlM .Jaya, Kabupaten Nabtre.
Kabupaten DogI)'al. Kabupaten ~iimjka

Kr..tbupaten Puncuk,
Kabupa.en PanUli.

Pasal46

jl) StrateI' operasionali .... i perwujuclan kawasan peruntukan penambangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huru! d melipuu:

a. mengembangkan sentra produkst komodttas unggulan
pertumbangan mineral serta minyak dan gas burnt dengan
mcmperhatikan daya dukung dan day" tampung hngkungan hidup:

b. mengendaJikan perkembangan kawasan peruntubn pertambangan
mineral serta minyak dan gas burni yang mengan~ kewasae

berfungsi lindung: dan
c. mcrebabilitesi kawa sun peruntukan pertambangan mineral dengan

memperhatikan day" dukung dan daya .ampung hngknngan bidup.
j2) Pengembangan sentra produksx komodtlM unggulan penambangan

mmeral serta minyak d.." gas bumi denpn mempernaukan cia", dukung
dan doya tampung Iingkungon hidup sebagaimana dimcksud pada ayat
(I) huruf a melipuu:
Q. kawasan peruntukan pertambangan mineral di Kabupaten Keeecm,

Kabupaten Jayapura. Kabupaten SannL Kabupaten p"gunungan

Btntang. Kabup .. 'en Yahukimo, Kabupaten Mdmberamo Raya,
Kabupaten Waropen, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten
Mombcramo Tengah, Kabupaten Tohkara, Kabupaten Puneak -Jaya,
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(4' Rehabilitasi

Kabupaten Fakfak, Kabupaten Teluk Wondama. Kabupaten Teluk

Bintum, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Manokwnri Selatan.
Knbupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Meybrsu, Kabupaten
Sorong, dan Kabuputcn Raja Ampat

(3) Pengendaban perkembangan kawasan perunrukan pcrtambangan mineral

serta minyak dan gas bum. yang mcngganggu kawasan berfungsi lindung
scbagarmana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliput]:

a. kawasan perunluknn pertarubangun mineral di Kebupaten Keerom.
Kabupaten Jayapura. Kabupaten Sarroi. Kabupaten Pcgunungan
Bintang. Kabupaten Yahujomo, Kabupaten Mamberamo Raya.
Kabupaten Waropen. Kabupatcn Keputauan Yapen, Kabupaten
Mllmbernmo Tengah, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya.
Kabupaten Puncnk. Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Nabire,

I\abupaten Pamai, Kabupaten Dogtyai. Kabupaten Mimika.
Kabupaten Kaimanu. Kabupaten ~I..,ok",ari, Kabupaten Mdnok-a"3Il
Sclat an, Kabuputcn Pegunungan Arfak. Kabupaten Fakfa.k.

K"bupnteD Asmat. Kabupaten Mappi, dan Kabupatcn Boven Digoel;
dan

b. kawasan peruntukan pertambangan minyak dan ca. bumi dt
Kabupatcn Boven Digoet, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat,
Kabupaten Nduga. Kabupaten Yahuktmo, Kabupaten Pq:unungan
Bintang, Kabupaten Sarmi. Kabupaten Waropen, Kabupaten
Mamberamo RAYO. Kabupaten vapen, Kabupaten Kaimana,
Kabupaten Fakfak, Kabupaten Teluk Wondama. Kabupaten Tefuk
Bintuni, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Manol<u-ariSelatan
Kabupatcn Pegunungan Arfak. Kabupaten ~Iaybrat. KabupaIen
Sorong, dan Kabupaten RajaArnpat.

Waropen, Kabupaten
Kabupaten Kaimana,

Sarmi, Kabupaten
Kabupaten Yapen,

Bmtang, Kabupaten
Mllmi>eramo Ray.
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(2) Pengembangan ...

Pasal47
(1) Strutegl operaeionahsnsi perwujudan kawaaan pc:runtukan industri

sebagaimana dimaksud pada dalam pasal42 huru! e meliputi:

ft. mengembangkan kawasan pen::ntukan Industn pengclahan dan
industri jase hasil hutan, pertanian. peternekan, perkebunan, dan

perikanan yang ramah hngkungan serta mernperhatikan Kampung
Mps)'arakat Adar,

b. mengembangkun knwasnn perunrukan Industn pengolahan haetl
pertambengun mtnerc! serta minyalc dan gas bum. yang didukung

dengan pcnggunnan teknologi unggi, padat modal, dan pcngelolaan

limbah industri terpadu: dan

c. mcngembangkan kawasan pcruntukan indUAtri 3tang dilengkapi

prasarana dan sarana penunjang kegiatan mdust" berbasis mmgas.
dan adaptasi Mnea""

(4) Rehablbtasi kawasan pcruntukan penambangan mineral dengan

memperhatikan daya dukung dan day" tampung bngkungan bidup
sebagannana dimaksud pada ayat (II huruf c dilalcukan pada kawasan
peruntukan pertambangan mineral di Kabupaten K~rom. Kabupalcn

dayapure, Kabupaten Sarrm, Kabupaten Pegunungan Bmtang. Kabupaten

Yahukuno, Kabupatcn Mnmberamo Raya. Kabupa,en weropen.
Knbupaten Kepulauan Yapen. Kabupaten Marnberamo Tengah, Kabupaten
Tohkara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Intan
.Jaya, Kabupaten Nabire, Kabupaten. Paruur, Kabupare:n Dogi}'ai:.
Ka.bupaten Munika. Kobupaten Kaimana. Kabupaten ~lanon'ari.
Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten l'egunungan Arfak,

Kabupaten fakfak, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten
BovenOigoel.
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b. rnelestarrkan ..,

11 t Stratcgt operaSIO"Q11~.15J perwujudan kawasan peruniukan panwisata

sebagairnana dimaksud pada daJam Pas.,142 huruf f rnehputi:
a. melcstarikan dan mengembangkan kawasan pc:runtukan pariwrsata

berbasiskeumkan budayadan I(dmpung Masyarakat \dat.

PasaI 48

(3) Pengembangan kawasan peruntukan mdustn pengolahan ha."
pertambangan mineral serta rninyak dan gas bumi vang ctidukung dencan

pcngguna an teknotogi unggi, padat modal, dan pcngelotaan limbah

industri terpadu sebagarmana dimaksud pada ayat (I) huruf b dilakukan

pada kawasan peruntukan industri dr Kabupaten Mlmlka' Kabupatcn

Teluk Bmtuni. dan Kabupatcn .Jayapuru
(4) Pengcmbangan kawasan peruntukan mdustri yang dikngkapi prasarana

dan )',,1rllna pcnunjang kegiatan industri berbasis n11tll(t15i dan adaprasi

bencnnu scbagasrnanu dimaksud peda avai (1) huruf e dtlakukan pada

kaWd"lII peruntukan mdustn di Kota -Jayapura. Kola Sarong, Kabupaten

\ltmika, Kabupaten Rlak Numfor, Kabupatcn :'<ablrc. Kabupaten Fakiak.
Kabupaten Meraukc, Kabupatcn Teluk Bmturu, dan Kabupatcn

Mambcramo Raya.

rarnaIt lingkungan sertn mempcrhaukan Kampung Masyarakat Adat

sebagairnana dimaksud pad" ayat (I, huruf a dilakukan pada kawasan

peruntukan ondustn di KOlaJayapura, Kota Sorong. Kabupaten Mimilca.
Kobur~lIcn BUlk :'Vumfor, Kabupalcn );abirc, Kabupaten Fakf..k.
Kabupaten Mcrauke, Kabupaten Teluk Bill tUOJ , dan Kabupatcn
Mamberamo Raya.
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Kawasan ..

antarakawasan pariwisata dan kawasan perkotaan nasional,
(2, I)cles[arja~ dan pcngcmbnngan kawasan peruntukun pariwisata berbasrs

keunikan budaya dan Kampung Masyarakat Adat scbegaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf 0 drlakukan eli Kawasan Sorong dan Sekitarnya,

Kawasan Teluk Bltltun, dan Sekitarnya. Kawasan \Ianokwan dan

Sekitarnva, Kawasan ""gunungan Fakfak-Kurnafa dan Sekrtarnya,

Kawasan Teluk Cendrawasih dan Sesnarnya. Kawasan Biak dan
S('ki1.arn_)-a,Kawasan Scrui dan Sckitarnya, Kd\\i;.i!"c.tn .Jayapura Kota dan

Sckitarnva, Kawasan Sen ian I dan Sekitarnva, Kawasan Wamcna dan

Sckitarnya, Kawasau Timika Lorenzt dan Sckitarnva. Kawasan AgnLS

Asma; dan Sekitarnvu, COR'orAlam Peaunungan Wayland dan Sekrtarnya.
dan Kawasan wasur-xterauke dan Sekitarnya,

(3) Pelcstarian dan pengcmbanaan kawasan peruntukan eko...isata dan
""Is.ctlft baban yang dldukung ketersediaan prasarana dan sarana

panwrsaia scbagaunann dimaksud pada ayat {I, huruf b dilakukan di

kawasan Sorong dan Stkllam~"a. Kawasan Raja Ampal dan Sckitarnya.
Kawasan Waigeodan Sekrtarnya, Kawasan Teluk Bmruru dan Sekitarnva.

Kawasan Manokwari don Sekitarnya, Kawasan Pcgunungan Fakfak

Kumafa dan Sekn.u-nyu. Ka\\"'asanTeluk Cendrawasih dan Sekuarnya.
Kawasan Biak dan Sckitnrnya, Kawasan Supiori dan Sekuarnya, Kawasan

serui dan Sekuarnya, Kawasan ~umfor dan Sekitarnya, Kawasan

Ja~apura KOla dan Sekuarnya, Kawasan Scntam dan Sekuarnya.

Kawasan Wamena dan Sekitarnva, Kawasan Ja~'a\\ijaya dan Seknarnya,

parrwisataketcrkauanmerungkatkanc

b melestarikan dan rncngembangkan kawasan pc:runtukan ekcwisata

dan wisata bahara)'anl( didukung kerer-ediaan prasarana dan sarana

parrwisara: dan
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b. mengintegrasikan ..

Pasal49
(I) Stratcgi operasionahsasl perwcjudan kawasen peruntukan permuktman

sebagairnana dimaksud dalam PasaJ 42 nUNrg meliputl:
Q. meningkatkan kuallti\s dan/atau kuanutas prasarana dan saTaDa

dasar di Kempung ~1as.\·ardkatAdar;

dengan PKWBade, PKWMuting. dan PKW~Ieraukc

Kawasnn Agats-Asmai dan Sekttarnya, Kawasan Paniai dan Sekitamya,
Cagar Alam Pegunungan Wayland dan Sekitamya, ",,_san WasUI
)Ierauke dan Sekilamya, Kawasan Onnau Sian dan Sekrtarnya, dan
Kawnsan Kimaam dan Sekitarnya.

(4) Pentngkatan keterkaitu n anrarkawasan panwisara serta ontaea kawasan
pariwrsata dan kawasan perkctaen nasrcnal sebagaimana drmaksud pada
ayal (I) hum! c dilakukan pada.
a. Kswasan Waigeo,Kawasan Sorong, dan Kawasan Raj" Ampal dengan

PKNSorong;
b. Kawasan Teluk Blntunl, xawaaan Manckwari, Kawasan Pegunungan

F4kfak Kurnafa,Kawa.an Teluk Cendrawasih dengan PK\\' Ayamaru.
PKW\Ianokwan, dan PKW I'akfa,k,

c. Kawasan Suprcri, xawasen N'umlor, Kawasan Serui, dan Kawasan

Bink dengan PKWBlak;
d. KOW!\9anJayapuro KOla, Kawasan JLlynwijaya. Kaw..rsan wamena.

Kawasan Sentani dengaa PKt'i Jayapura. PK\\' Arso, dan PK\\'

\\·8mena.

e. C(l~ilr AJam Pegunungan Wayland, Xawasan Pamar, Kawaaan

Trmika-Lorcntz, Kawn~an Agats-Asmal dengan PKNT:mika dan PK\V
Noblre; dan

f K4WI\$an Danuw lllan, Kawasan Kimaam. Kawasan wasur-eterauke
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Teluk __•

f. mengendalikan perkernbangan kawasan peruntukan permukiman di
decrah penyengga aerta di sepanjang jartngen jalan arte n primer dan
juringan jalan kolektor primer yang mengindikasrkan terjadmya
gejala perkotaan yoIOg menjalar (uri"'" sprawl);

g. mcngendalikan kawasan peruntukan permukiman yan~ berporensi
merusak (ung$i Kawasan Lindung dan lahan pertaruan pangan
bcrkelanjtttan;

h. rnengembangkan kawasan, peruntukan pennukiman dt Kawasan
l.lcrb41Rsan sebag..u beranda dcpan dan plnlu gerbang negera; dan

i. mcmberdayakan Knmpung Masyarakat Adal dalam pengelolaan
Kawasan Lindung.

(2) Pcningkatan kualitas dun/ atau kuanutaa prasarana dan aarana dasar d.
KampungMasyarakat Adut.sebagaimana dimaksud pads ayal (II huru! a
ddakukan pada Kampung Masyarakar Adal di Kabupaten Raja Ampal.
Kola Sarong. Kabupaten Sorong, Kabupaten Tambrau ..·• Kabupaten
~aybrut. Kabupaten Sorong SeJatan, Kabupaten~tanok\\'.ln.Kabupaten

b. mengmtcgraaikan Knmpung Masyar"kol Adat dalam pengembangan
serura prcdukst. kawasan pe:rkotaan nasional, serta prasarana dan
sarane wilayah,

c. mengembangkan dan reerchabdnasi prasarana dan sarana
pendidikan dan kesehatan untuk penlngkatan kuahtas aumber daya
manusia;

d. mengendalikan kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu
fung.. ruang trad... onal Ualur arwah dan tempal pennngj dan
kawasan berburu masyarakat adat,

e. mcngcmbangkan kawasan peruruukan permukiman berbasrs
mitlgasi dan adaptasi bencana unruk meminimaJkan dampak

bencana;
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(41 PenRemhangan ...

Teluk Binluni, Kabupaten TeJuk wenetema, Kabupaten fakfak.
Kabuparen Kaimana, Kabupaten Nabire, Kabupaten Oociyai, Kabupatcn
Waropen, Kabupatcn Biak Numfor, Kabupaten Kepulauan Yapen,
Kabupateu Mambcrruno Rnya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Jayapura,
Kota .Jeyapura, Kabupaten Keerom, Kabupalen Pcgunungan Bintang,
Kabupaten Boven Digcet, Kabupatcn Mtrauke. Kabupaten Yahukimo.
Kabupaten Yalimo. Kabupaten \lambtramo Tengah. Kabupaten
JayaWljnya. Kabupaten Tohkara, Kabupaten Lanny Jaya Kabupaten
Puncuk Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Intan Jaya. Kabupaten
Paniai, Kabupaten Deiyai, Kabupatcn Mimika, Kabupaten Asmet, dan

KabupatenMappL
(31 Pengmtcgras,an !\ampung Masyarakal Adat dalam pengembangan sentra

produksi, kawasan perkotaan nasional serta prasarana dan sa:rana

wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (II huruf b dilakukan pad.

Karnpung Masyarakat Adot di Kabupaten Raja Ampat, Kota Sorong,

Kabupaten Sorong. Kabupaten Tambrauw Kabupatc!n MaybraL

Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Manokwan. Kabupalen TeJuk
Bintum, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten l'akfak, Kabupaten
Kaunann, Kabupatcn Nabire, Kabupatcn Dogiyai, Kabupaten Waropen,
Kabupaten Biak Numfor, Knbupatcn Kcpulauan Yapen. Kabupaten
Mamberamo Ray... Kabupaten :Saruu. Kabupaten J6)'apura, KOla
Jayapura. K..bupaten Keerem, Kabupaten Pcgunungan Bintang.

Kebupaten Boven Drgcel, Kabupaten Merauke, Kabupaten Yahukimo.

Kabuporen Yalimo. Kabupaten Mamberam() Tengah. Kabupaten
Jay"w'Jnya. Kabupaten Toltkara, Kabupaten l.anny JaYd. Kabupaten
Puncak Jaya. Kabupaltn Puncak, Kabupaten Inten Jara. Kabupaten

Panuu. KlihupateD Detyai, Kabupaten Mtmika. Kabupaten '\"""'l. dan
Kabupaten Mappi.
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Kabupaten _..

sebagairnana dimaksud pada ayat til buruf c ~ pada kawasan
peruntukan permukiman di Kabupatcn Raja Ampal. Kota Sorong.
Kabupnten Sorong, Kabupaten Tambrauw, Kabupaien Maybrat.
Kabupalcn Sorong Sclatan Kabupalcn Manokwari, Knbupaten Tduk
Bmtum, Kabupaten Teluk Wandama_ Kabupatcn Fakfak. Kabupaten
K"""ana, Kabnpaten :'Iawe. Kabupatcn DogJyai. Kabupaten warepen,

Kabupaten Siak Numfor. Kabupaten Kepulauan Yapen. Kabupaten
Mambemmo Raya, Kabupaten Samu. Kahupal.n Jayapura. Kota
Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupnten Pegununcan Bintan~.
Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Merauke, Kabupat<n Yabukimo.
Kabupaten Yalimo. Kabupaten \lamlxnlmo Tengah, Kabuparen
Jayawijaya, Kabupaten Tolikara. Kabupaten Lanny Jaya Kabupaten
Puncak Juya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Intan Jaya. Kabupaten
Paniai, Kabupateu Delyal, Kabupaten ~1imlka.Kabupaten Asmat, dan
Kabuparen Mappi.

(5) Pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu f.uagsi
ruang tradisiona! (jalur arwah dan tempat penting] dan ka\\'asan berburu
masyarakat adat sebagaimana dimakaud pada ayat {I) hurnf d dilalrukan
pada Kampung Masyarakm Adat eli Kabupaten Raja Ampat, Kata Sorong.
Kabupaten Sorong, K",bupat~ll Tambrnu\\·, Kabupatcn t.taybral.

Kabuparen Sorong Selatan, Kabupaten Manoklrnri, Kabupaten ~eluk
Bmruru. Kabupalcn Teluk Wondama. Kabupaten F'akfak. Kabupaten
Kaimunn, Kabupaten Nnbire, Kabupaten Dogtyai, Kabupaten Waropen.

Kabupaten Biak Nurnfor, Kabupaten Kepulauan Yapen. Kabupaten

l\Jarnlx:ramo Raya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Jayapura. Kola

Jayapura. Kabupatcn Keerom, Kabupatm Pegunungan Bintang,
Kabupaten Boven Drgoel, Kabupaten Mcrauke, Kabupaten Yahukimo.

rehabllitasi prasarenc dan sarana pcndidikan dan
peningkatan kuahtas sumber daya manusia

(4) Pcngembangan dan

kesehatan untuk
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18)""ngendalian ...

Kabupaten Yaltmo. Knbupaten Mnmberamo Tengah. Kabupaten
Jayawijnya. Kabupaten Tolikara. Kabupaten Lanny Ja~'D. Kabupalm
Punca!< Jaya. Kabupatcn Puncak, Kabupaten Intan JIl)71, Kabupaten
Pamai, Kllbupaten Del)'al, Kabupaten Mrmika, Kabupatcn Asmat, dan
Kabupaten Mappi.

(6) Pcngcmbangsn kawesen peruntukan permukiman berbasis mitigasi dan
adaptas: bencana untuk menununaJkan darnpak bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (I t buruf e dilakukan di:
a. KOls.Jayapura. Ko", Arso, KOlaWamena Kota Sarma, Kota Nabtre,

Koto Fakfak, don KotA Manckwan berbasis mitigasi bencena longsor:
b. Kota Jayspura, Kola Biak, Kota Sru'rni. dan Kcta Merauke berbasrs

millga'i bencana gelombangpasang;
C, KOla -Jayapura. KOla Arso, dan KOla Merauke berbasis miugass

bencana banjir:
d. KOla Sorong. Kola JU)'t-lPllTa. KOtil Nabire, Kota Sarma. Kota Biak.

dan Kota Merauke berbasis mitigasr bencana gempa bUmi

c. KOh' Sorong. KoUi ~I..nokwan. KOla Ja}'apura. Kota Arso, Kola
Sanni. Kota wamena. dan Kota Nabrre berbasis mltlgasi bencana

gerakan tanah: dan
r. Kotu Sarong. Kota Manok\\-'ari. Kota .Jayapura. KOla Nabire, Kota

Sarrru, dan Kota BUlk berbasis mluga~lbe.ne:ana tsunami dan abrasr.

171 Pengendalian perkembangan kawasan peruntukan permulaman di daers..h
pc:n}'Mgga serta dr $cp.;\ojang jarmgan jaJan arlen pruner dan jarmgan

jalan kolektor primer yang mengindikaaikan terjedinya gcjala perkotaan
yang menjnlar (urban sprawQ sebagairnana dtmaksud pada "yat (11buruf f
dllakukan <Ii KOla .Jayapuru, KoG>Sorong KOla Timika. Kora Sanm. KoUl

Biak, Kota tttano~·a.n.KOld Ayamaru, KOla Fakfak, KOla Xabire, Kota
Warnen a, Kota Bade. Kot ... "-1lttmg. dan KOla xterauke.
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PasaJ 50

(8) Pengendallen kawasan pennulciman yang berpotensi merusalc rungsi
Kaw",..,n Lmdung dan laban pertaman pangan berkelanjutan

sebagaimana dimaksud pada ayat (I) hUru! g diJakukan di sekitar KOla
.Iayapura, Kota Sarong, Kota Timika, Kota Sarmi, Kota Biak, KOla
Manok\vori, Kota Ayamaru, Kota Fakfak. Kota Nabire, Kot" \Vamena. KOla

Bade. Kota Muting. dan Kola ~!f!rauke.

(9, Pengembangan kawasan perunrukan permukimen <Ii kawe...., perbatasan
negara sebagai berandu depan dan pmtu gerbeng negara sebagaimana

dirnakaud pada ayai (1) huru! h dilakukon di Kota .Jayapura, Kota Tanab

Mer-ah. dan Kota ~1et'"duk(".

(10, Pemberdoyaan Kampung Masyarakat Adat dalam pengdolaan kawasan

lindung sebagaimana drmuksud pada ayat (I, buru! I cWakukan pada

kawasan Kampung ~10s~'ArakatAdal dl Kabupaten R&,ja Ampat, KOla

Sarong. Kabupaten Sarong, Kabupatcn Tambrauw, Kabupnten Maybrar.

Kabupnten Sorong Setatan. Kabupatcn Monok\\·ari. Kabupaten Tcluk
Bintuni Kabupaten T.luk Wondama. Kabupatcn I'ak!alc:.. Kabupaten

Kaimana, Kabupaten Nabire. Kabupaten Dogiyai. Kabupat.n Waropen

Kabupatcn Biak Num!or, Kabupaten Kcpulauan Yapen, Kabupaten
Memberamc Reya, Kabupaten SanTII. Kabupaten .Iayapum, Kola

Jayapuru, Kabupaten Keercm. Kabupaten I'<:gunungan Bintang.
Kabupaten Boven Dlgco), Kabupalen Merauke, Kabupaten Yabukimo.
Kabupaten Yalimo, Kabupaten Mamberamo Tcngah, Kabupaten

Jayawija,ya. Kabupaten Tohkara, Kabupaten lanny Jaya. Kabupaten
Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten lntan Jara. Kabupatcn

Pamai. Kabupaten Oelyai. Kabupaten ~hmika. Kabupalen Asmar. dan

Kabupaten Mappi.
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a. mengembang)<an ...

(I) Strategi operasicnahsast perwujudan pc:ngembangan Ka,,--ssan ..\nda1an

dengan sektor unggulan kehutanan sebagaimana dtmaksud dalam Pasal

51 ayat (3) huruf a mehpuu:

Pasal52

Pas.al51

(It Kawasan budi daya yang mernihki nilai strategts na-nonal sebagaimana
dunaksud dalam Pasdl 42 yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi

kawasan dan \\iJayah di sekitarnya serta mendorong pemerataan
perkembangan wJlal'ah mcrupakan kawasan andalan.

(21 Kawasan Andalan sebagarmana dunaksud pada ayat (II terdrri atas

Kawasan Andale" dengan sektor 'unggulan kehutanan, pertanian.

perkebunan, perikannn, pertambangan. industri, dan parrwrsata.
(3) Strategi operasionalisns! perwujudan Kawasan AndaJan scbagaimana

dimaksud pacta ayat (2) terdiri atas strategi cperasronahsasi perwujudan:
a. Kawasen Andalan dengan sektor UDggulan kehutanan;
b. Kawasan Andalan dengan selaor unggulan pertanian,
c Ka9.'3.SaJl Andalan dengan sektor ungguJan perkebunan:

d. Kawasan Andale'" dengan sektor unggulan perikanan;
e. KawasanAndalan dengan sektor ungguJan pertambangan;
f. Kawaaan Andalnn dengan sektor unggulan indLlslri; dan

1;. Kawasan Andalan dengan sektor ungguJan panwisate.

Strategi operasionalisasi perwujudan KawasanBum 04)'8 )'ang memi.lila mlaJ
srrategis nasional di Pulau Papua. seeara lebih rinci tereanrum detem
Lumpirnn n.B yang merupakan bagian tidal< terprsahkan dari Perawran

Presidt:f'l ini.

Pasal50
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d. Kawasan _.

a, mengembangkan ka\vasan untuk kegiatan kehutanan. keg:i.llt.ttin

mdusrrt pengolahan dIU! mdustri jasa haall hutan, permukirnan,
serta didukuug prasarana dan sarana; dan

b. meningkatkan keterkanan antara Kawasan Andalan dengan sektor

unggulan kehutanan dan kawasan perkoraan nasional scbagai pusat
pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke
dan dari pelabuhan.

12) Pengembangan kawasan untuk kegiatan kehutanan, kegiatan industn
pengolahan dan industrt Jas" hassl hutan, permukimar., serta dldukung

preearena dan s irana sebagaimana dimaksud pada a)-'at 1~ hl.U'Uf a

dltakukcn di Kowesen Andalan Sorong don Sekuarnya, Kawasen Andalun
Timika [Tembagapura] dan Sekitarnyn. Kawasan AndaJan BiaI< dan

Seknarnya, Kawasan Andalan \fam~ramo-[.<,reh """yapural dan
Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Merauke dan Sekrtarnya.

(3) Penmgkatan keterkaitan antara Ka'Aasan Andalan den.ta.n sekree
unggulan kehutanan dan kawasan perkotaan n. .sronal »cbogal pU... ·

pengernbangan Ka\vasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan
dan petabuhan sebagaimana dimalesud pada ayat (II buruf b dilalrukan
pada:

a. Kowasan Andulen Soroeg dan Sekitnrnye dengcn PKN Sorong dun

PKW Ayamaru yang terhubung dengan ak:se. ke dan dan Pelabuhun

Sorong dan Pelabuhan ·\Tar
b. Kawaaan Andetan Timikn (Tembagapura] dan Stlotamya dengan PKN

Timiknyang terhubung dengan ekses ke dan dan Pelabuhan
Pomuko I dan II dan Pelabuhan Amamapare

c. K(1wason Andalan BIIlk dan Sekitarnya dengan PKW Biak yang
terhubung dengan akses ke dan dan Pelabulwn Biak:
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13) Peningkatan

Pasal53
(1) Strotegi opcrasionaltsasl pcngembangan Kawasan Andalan dengan sektor

unggulan pertanian sebagaimana dunaksud dalam 1"..... 1 5 I ayal (3)
hurut b dilakukan dengan;
a. mengembangkan kawasan untuk kegratan pertaman kegiatan

indusrri pengotahan clan industri JaM hasil pertarnan, permukiman,
serta didukung prasarana dan sarana: dan

b. mcningkatkan kelerkailan antara lWwasan Andalan dengan sddor

unggulan pertanian dan kawaaan perkotaan DasJOnaJ sebagai pusat
pcngembangan Kawasan Andalan yan, rerhubung dmgan akses ke
dan dari pelabuhan dan/alau bandar udara.

(2) Pengembangan kawusan untuk kegiatan pertanian, kegiatan indu.tri
pcngoluban dan indu~tn jasa ha.sll pertanian, pcnnukiman. scrta

didukung prasarana dan sarana sebagairnana dimak.ud pada ayat (II

hum! Q dilakukan dl Kawasan And aIan Bintuni, Kav.-asan Andalan
Fakfak [Bomberui] dan Sekitamya, Kawasan Andalan Tlmika

[Ternbagapura] dan Sekitamya. KawasanAndalan Nabire dan Sekuamya,
Kawasan Andalan ~Irrauke dan Sekitamya. 1\av."a!l8n Andalan

MambcramcrLereh lJayapura) dan sekrtarnya, serta Kawa:.an Andalan
Wamc:nn dan Sekitamya

d h:.t\\'J'\C\fl And..,1.1I1 ~1~rllbt::r..uno-Ll'r~h~Ja~"apuraldan Sekrtarnva

<!,,·ngIU1 PKN .Javapurn, PK\\' SanDI. dar; I'J\\\P Arso )"M~terhubung

denzan akses ke dan dari Pelabuhan Ja~japura. Pelabuhan Dcpaprn

Pelubuhan DenILJ. cr.\n I.)elabullan S.,rml dan

C. Kawaean Andalan Merauke dan Sekitarnya dengan PKW~lerauke
dan PKWBade vang terhubung dengan akses ke dan dan Pelabuhan
Merauke, PC"lahuh I.Jl :\g.al~dan Pet.bul ..,.Bade.
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"

a. mengembangkan

PasaJ 54
,1) Strategi operasionalisasi perwujudan pengembangan Kawaaan Andalan

dengan sektor unggulan perkcbunan sebagaimana dimaksud dalam pasal
51 eyat (31huruf c melipuu:

(31 Pemngkatan keterkaitan antara Kawasan Andalan dengan sekter
unggulan pertaruan dan kawasan perkotaan nasional sebagai PUUl
pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses 1«: dan
dan pelabuhan dan 'ataU bandar udare sebagaimana dunaksud pads
ayal (I) hurufb dilakukan pada:
a. Kawasan Andatan Bmtuni dengan PKWManokwari yang terhubung

dengan akses leedan dari Pelabuhan Manokwari. Pelabuhan Bintuni
Pelabuhan Wasicr, dan Pelabuhan windesr.

b. Kawasan Andalan Fakfak (Bom1x:rOl)dan Sekuarnya dengan PKW
Fakf(\k ynng terhubung dengan akses lee dan dari Pelabuhan
K3imana dan Pelabuhan Fakfak;

c. Kawasan Andalan Tirmka [Tcmbagapuraj dan Scknamya dengan
PKNTtmika yang tcrhubung dengon akses kc dan dan Pelabuhan
Pomako I& IIdan Pela ,uh.; Amamaeare:

d. Ka\\'a$8J1 Andalan Nabue dan Seknamya dengan PKW Nabire )'ang
terhubung dcngan akt(('$ ke dan dan Nabirr-y'reluk Kiwt, Petabuhan
\\tas)('ga. dan Pt..labuhan Waren:

e. Kawasan Andalan Mer.uk~ dan 5ekttarnya dengan PI(\\' Merauke
yang terhubung dengan akses ke dan dan Pelabuhan Merauke,
Pel-rbuhan ,'\gOt!;. dan l"cJ.,t)uhan 6 ..u-lt<;

f. Kawasan Andalan Mamberamc-Lereb (Jayapural dan sekitamya
PKN.Jayapure. P,,"\' Sarmi, dan PKWArso yang terhubung dengan
nkses kc d~n dnri Petobuhue Jayllpuru dalam saru ~i~'C'mdengan
Pelnbuhan Dcpapre dan Pelabuban Sarrm; dan

g. Kawasan Andalan Wamena dan Sekitarnya dongan PI,\\ Wamcna
yang tcrhubung dcngan akses kc don dati Bandar Udara Warnena.
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d Kawasan ..

a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan perkebunan, kegiatan
industn pengolahan dan industrt )U& basil perkebunan,
pcrmukiman, serta didukung praearaee dan earana: dan

1,. rnerungkatkan kcterkeuan entarn Kawasan Andalan dcngan sektor
unggulan perkebunan dan kawasan perkotaan nasiona; sebegar
pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan
akses ke dan dan pelabuhan d~" 'atau bandar udera.

(2) Pengembangan kawaean untuk kegtatan perkebunan, kegiatan industn
pcngolahan dan ltldu5tri jasa ha!!lil perkebunan, permukiman. eerta
didukung prasarana dan sarana sebagairnana dlmaksud pada a}-al III
huruf a dilakukan ell Kawasan Andalan Binruru dan Sekilam}'ll. Kawasan
Andalan J""kfak (Bomberall dan Sekuarnya, Kawasan Andalan Timika
ITembagapural dan Seknamya. Kawasan Andalu" Boakdan Selotarnya.
Kawasan ...ndalan Nabire dan Selau-mya. Kawa....n Anda.an Mamberamo
Lereh (Jayapuraj dan Sekrtarnya, Kawasan Andalan Wamcna dan
Sekitarnyo, serta Kawasan Andnlan Merauke dan Sekitarnya

(3) Peningkatan keterkaitan antara Kawasan ,\ndalen dengan sektor
unggulan perkebunan dan kawasan perkotaan nasional ..,bagai pusa:
pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan ekses ke doIn
dari pelabuhan danj atau bandar udara sebagalmana dimaksud pads ayat
III huruf b dllakukan pnda:
a. Kaw,,",," AndaJan Bmturu dan Sekitamya dengan PKW\lanokwari

yang ecrhubuug dengan exeee ke dan dan Pclabuban ~tanok'\o\·.n
dalam sntu sistern denganPelabuhanBinlunl Pelabuhan \Vasior. dan
Pelabuhan Windeat;

b. Kawl.. "n And..lan Fakfak ,BomwaiJ dan Sekaarnya dengan p;rn'
Fakfak yang terhubung dengan akses lee dan dan Pelabuhan
Kaimunn dan Pelabuhan Fakfak:

c Kawasan AndaJanTlmika (fembagapural dan Sekrtarnya dengan PKl'
Tirrukayang terhubung dengan akses ke dan danPelabuhan Pomako
1dan 11dalam satu aisrerndengan Pelabuhan Amamapare;
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Andalan ...

Pasal SS
(I) Strategi cperasionalisasr perwujudan pcngcmbangan Kawasan Andalan

dcngan sektor unggulan perikanan scbegaimana dimaksud dalam PaMl1
51 ayat (3) huruf d mehputi:
B. mcngembangkan kawasan untuk kegiaUln perikanan, kegiatan

induslri pengolahan dan induatri jasa basil perikanan, pcrmukunan.
serta didukung prasarana dan sarona: dan

b. mcrungkatkan keterkaltan antill'" Kawasan Andalan dengan sektor
unggulan perikanan dan kawasan perkctaan nasiona1 sebagai pusa;
pengcmbangan Kawaaan Andalan yang terhubung dengan akses ke
dan dari pelabuhan dan/atau bondar udara

(2) Pengembangan kawasan unruk kegiatan penkanan. kegJatan indUSlri
pcngolahan dan mdu.lrl jasa 1\0,11 peril<anan. perrnukiman, scrta
didukung prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat II)
huruf a dilakukan di KawasanAndalan Bintuni dan Sekltarnya, Kawasan

d Kawaaan Andalan Biak dart Sejdrarnya dengan PKW Biak yang
terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Sial<;

e. Kawasan Andalan Nab,,-e dan Sekitarnya dengan PI\,\\' Nabire yang
terhubung dengan nkses ke dan dari Pelabuhan Nc.lbirt"/TclukKi""1,
Pelilbllh;)r, \Vapnf(~1dun Pch_1bu~I~U1Waren:

t. Kawa.an Andalan Mamberamo-Lereh lJayapUTa) dan Sekitarnya
dengen PKN Jayapura, PKWSarmi, dan PKWArso yang terhubung
deng ..in akses ke dun dari Pelubuhan .Javupura, Pelabuhun Depapre
dan Petubuhan [)c:mt. serta Pel.tbuhan Sarmi;

g. Kawasan AndaJan wemeea dan Sekitamya den~an PK"" \\"amcna
yang terhubung dengan akses ke dan dan Bandar Udara Wamen .. :
dan

h. xawasen Andalan Merauke dan Sekitarnya dengan PI\"" Merauke
yang terhubung dengan akse. ke dan dari Pelabul\an Merauke,
Pclabuh.rn Agars d.•n Pelabuhan Bade,
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e. Kawasan '"

Andnlnn Fakfak (Bombersi) dan Sekitamya, Kawasan Andalan Sorong dan
Selotamya, Kawasan Andalan LaUI Raja Ampat-BU1tuni, Kawasan
And.l ..n Biak dan Scknarnva, Kawasan Andalan ~Iamberamo-u, reh
(Ja)'apura) dan Sekrtarnya, Kawasan Andalan Timika rrembagapuraj dan
Sekttarnya, Kawesan Andnlan Merauke dan Sekitarnya, K(\\\'asan AndaJan
Laut Teluk Cendrawasih-Biak, serta Kawasan Andalan Laut .Jayapura
Sartm dan Sekitarnya,

(3) Penmgl<atan keterkaitan antara Kawasan AndaJan dengan sektor

unggulan perikanan dan kawasan perketaan naaiorral sebagai pusat

pengembangan Kewasan Audatan yang ierhubung dengan akses ke dan

dari pelabuhan danj atau bandar udara sebagaimana dunaksud pada ayat

(1) hurur b diJakukan dr:

a. Kav..asan Minapohtan xtereuke untuk KawasanAndalan ~terauk.e

dan Sekitamya dengan P~"VMerauke yang terhubung dengan aleses
ke dan dari Pelabuhan Merauke dan Bandar Udara Mopah;

b. Kawasan Minapolitan Biale !Suwor untuk Kawasan AndaJan BUlk

dan Sekitamy" dengan PK\\- BUlk ynnl: terhubung dengan akses ke

dan dari Pelabuhan S.aledan Bandar IJdara Frans Kaiscpo;

c. K(\WQsan Minapohtan KOla dayapura untuk Kawasan Andalan

Mamberamc-Lereh (Juyapura) dan Sekitarnya serta Kawasan

AJltl"lan Laut .Jayapura-sarmr dan ~klta.m)"a dengan PKN Jayapura,

PKWSanni. dan PK\\ Arso yang terhubung dengan ak"'" ke dan dari

Pelabuhan Jayapura Pelabuhan Dcpapre, Pelabuhan Oemta, dan

Pelabuhan Sanni serta Bandar Udara Semani:
d. Kawasan Minapohtan Raja Ampat untuk Kawasan Andalan Laut Raja

Ampat-Binruni yang terhubung dcngan akses ke dan dari Bandara
W",.a./Marinda;
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b. sentra ...

Pasal 56
II} Strateg. operasionahsasi perwujudan pengernbangan Kaw..""" AndaJan

dengan sektor unggulnn pertambangan sebago.mana dimnksud dalam
Pasal 51 ayat (3) huruf e melipun:
a. mengembangkan kawasan unluk kqs,.....tan sektor unggulan

pertambangan, kegiatan industri pengolahan pertarnbangan, lokasr
pembuangen loil"'9 dengen mcmperhatiknn daya dukung dan daya
tampung Imgkungan ludup. pennulaman, serta <lidukung prasarana
dan sarona; dan

b meningkotkan keterkaitan antara Kawasnn Andalan dengen sektor

unggulan pertambangan dan kawasan perkotaan nasional sebe""
pusat pengembangan Ka""""n Andalan yang terhubung dengan
.aksee kC"dan dan peJabuhan

(2) Pengernbangon kawasun unruk keglatan sektor unggulan pertambangan,
kegiatan mdustri pengclnhan pertambangan. lakasi pembuangan Ulili.JIg
dengan memperhaukan daya dukung dan deya tampunl' Iingkungan
hidup. permukiman, aerta didukung prasarana dan sarana sebagaimana

dirnaksud pada ayat (II huruf a cWakukandi:
a. sentra pertambangan minyak dan gas alam carr <Ii Kawasan Andalan

Bm1unl dan Seklrdm}·a., KaYo'u.n .-\ndalan Laut Raja Amp.at Btnruru,
serta Kawasan Andatan Sorong dan Sekitamya: dan

C, Kawaann Mlnapohtnn Sorong dan Kota Sarong untuk Ka"'a~an

AndaJan Sarong dan Sekitamya dengan PKNScrong yan., terhubung
dengan akses ke dan dan Pelabuhan Pomako I dan II dan Pelabuhan
Amamapare serta Sundar Udaro Mozes Kilangm: dan

f. Knwaean Minepchtan Kaunana untuk Ktlwasan AndaJan FaId'ak
(Bombers.) dan Sekuarnya ""rta Kawason AndaJan Bmturu dan
Selutarnya dengan PKWFaId'ak yang terhubung dengan akses ke dan
dar; Pelabuhan I'okfak.
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41 Kawasan _

b. sentra pertambangan mineral dr Kawasan Andalan Fakfak (Bombenu)
dan Sekrmmya, Kawaean AndaJan Nab.« dan Selotomya (Amn
Mos\varen, dan Lagarel, Kawasan Andalan LaU[ Teluk Cendrawasih
Biak dan Sekitarnya Kawnsan Andalan Timika (femb8gapura) dan
Sekuarnya. serta Ka"-awa.n Andalan :\tamberamo-Le-reh {Ja~'apu.raj
dan Seknerny a.

(3) Pemngkatan kclerkaitan antara xewasan Andalan dengan sektor
unggulan pertambangan dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat
pengembangan Kawasan Andalnn yang terhubung dengan ekses ke dan
dan pelabuhan sebagaimana dimaksud pactaayat j 11bUM b melipuu:
Q, sentra pertarnbangan minyak dan gas aJam cair- pada:

I) Kawason AndaJan Blnruni dan Sekitarnya d.ngan PKW
Manakwnri yang terhubung d~nRan akses k. dan dan
Pclabuhan Manokwan dan Pclabuhan Bmturu;

2) Kawasan AndaJan Laut Raja Arnpat Binrun; dengan PIC'>Sarong
yang terhubung dengen akses ke dan dan Pelabuhan Sarong.
dan

3) Kawa."n AndaJan Sarong dan Selutamya deng;>n P!OI Sarong
yang terbubung dcngan ckses ke d3n dati Pelabuh.~nSorcng.

b sentra perta.mbangan mineral pada:
1) Kawasnn AndaJan I".kfak [Bornberail dan Sekuarnya dengan

PKW Fakfak yang terhubung dengan akses ke dan dan
Pelabuhan Kaimana. dan Petabuh.an Fakfal<;

2) Kawa...n Andalan :-;ablre dan Seknarnya (Aran Moswaren. dan
Lagare] dengan PKW l'ab>re yang lerhubung dengon akses ke
dan dari Nabire/Teluk Kiwi, Pctabuhan Wapcga. dan Pelabuhan
Waren:

3) Kawnsan i\ndaJan Laut Teluk Cendrawasth-Biak dan Sekitamya
dengan PKW Biak dan P!o.'\\ Nab". yang terhubung dcngan
akses ke dan dan Pelabuhan Biak dan l'Oabire/Tcluk KIwi dalarn
satu .IMlem dengan Pelabuhan WOpOg., Pclabuhan Waren.
Pelabuhan Oawai. dan Pelabuhan Serui;
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13) Peningkatan

(11 Strutf!!; operaslcnahsass perwujudan pengembangan Kawasan AndaJan
dengan sektor unggulan industri sebagaimana dimaksud dnlam Pasal 51

llyn< (3) huruf f mehpuu:

a mengembangkan kawasan unruk kegiaten mdustn )"ang berdaya

saing, ramah hngkungan. padat modal, padat karya, dan bertnlar
tarnbah tinggt, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana.

dan

b. meningkatkan keterkaitan antara I(.a\\'asan Andalan dengan senor
unggulan mduern dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat

pcngembangnn Kawasan Andalan yang terhubung dcngan akses kc

dan dari pelabuhan danl alau bandar udara.
(21 Peegembangan k.I\\d.Sail UJltuk kegiatan tndustn yang berdaya 5a.Jnl ..

ramah lingkungan. padat modal, padat karya, dan berrulai tambah unggs.

permukiman. serta cUdukung prasarana dan sarana sebagaimana

drmaksud pad" "yal 11) hutuf a meuputl Kawasan Andalan Fakfak

IBomberai) dan SekJtamya, Kawasan Andalan Sorong dan Sekitarnya,

Kawa.an Anclalan Timika [Tembagapuraj dan Sekitarnya, Kawasan
AJ1d£llan Biak, KawasanAndalan .Mamb<:ramo-Lereh (Jayapura) dan

Sekuarnya. eerta Kayvasan Andl:llan Merauke dan Sekstarnya.

Pasa! 57

41 Kawa•• n AndaJan Timtka (Tembagapura, dan Selotamya dengan
PKN Ttmika yang terhubung dengan akses ke dan dar!
Pelabuhan Pornako I don II dan Pelabuhan Amamapare; dan

5) Kawasan AndaJan Mamberamo-Lereh (Jayapura) dan Seknarny ..
dengan PK.~ Jayapura dan PKWSanni yang terhubung dengan
akses ke dan dart Pelnbuhan Jllj,,.pura. Pelabuhan Depapre,
Pelabuhon Dernta, don Pelabuhan Sarmt,
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a. mengembangkan ...

Pasal58
(I) Strategi operasionalisasi perwujudan pengcmbangan Kawasan And••lan

dengan sektor unggulan pariwisata sebagaunana dimaksud daJam Paw
51 ayat (3) huruf g mchputi:

(3) Peningkatnn keterkauan antara Kawasan AndaJan dengan sektor
unggulan industri dan kawasan perkotaan nasional sebagai pUAAt
pengembangan Kawasan AndaJan yang terhubung dengan akses ke dan
dan pelabuhan dan/atuu baodar udara sebagaimana dimaksud pada ayat
(I) huruf b pada:
11 Kawasan Andalan Fakfak (Bombenu) dan Sekitarnya dengan PI·:W

Fakfak yang terhubung dengan akses ke dan dan Pelabuhan
Katmana dan Pelabuhan Fakfak;

b. Kowasnn Andalan Scrcng dan Sekitarnya dengan P,,'WSorong dan
PK'.VAyamaru yang terhubung dengan akses ke dan dan PeJabuhan
Sorong dan Pelabuhan Arar serta Bandar Udara Domine Eduard
Osok;

c. Kawosan Andalan Timika [Tembagapura] dan Sekitamya dengan P"'N
Timika yang terhubung dengan akses ke dan dan Pelabuhan Pomako
I dan II dan Pelabuhan Amamapare dan Bandar Udara Mozes
Kilangin:

d. Kawasan AndaJan Bial<dengan PI\'\\' Brak yang terhubung denean
akses ke dan dan Pelabuhan Brak dan Bandar Udara Frans Kaisepo;

e. Kawasun Andalan Mamberamo-Lereh (Joyapura) dan Sekitamya
dengan PKN Jayapura, PI\'WSarrni, dan P"'W Arso yang terhubung
dengan akses ke dan dan Pelabuhan Jayapura, Pelabuhan Oepaprc,
dan Pelabuhan Sarmi; dan

r. Kawasan Andalan Merauke dan Sekitarnya dengan PKW ~Ieruuke
yang terhubuog dcngan akses ke dan dan Pelabuhan ,Meraukc dan
Bandar Udara Mopah.
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d. Kawasan •

(I. mengernbangkan kawasan untuk kegiatan pariwisata berbasis eagar
budayn dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, kegoa",n
pendukung partwrsata, permukirnan, serta didukung prasarana dan
sarana: dan

b. meningkatkan keterkaitan antara Kawasan AndaJan dengan scktor
unggulan pariwtsata dan kawasan perkotann nassonal sebagai pusat
pengcmbangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke
dan dan pelabuhan dan/atau bandar udara.

(2) Pengcmbangnn kawasan untuk kegiatan pariwisata berbasis eagar budaya
dan ilmu pengctahuan, bahan, ekowtsata kegtatan pendukung
panwisata, permulrunan, serta didukung prasarana dan sarana
sebagaimanu dimaksud pada ayat II) huruf a dllakukan di Kawasan
Andalan Biak dan Sekitarnya. Kawasan Andalan Timika rrembagapurlll
dan Sckitamya, Kawasan Andalan Laut Raja Ampat-BIllruni, KawllS8n
AndaJan Laut Teluk Cendrawasih-Biak dan Sekitarnya, serta Kawasan
Andalan Laui .Jayapura-Sarmi.

(3) Peningkatan keterkaitan antara Kawasan Andalan dengan ocktor
unggulan pariwisata dan kawasan perkotaan nasionaJ sebagai pU~l
pcngembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan
dar; pelabuhan dan/atou bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat
11)huruf b dilakukan pada.
a. Kawasan Andalan Bial< dan Sekitarnya dengan PKW Bial< yang

terbubung dengan akses kc dan dan Pelabuhan Biak dan Bandera
Frans Kaisepo;

b. Kawasan Andalan Timika rrcmbagapura) dan Sckitamya dengan PKX
Timika yang tcrhubung dengan akses ke dan dari Pclabuhan Pomako
I dan II clan Bandar Udara Mozes Kilangin;

c. Kawasan AndaJan Laut Raja Ampat-Bintum dengan PKNSorong yang
terhubung dengan a.kscs ke dan dati Pclabuhan Sorong dan
Pclabuhan Arar, serta Bandar Udara Domine Eduard Osok dan
Banda,' Udara W.... ai/Marinda;
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(4) lndikasi

PasaI 60
III Arllhan pemanfaatan ruang Pulau Papua merupakan acuan untuk

rnewujudkan struktur ruang dan pola ruang Pulau Papua sebagai
perangka; cperaaionnl RTRWN di Pulau Papua.

(2J Arahan pemanfuatnn roang Pul ..\u Papua terdm alas:
a. Indika$l ProiUanl utama:
b. indikasi sumber pendanaan;
c. indikasl mstansi pelaksana: dan
d. indikasi waktu pelaksanaan

131 Ind.kasi program utama sebagarmana dimaksud pada ayal 121 huruf a
tcrdiri atas:
a. lndikasi program utama perwujudan struktur ruang; dan
b. iodikasi program utama perwujudan polo ruang.

BAS\
ARAHAN PEMANFAATAN RUANO PULAU PAPUA

Pa$llS9

Stratcgi cperasionajraass perwujudan Kawasan Andalan di Pulau Papua secara
Iebih rand tercanrurn daJam lampiran H.C yang mcrupakan bagian tidak
terpisahkan dart Pemruran Presiden Ini,

d. Kawasan AndaJan Laut 'reluk Cendrawasih-Biak dan Sekitamya
dengan PKW Biak yang terhubung dengan akses ke dan dan
Pelabuhan Bink, Pelabuh.m Dawai dan Pelabutum ~rui serta
Bandar Udara Frans Karecpo; dan

e Kawasao Andaian Laut -Jayapura-Sarrm dcngan PKX Jayapura dan
PJo.'WSarma yang terhubung denganakses ke dan dan Pelabtlhan
-Jayapura don Pclabuhara Sarmi serta Bandar Udara Sen toni.
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(2) Arahan

Pasal61

(1) Arnhan pcngcndnltan pemunfuntun ruang Puluu Papua cligunakan sebagai
acuan dalam peluksanaen pengcndahan pemanCaatan ruana Pulau Papua.

Bagian Kesaru

Umum

BAS III
"RAHAl'> PE:NGENDALlAN Pt-;\lA!'(F.>..>.TA.... RUANO PUI..AU PAPUA

(4) lndikasi sumber pendanaan sebagaimana dunaksud pada aya, 12)huruf b

berasat dan Anggaran Pendapatan dan Belanjn Negara (APBN).Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).don/atau sumber lam yang soh
sesua] dengan keterucan peraturan perundang-undangan.

(5) lndrkasi instan .. pelaksana sebegaimana dimaksud pada "y.u (2) huruf c

terdiri atas Pernerimah, pemenntah pro" rtnsl, pemcnntah kabupatenj'
kota, dan masyarakat.

(6) tndikas: waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruCd
t<rdiri atas 4 [cmpat] tahapan, sebagai dour bagi pelok"",a kegiatan

dalarn menetapkan prioritas pembangunan dL Pulau Papua mc:liputi:
a, tahap pertama pada period. Tahun 2014;

b. tahap kedua pada periode Tahun 2015-2019;

c. tahap ketiga pada periode Tahun 2020-2024: dan
d tahap keempat pada periode Tahun 2025-2027.

(7) Indikasi program utama, indskasi sumber pendanaan, ind.kaSl insransi
pelaksana, deln mdikasi waktu pelaksanaan secara rinci tereantum da1am

Lampiran III ~'angmerupakan bagian tidak terpisahkan daTi Peraturan

Preaiden ini.
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d. indikasi •..

P".a1 63
lndlkusr arahan peraturan 20naSI untuk struktur roang sebagaimana
dimaksud dalam Pa...u 62 ay'" (2)huruf a terdiri atas:
a. indlkasi araban peraturan zonu!li..untuk sistem perkotaan nasional:
b. mdikasi arahan peraturan zonas: unruk ststem janngan transportasi

nnslonal:
c. indlkasi araban peraruran zonas! untuk srstem jaringan C'ocrgi nasional:

Paragraf 1

Indika.SJ Arahan Peraluran Zonasi untuk ~rrnkturRuang

Pasal 62
(I) lnclikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional digunakan sebagai

pedoman bagi pemerintah pro"n,i daJam menyusun arahan peraturan
zonas; dan bagi pemerintah kabupatenrkera dalam mc:nyusun ketentuan
umum peraturan zonasi dan pcraturan 2OnaSI.

(2) lndikasi arahan peraturan z()nAgi sistem naslonal sebagarmana dimaksud
pad" eyat (1) ttrwro "las'
a. indikaSl arahan peraturan zonasi untuk strukrur ruan&;. dan

b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk pola ruang.

B~'&ia.nKedua
Indikasi Araban Peraturan Zonasl SISlem NasIon.al

12) Arahan pengendahan pemanfaatan ruang PulaUPapua lerd,n alas:
o indikasr arahan peraturan 20nasi srstem na~ionaJ;
b. arahan perizinan:
c. arahan pemberian in~ntif dan disinsc:nbl; dan
d. araban pengenaan sanksi.
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c. pcmanfaaran •••

(j I lrrdikaet arahan peraturan ZOna,. unruk PKN sebagaimana di.rrulJuud

daJam P" ... I 64 huruf a d. PuJau Papua melipulI:

O. pemanfuatan ruang untuk pengembangan PKN sebagai Pusat
Klaster:

b. pemanfuaran ruanR untuk pengembangan dan:alau peningkat.&n
kegiatun industri pcngolahan dan mdustri jasa hast' pertaruan

tanamnn pangan, perkebunan. dan peternakan, ha.il perikanan
berbasis bisms hasi1 penambangan rruneral serta aunyak dan gas

bumi. hasil butan yang ramah hngkungan, pusat panwrsara eagar

budaya dan ilmu pengctahuan. bahari, serta ckow..sata berbasrs

potensr kearifan lokal, pusat perdagangan dan jasa v.....g berskaW

internasional, serte pusat penehuan. dan pengembangan preduksi

hasil pertanian tanuman pangan, perkebunan, dan peternakan;

Pasol6S

lndlkasi araban peraruran zonasi untuk sistem perkotaan na$ionaJ
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a meupuu:
a. Indikasr araban peraturan eonast uiuuk PKN;
b. mdikast arahan peraruran zonasi untuk Pf..."W~dan
c. indikaaiaraban peraturan zonasi untuk PKSN.

Pasal64

Paragrnf 2
Indikasi Araban Peraturan Zonas.i untuk Sistem Perkotaan :\'amonal

d indikasi arnhan peraturnn zenesl untuk sistem jnringan telekcmunikast

nasionaJ: dan
c. mdikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem JAringan sumber daya air.
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c. pemanfaatan ...

c. pemanfaatan ruang unruk pengembangan prasarana dan sarana

perkotaan untuk mcnduJrung k<&iatan industri pengolahan serta
perdagangan dan ja'a;

d. pemanfaatan ruang untuk pengcmbangan jaringan Ialu lintas dan

"ngkuum jalan yang mclayani PKN;
e. pernanfaatan ruang unruk k<&iatan permukiman dengan tingkat

anteg.a., pemanfaatan ruang menengah hin". nngg; yang
kecenderungan pcnaembangan ruangnya ke arab verukal;

r. pengendalian pcrkcmbangan fi.ik PKN untuk mempcrtahankan
keberadaan Kawusan Lindung dan laban pertnnian pangan

berkelanjutan:

g. penerapan ketentuan mengenai pcngembangan PKN berbasis
miugasi dan adaptasr bencana: dan

h. penerapan kctentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang yang
menyebabkan gangguan tcrhadap bcrlungsinya PKN

(2) Ind,ka51 arahan pcraturan 200a.i unruk PKW sebag,;wnana dimaksud
dalam Pa..al 6-1 buru! b d, PuJau Papua mchpun:
a. pernanfaatan ruang untuk pcngcmbangan PKN sebagai Pusat

Klaster;
b. pcmanfaatan ruang untuk pengcmbangan dan/atau peningkatan

keguuan industn pengolahan dan rndustri jasa haSt( pertaruan

tanaman pangan, perkebunan. dan petemakan. hasil perikanan
berbasis bisms, hasal pertambangan minerai serta minyak dan gas
bumi, hasil hutan yang ramah lingkungan, pusat pari wi.sata eagar

budaya dan ilmu pengetahuan, buh"ri serta ekcwisata berbasie
potensi keanfan Iokal. pusat perdagangao dan jasa yang berskaIa
internasronal, send pusat peneuuan dan pengembangan produksi
hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan:
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d pemanfaatan ...

c. pemanlaatan ruang unruk pengembangan prasarana dan sarana
pcrkotaan untuk mcndukung kegiatan indu.tri pcngolahan serta

pcrdagangan dan J8S3:
d. penerapan ketentu ...n mengenai pengembangan jaringan laIu brnas

dan angkutan jalan ynng melayani P~,\V;

e. pemanfaatan rueng untuk kegiatan pcrmukiman dengan ungkat
intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan
pcngembangan ruangnya kearah horizontal dikendehkan;

r. pcngendalian perkernbangan fisik PKW untuk mempertahankan

keberadaan Kawasan Lindung dan lahan pertaruan pangan
berkelanju tan;

g. penerapan ketentuan mengenai pengembangar; PIo.'W berbasts
miligasi dan adaptasi bencana; dan

h. peneeapan ketcntuon mengenai pelarangan pernanfaatan ruang yang
rnenyebabkan gangguon terhadap berfungsmya PKW

(3) Indikasi araban peraturan zonas, untuk PKS:O;sebagaimana dimaksud
dalam Pasal &4burur c di Pulau Papua melipuu:
8. pemanfaatan ruang sebagai pusat industri pc-ngolahan dan industn

jasa basil pertaniun tanaman pangan. perkebunan. dan peternakan

serta pusat industri pcngoJahan dan industri jasa hasil hutan yang
ramah Ilngkungan:

b. pemanfaatan ruang untuk pcngembangan prasarana dan samoa
pcrkotaan untuk mcndukung kegiatan lndustri pengolahan serta
perdagangan dan jas,,;

c. pemanfaatan ruang sebagai pu sat pengemtMngan ekoncmi,

pertahanan kcamanan negara sebagai beranda depan, pintu gerbang

mternasional, ...impul transportasa, serta pu.t promosi dan
pemasaran ke n<gara yang berbatasan:
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(2) Indikasi ...

(I) tndikasi arab.an pereruran eonasr untuk srstem janngan transportasi

nasional sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 63 huruf b terdm atas:
0., indikaai arahan peraturan zonasi untuk ststcm jnnngan transportasi

darat;

b. indikasi arahan peruturan zonasi umuk slslem jaringan transponasi
taut: dan

c. indikasi araban peraturan zcnasi urnuk Slstcm Janngan transportasi
udere.

Pasal66

Paragraf 3

lndikasi Araban Peraturan Zonasi untuk Sistem Janngan Transportasi
Nasionru

d. pernanfaatan ruang untuk pengembangan prasarona dan sarana

perkotaan untuk mendukung kegiatan Uldu.tn pengolahan SCTta

perdagangan dan j"""
e. pemanfaatan ruang urtruk pengcmbangan jarmgan Ialu Iimas dan

angkutan jalan yang melayani PKSN;

r. pemanfaatan ruang unruk kegiatan kerja sarna rmliter dengan negare
lain secara terbatas dengan memperhatikan kondlsi fisik Iingkungan
dan sosial budaya mas}'omkat;

g. pengendaltan perkcmbangan lisi" PKSN untuk mempertahankan
keberadaan J(a\\'asan Llndung;

h. peneeapen ketentuan mcngenai pengembanpn PKSN berbasis
mitigasi dan adaptasi bencana; dan

penerapan ketentuan rnengenai pelarangan pemanfaatan ruang yang
menycbabkan gangguan terhadap berfungainya PKSN.
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c. pemanfaatan ...

Inclikasi urohnn peraruran zonnai unruk jaringan jalan nasionel sebegaimana
dimaksud dalam PasaJ 66 Q,V3.tf2~huruf a dl ~11:\uPapua mcohpuf"

a. peman(aatan ruang untuk pengembangan jaringan jalan artcn pnmer dan
jaringan jaJan kclekicr primer untuk meningkatkan keterkaitaa
antarkawasan perkotaan nasionaJ dan mendorong daya samg
perekonomian eli Pulau Papua;

b. pemanfaatan ruang umuk pengembangan jaringan jalan strategis
nasronat unruk mendereng perekonomian dan membuka kcteriso.l.a.s.i.c.t..n
Kawasan Perbatasan. kawasan te111naal dan t.en"Ola5i te:nn.asuk
Kampung Masyarakat Adar,

Pasal67

(2) lndlkasi arahan peruturan zonasi untuk sistem Janngan transponasi
darat eebagaimana dJmak.ud pada ayat (II huruf a terdJri AU1$:
1;1 mdlkaSJarahan peraruran zonasi untuk janngan jalan nasional;
b. tndikaai araban perawran zonasi untuk jaringan jalur kereta apl

naslonat: dan
c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sungaa.

danau dan penycberangan.
(3) lnd.ilrosi arahan pernturan zcnasr untuk sistem janngan tranaportasi laut

sebagatmana dimaksud pada ayar (II hUNt b terdiri atas:
a. indikasi arahan pcraturan zonasi unruk tatanan kepctabubanan; dan

b. indlkasi arahan peraturan zonasi untuk alur pelayarun.
(4) lndtka~j arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi

udara sebagaimana dimaksud pada ayat (II huruf c terdJri ata s.
a. indikas; arahan peraturan zonasi untuk tatanan kcbandarudaraan:

dan
b. indlkA~i araban peraturan zonalU untuk roang udara untuk

penerbangan.
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c. pemanfaatan •••

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk janngan jalur kereta apt nasronal

sebagaimanu dirnaksud dalum Pasal 66 ayat (2) bum! b d. Pulau Papua
melipuu:

a. pemanfuatan ruang untuk pengembangan jalur kerera ap. antarkota
untuk menlngkatkan keterkaaan emarpu sar pertumbuhan sebagai
simpul koltksi dan dl&tnuusi produk unggulan Kawasan Andalan,

b. pemanfuman ruang untuk pengembengan jaringan julur kereta api

antarkota yang terpadu dengan jarintt ..m transportasi lamnya unruk
menunjang kegiatan ekonomr berdaya saing dan mmingkatkan
keterkaitan antarwilayah;

PasaJ 68

c. pernanfaatan jarmgan jalan nasicnal unruk menghubungkan kawasan

pcrkctaan nasional deng"" pelabuban clanlatau bandar ud....a;
d. pemanfuatan ruang untuk pengembangan jaringan jalan nasional yang

terpadu dengan jaringan jalur kereta apt dan janngan transportass
penyeberangan;

e. pemanfaeten ruang dl sepanjang Si'l jalan nasional dengan lingkal

intenSllu menengah hingga Onggl yang kecenderungan pengembangan
ruangnya dibatasi;

f. pengendnlian pemanfaatnn ruang yang berpotensi mengganggu fungs.
Kawaean Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan eli sekitar

jaringan jalan nasional:
g. ketenruen pelarangan rulh fungs, ."han yang berfung.i bndung di

sepanjang sisi jalan nasscnal; dan

h. pcncrcpcn keteruuan mcngenai penctapan garis sernpadan bangunan di
sisi jalun nasional )'ctng mcmenuhi ketemuen ruang pengawnsan jalan,
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[I] lndikasi arehan pcraturen zonasl untuk jaringan transportasi sungai,
danau, dan penyeberangnn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat

(2) huruf c di Pulau Pap"" meliputi:
a pemanfaatan rllang untuk pengembru1gan pelabuhan penyeberangan

yang dilengkapi dengan depo BSM untuk mendukung kelancaran
ak:ioes janngan trunsportasi Kawasan Perbatasan, kawasan tettinggaJ
dan terisolasi tcrmnsuk PPKT.dan Kampung Ma.yaraknt Adat;

b. pemanfaatan ruang untuk pengcmbangan janngan transportasi
sung ..u dan danau untuk meningkatkan keterkaitan Mtanrila)--ah;

c. pemanfaatan ruang untuk pengembeegen lim..s penyeberangan
umuk meningkatkan keterkartan antarpulau dan antarwrlayah:

PasaJ 69

c. pemanfaaran ruang untuk pengembru1gon jarmgan Jalur kereta apt
dengan memperhatikan Kawasan Lindung. kawasan rawan bencana," dan

lahan pertanian pangan berkelanjutan,

d. pemanfaaran ruang dr sepanjang sisr Janng"n jalur kereta ap; dilakukan

dengan tlngkat intenslta "I mcnengah hmgga tinggi yang kecenderungan

pengcmbangan ruangnya drbatasi;

c. ketenruan pelarangan pernanfaaan ruang pengawasan Jalur kereta apJ
yang dapat mengganggu kcpennngan operasi dan keselamatan
transpcrrasi perkeretaapran:

t. pembatasan pemanfuatnn ruang yang peko terhadap dampak lingkungan
akibatlolu lintas kereta ap. di sepanjang jefur kereta apt:

g. pembatasan jumlah perhntasan sebidang antarajanng •.n jalur kereta apt
dan jalon; dan

h. pencrapan ketentuan mengenai penetapan gruis sempadan bangunan dJ
sist juringan jalur kcretc Bpi dengan mernperhatikan dompnk lingkungan
dan kebuurhan pengembnngan jaringan jalur kereta api_
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C. pemanfaatan ...

Pa.at 70

Indikasi arahan peraruran zonasi untuk tatanan kepelabuhanan eebagaimana

drmaksud daJam P".at 66 ayat (3) hurur (Idl Pulau Papua melipun

a pemanfaatan ruan~ untuk pengernbangan dan pem&ntapan pelabuhan
untuk meningkatkan akses k.a,\·a!\.1n perkotaan na~uonaJ sebagai pusa\
pengcmbangnn KawasanAndalan.

b. pernanfaatan ruong untuk pengcmbanganpelabuhan yang terpadu
dengan pcngcmbangan jaringan transportasi lainnya:

d. pernanfuatan ruang untuk pengembangan jaringan transportasr
sungai, danau, dan penyebernngan yang terpadu dengan jaringan

transportaei leinnya;

e. penerapen ketenruan mcngenm keselamatan dan keamanan
petayaran:

L pembatasan pemanfaatan perau-an yang berdampak pada keberadaan

aJur pelayaran sungai, danau. den penyeberangan.

g. penerapan kcrenruan pelarungan kegiatan di rueng udnra bebas di
alas perairun yang berdampak pada keberadaan olur peleyaran
sungai. danau, dan penyeberangan: dan

h. penerapon ketenruaa peianongan kegiatan di hawah perairan yang

betdampak pada keberadaan alur pelayaran .ungaJ, danau, dan

penveberangan.
(21 Pemanfaatan ruang di dalam dan dl seknar pelabuhan penyeberangan

hams mernperhatikan kebutuhan ruang untuk eperastonal dan
pengcrnbangan kuwasan pclabuhan.

(3) Pemanfaatan ruang di daJam Oaer.m Lingkungan Kel]~ Pdabuhan dan

Daerah Lmglrungan Kepenungan Pelabuhan batus mendapatkan i2in

sesuai dcngan ketentuan peraturun perundang-undengan.
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k. pemanfaatan ...

lndikasi arllhan peraturan zonaSl unwk aim pelayaran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 66 ayat (31huruf b di Pulau Papua mcbputi:
g. pcmanfaatan ruang untuk pengcmbongan aJur pelayaran yang

mcnghubu ngkan antarpclabuhan:
h. pematlr..&~tAn ruang untuk pengembangan prasarana dan sarona penanda

jalur petayaran laut pad:' kawasan kcnservasi perarran yang memjillo

keanckaragaman hayatl unggi dan Kawesan Bud, Oaya yang memilila

ntlal stratcgis nasional;
i. pemanfaatan ruang untuk pembangunan dan pemeliharuan mercusuar

dan .....ene penanda d, PP"'T;
j. pemanfaatan ruang pada badan air dJ sepanjang' aJur pelayaran dJbatasi

sesuni dengan ketenruan peraturan perundang-undangan,

PasaJ 71

c. pemantaatan ruang untuk kebutuhan cperasional dan pengembangan
kawasan pelabuhan,

d. penerapan ketentuan rnengenai pencegahan pengembangan pelabuhan
yang berpotensi menganggu (ungs) Ka'A'aSRnLindung dan ekosistem
pesislr;

e. penerupnn ketennian mengenai pelerangan kegiatan dr ruang udara bebas

di alas badan air yang berdampak p;ada keberadaan jalur transportasr

laut;

f. pembatasan pemanfaatan ruang d, dalam Oaerah Llllgkungan KeIJ"
Pelabuhun dan Dacreh Lingkungan Kepentingan Petabuhen harus
mendapatkan izi:n sesuai dcngan peraturan perundang-undangan yang
berlaku; dan

g. penerapan ketcntuan rnengenai pemanfaatan bersama pelabuhan unruk
kepentlngan pcrtahanan dan kcamanan negara.
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g. penernpan ...

Pasal 72

lndikasi urahan peraruran zonasi untuk tatanan kebandarudaraan
sebagaimena dimeksud dalam Pasal 66 aY"1 (4) huruf a d. Pulau Papua

mehpuu:

a. pemanfaatan ruang untuk pengembanean dan pemantapan rungs.

bandar udara untuk melayani kawasan perkotaan nasronal sebagai pusat
pengembangan Kawasan Andalan serta mendukung keglatan perikanan.
induutrl , dan partwisata:

b. pemanfaetan ruang untuk pengembangan bandar udara yang terpedu
dengan srstem jaringan transportasi darat-

c. pemanfaatan ruang untuk pcngembangon bender udarn pengumpul yang
melayani angkutan udaru keperintisan guna meningkalkan oksesibihtas

Kd.~(l::id.ll Perbarasan, kawasan £etUnWI dan terisolasr termasuk PPKT.

dan Kampung Masyarakal Adat:
d. pemanfuatan ruang untuk kebutuhan eperasional bandar udare,
e. pemunfaatan ruang dengan mcmpcrhotikan batas-batas Kawasan

KeselurnaanOperasi Penerbangan dan batas ..batas kawasan kebisingan;
f. pemanfaatan ruang di sekitar bander udara sesuai den,an kebutuhan

pengembangan bander udara bcrdasarkan ketemuan peraturan
perundung-undangan, dan

k. pemanfuetan s-uangpada kewasan pesisir dan pulau-pujau k«ildi sekitar
badan alr di sepanJang alur pelayaran diIakukan dengan tidak
menggangguaktifitas pelayaran;

L penerapnn ketenruan mengenai pengendalian pengcmbangan alur

pelayurun yang menggunggu (ungsi Kawas..in Lindung: dan

m. penerupan ketentuan mcngcnai pemanfaatan bersama alur pelayaran
guna kepenringan pcrtahanan dan keamanan negara.
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a. pernanfaatan •••

Pasal75

(1) Indlka~, araban pereturan zonasi unruk jarmgan pipa rmnyak dan ~$

bum. sebagaimana drrnaksud dalam p",a) 74 huruf il d. Pulau Papua
rnehputi:

Pasa! 74
lndikasi araban peraturun zonasi untuk sistem jaringan energi nasional
srh.'lg;tirn;:lnn dimaksud dal..lm Pn~1J63 hllTUr c terclir-i nbR:

a. tndlka!'ti arahan pcrarurnn zonas! umuk janngan PIP' mmyak dan ga:o;.
burru:

b. ind.k"s ... rahan pcraturan zonas; umuk pcmbangku tenaga hstrik: dan
c Indikasl araban peraturan zonasi untuk jaringan transrnisi renaga listrik.

Paragrnf4
Indikass Aruhan Peraruran Zonasi umuk Srstem Jaringan Encrgi xasional

Pasal73
Ind.knSl arahan peraturun zonas; untuk ruang udara untuk pcnerbangan
sebagarrnanndimaksud dalnrn Pasal 66 "val (4) huruf b di Pulau Papua
rnelipuu
a. pengendalian kegiatan bud; daya d. '>CkilArbandar udara yang digunolkan

umuk operasi penerbangan;
b. penerapan kctenruan mengcnru pernbatasan pemanfaatan ruang udara

yang digunakan untuk penerbangan agar udak mcngganggu sistem
opera••onal penerbengan sesuai dengan ketentuan peraturan pcrundang
undanf(an;dan

c. penerapan kctentuan rnengenai pernanfaatan bersama ruang udara Untuk
pcncrbnngan guna kcpenungan pertahannn dan keamanan negara,

g. penerapan kctenrua n mengcnai pemanfaatan bersama bander udara guna
kepentingan pertahanan dan keamanan negara
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Paragraf ...

11. pcmanraatan euang urnuk pcngc;::rnbclll~aJl dan pemeliharaan

jaringan transrmsi tcnaga listrik unruk melavani kawasan perkotaan

nasional dan Knwasan Andalan; dan

b. pcnerapan kerenruun mengenar pelarangan pemanfaatan ruang

bebas di scpanjang jalur transmisi scsuai dengan ketenruan

pcraruran perundang-undangan.

scbagairnana drmaksud dalam PasaJ 74 huruf c dl Pulau Papua mcliputi:

c. penerapan ketcntuan rnengcnai jarak "man dan kegsatan lain.

f~1) lndikasi araban peraruran zcnast unruk Janngan transmrsr tenaga listrik

a. pcmanfaaian ruang untuk pengembangan jaringan pipa transrmst dan
distribusi mmyak dan ~as bumi yang menzintcgrasikan tasuaas

produksi. pengolahun dan{"tau penyimpanan, hmlQ(3 akses menuiu
kawasan perkoman nasional dan Kawasan Andalan: dan

b. pencrapan ketenruan mcngenar keamanan dan kesclamatan kawasan
di sekirarnya.

121 lndikasi araban pcraturan zonasi untuk pcmbangkit tcnaga listrJk

sebagaimana dimak sud dalarn Pasal 7~ huruf h dl Pulau Papua mehpuu:

u. pemanfaatan ruung untuk pcngcmbangan danr atau pemehharaan

pcmbangku tenuga hSlrik unruk memenuhi kebutuhan Iistnk di

kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan;

b pemanfaatnn ruung untuk pengembangan pembangkil Iistnk energi

terbarukan unruk rnetayaru Kav.'asan Perbarasan. kawasan teninggaJ

dan terisolasi termasuk PPKT berpenghuni, dan Kampung

MaS}~arakalAdat, dun
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PanograC •

PasaJ77
t I) lndikasi nrahan peraturan %OnaSluntuk jaringan terestrial sebagaimana

dimaksud dalam PasaJ 76 hUru! a di Pul"u Papua mehputi;
a. pengembengan dan perungkatan fungsl jnnngan terestrial yang

rnenghubu ngkan antarpusat perkotaan nasicnal dan mcla~..ani

Kawasan Andalan; dan
b. pcmanfaatan roang untuk penempatan mena.ra pemencar

telekomunikasi yang memperhuungkan aspek keamanan dan

keselamatan akrifitas kawasan dJ sekitarnya.
(2, lndikas: araban peraruran zenasi untuk jarmgan sateln sebagaimana

dimakeud dalam Pasal 7& huruf b di Pulau Papua meliputi:
a. pcmanfaatan ruang untuk pcngembangan jaringan sateln untuk

melayani kawasan perkoraan nasronel dan K....wasan Andalan;
b. pernanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan satelit di

Kawosan Perbatasan, kawasan tertmggal dan tcnsolasi eermasuk

PPIo.'Tberpenghuni, dan Kampung \la.yaraJuot Adat; dan
c. pernanfaatan ruang unruk penempatan stasiun bumi yang

mernperhitungkan aapck keamanan dan keselamatan aktifiw,
kawasan <Ii seknamya.

PasaJ 76

tndlkasi araban pcruturan zonas! umuk srstem jarmgan tclckomunika ..i
n..Slona!sebagarmana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d terdiri atas:

a, indikasi araban pcrnturan eonasr urnuk jaringan teresrrial: dan
b. indlkas!urahan peraturan zona~iuntuk jaringan satelit.

Paragra!5
Jndikasi Ar-ahan Peraturan Zonasi untuk Sistem -Jaringan

Telekemunikasr NilsionaJ
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a. pemanfaaum ...

lndrkas] arahan perururan zonasi untuk prnearane eumbee daya air
sebagaimana dimaksud dalam pa!S3178 huruf b di Pulau Papua meliputi:

Pasal 80

P,,;aJ 79
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sumber elir sebagaunana dimaksud
dalam pasal 78 hurur a di Pulau Pupua mehpuu-
a. pemanfaatan ruang umuk pcndayagurtaan sumber air )-anp;berbasis \VS

untuk melayani kawasan perkotaan nasronal dan Kawasan Andalan:
b. pernanfaatan ruung pada kawasan di sekitar WS dengan «,ap menjag ..

ketesterten hngkungan den £ung,i lindung kawasan.

c. pemanfaaran ruang di seknar WS timas nepra dan WS lintas pf01o'lDSI
seeara sclaras dengan pemanfaatan ruang pads WS di n<gara/pro''lD51
yang berbatasan:

d. penerapan ketemuan mcngenai pengendabnn pemanfaatan ruang dl
M\\'Osatl imbullUI! dir U:truIhpada CAT:<.tan

c. pcnerapan ketcntuan mengenai pengendaJian eksplouasi air tanah pads
CATyang Jeteknyu berbatasan dengan laut untuk menghindart terjadinya
penurunan muka tanah dan in~trusi air laut,

Indtkasl arahan pcraturan t.onaSl unruk aistem jaringan $um~ daya Nr

sebagarmana dimaksud dalam P,,;aJ 63 huruf e terdtrt atas:
a.. lndikasi araban peraturan zcnasi untuk sumber air; dan

b. indlkasi arahen peraruran zonasi unruk praserana sumbcr da)"a air.

""sal 78

PamgraI6

Indikosl Arahan Peraturan ZotlalJi untuk Sistem Jtlringan Sumber Daya Air
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a. indikasi

lndikasi arahan peraturan zonasi untuk kaw..asan hndung nasion.al
sebagaimano dimaksud dalnm Pasal 81 huruf n di Pulau Papua terdiri alas:

PasaJ 82

Paragraf 8
111dika~iArahan Peraturan Zonasi untuk Ka\v·asan Lindung Nasional

lndikasi arahan peraruran zonasi untuk pola Nang sebegaimcna dimaksud
dalam Pasal 62 ayat (2)buruf b terdin atas:
a. indikn~iurahan peraturun zonas; untuk kawasan lindung nastonal; dan
b. indlka!'Ji nrahan peruturan zonasi untuk Kawasan Budi O:lya }·ang

memtliki nilai straregis nasional,

PasaJ 81

Pacagraf7
lndikasi Arahan Peraturan Zonas] untuk Pole Ruang

a. pemanfaame rtrang untuk pembangunan dan pemeliharoan bendungan
beserta waduknya untuk mcmpe:rtahankan daya tampun& air sehingg-ct
berfungsi sebagai pemasck air baku bag) K'''..asan Perkoraan dan
Kawasan Andalan;

b. pernnnfnamn ruang unruk pembangunnn dan pcmelihnraan bcndung
scbag,c pemasok air baku bagi KawasanAndalan;

Co pemanfaatan ruang untuk pembangunan dan pemebharaan embuns
untuk memenubi keburuhan SiT baku pada kawasan pertanian ranaman

pangnn; dan

d. pemanfaatan ruang untuk peningkatun fungsi, pengembangan, dan
pcmeliharaan jaringan trigasi pada 01 unruk mendukung pengembangan
kawasan pertanian tanaman pangan.
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e. pengendalian •••

PasaJ 84
lndikasi araban peraturan zonnsi unruk kawasen hutan lindun, sebagaimana

dimaksud dulam Pasal83 huruf a di Pulau Papun rneliputi:
a. pemanfanran ruane untuk pemertahanan dan peningkatan r'lngCli ekologit

hutan hndung dengan memperhatikan Kampung ~Iasyamlc.alAdat:
b. pemanfaatan roang untuk peningkaian pengelolaan Ic.awasan hutan

meJalui mekanisme jasa hngkungan untuk meningkatkan kesejahteraan
Kampung Masyarakal Ada,;

c. pemanfaatnn ruang untuk wisata alam tnnpa merubab bentong alam;

d. pemenfaatan ruang unruk kegiatan bud. daya hany .. duzinkan bagi

Kampung Masyarakal Ada. dengan luasan tetep, tidal<mengurangi Iungsi
Lindungkawasan, dan di bawah pcagawasan ketat;

Pasal83
Indikaai Mahan peranaran zonas! untuk kawasan yang membenkan

perlindungan terhadap Ieawasen bawahanny .. sebagaimana dimaksud daIam

Pasal82 huruf a terdiri alas
a. indikaal arahan peraiuran zonasi untuk kawasan hutan Jindung;
b. indikasl araban pcraturan zonasi untuk kawasan bergarnbur, dan
c. Indikaeiarahan peraturnn zonasi untuk kawasan resapan 4J,lr

a. indtkosi arahan peraturan zonasi untuk kewasan yang memberikan
perhndungan terhadap kewasae bewehannva:

b. mdlkasi arahan peratuntn zonasi untuk kawasan perlindungan setempat:
C. indlkasl erahan pcraturen zonasi untuk kawasan suaka alam, kawasan

pelesiarlan alam, dan eagar budaya:
d. indikasl araban peraturon zonasi untuk kawasan rawan bencana alam;

C. ind.ikASI arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung gt'Ologi;dan
f. mdikaai araban peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya,
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Pasal 87 ...

IndJkasl arahan peraturan zonasl untuk kawasan resapan air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 83 huruf e di Pulau Papua mcliputi:
a. pemanfaatun ruang uruuk pernertahanan dan rehabunase kawasan

rcsapan air untuk rnenjaga kualitas dan kuanutas sumber air.

b. pemaniaatan ruang secera terbataa unruk kegiatan bud, daya udal<
ierbangun yang mermhki kernampuan ringgi dalam menahan hmpasan rur

hujan:
c pengendalmn kegiatan pcmanfaatan ruang di kawasan resapan air; dan

d. penerapan prinsip zero clella Q policy terhadap seuap kegiatan budi daya

terbangun )'o.ngdiajukan izinnya.

Pasal86

IndikAlliarahun peraturan zonasi untuk kawasan bergambut sebagannanu
dunnksud dalom Pasal 83 huru( b eli Pulau Papua mehputi:

a, pemanfaatan Nang untuk pemertahanan tuasan dan pelestarian ka\\'''~

bergambut unruk merehabilnasi sistetn tata air nlami dan ekosisrem,
b. pemenfaatan ruang untuk wisata,clam tanpa merubah bentang alam:

c. pengendalian material sedimen yang masuk ke kawasan bergembut

melalui badan air, dan
(I. pcnerapan ketentuan mengenaf pelarangan seluruh kegiatan yang

berpotener merubah lUta rur dan Ck05istem urrik.

Pasal !IS

c. pengendalian kegiatan pcrnanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu
(ungsi kawnsan hutan lindung; dM

f. ketentuan pelarangan s<luruh kegiatan yang berporensi mengurangi IU;1$
kawasan hutan dan tutupan vegctasi
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•

a. pcmanfaaran ..•

Pasa189

lndikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan sung&l sebagaimana
dimaksud daJamPasal 87 huruf b dr Pulau Papua mebputi:

lndikasi araban peraturan eonasi untuk sempadan pantai scbagaimana
dlmakeud dalam Pesal 87 huruf a di Pulau Papua meliputi:

a. pemanfaatan ruang untuk pemertahanan sempadan panta.i;

b. pemanfnatan ruang untuk pengembnngan strukrur aJami dan strUktur

buatan di sempadan pantai unruk mencegah abrasi dan mengendatikan

daya rueek air;

c. pemanfuatan ruang untuk ruang terbuka hUau (RTHI:

d. pcnerupan keternuan mcngenai pendman bangunan ~'angdibatasi banya
untuk menunjang kegJatan rekreasi pantai dan pemantauan bencana;

e. pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang pada sempadan pantai yang

berpctensl mengganggu dan/atau merusak rungsi sernpadan pantai;

f. penerupan ketenruan mengenai pc::larnngan pendirian bangunan selam

yang dtmaksud pads huruf d: dan

g. pcnerepan ketentuan mengenai pelarangan semua jems kegiatan yang
dapat menurunkan IUDS, nilai ekologis,dan estctika kawasan,

Pasal88

Indikasi arahan peraturan zcnasi kawasan pcrlmdunean setempat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b terdin atas:

a. indikas! arahan peraturan zonasi untuk sempadan pantas:

b. lndikus]arahan peraiuran zonasi untuk sempadan sungai: dan
c. indikaai arahan peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau,

Pasal87
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I, penerapan ..•

lndlkasi araban pereeuran zonasi untuk kawasan selotar danau sebagaimana
dimaksud dulam Pasal 87 huruf c di PuJau Papua meliputi:
a, pemanfuatan ruang untuk pemertahannn knwasan sckuar danau;
b. pemanfnatan ruang untuk pengembangan struktur- alamt dan struktur

buatan guna melestarikan ekesistem daneu:
c. pemanfaatan mang untuk penyediaan RTH
d. penernpnn ketentuan mengenai pendlr-ian bangunan dibatasi hanya untuk

menunjnng fungai taman rekreasi;
c. pengendahan kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan seknar danau

yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak rungs: kav.-as,an sekrtar
danau:

Pasal90

e. pemanfantan ruang untuk pemertahanan aempadan sung ... ;
b. pemenfuaren ruang untuk pengembangan struktur aLami dan struklur

buatan dj sempadan sungai unruk meneegah eresr dan mengendalikan
daya rueak air;

c. pemanfaatan ruang uruuk penyediaan RTf!;
d. pcnerapon ketcntuan mengenai pendirian bangunan dibalt'!lJl hanya untuk

menunjang (ungsi taman rekreasi dan pemantauan bencana:
e. pengendahan kegiatan pemanfeatan ruan, pada sempadan sungru yang

berpotensi mengganggu dM/atau merusak Cungsisempadan sungai;
C. penerapan ketentuan mengenai pclarangan pendirian bangunan kecueh

bangunan yang dimaksudkan untuk pengclclaan badan IW'. pemanfaatan
air dan/alau pengcndalian daya rusak air;

g.. pcnerapan kctcntuan mengenai pelarangan semua jerus kegiataD )'ans::
dapat menurunkan luas. nilai ekologis, dan estetika kawasan. dan

h. penerapan ketenruan mcngcnai penetapan lebar sempadan sesuai ctengan
kerenrunn peraturan perundang-undangan,

. 134·

PR£:'.D[~
REPUBL K INDONESIA



b. pernanfaatan •••

Pasa192
IndikQ,!ijaraha.o peraruran wnasi untuk untuk kawasan suaka alam laut dan
sunk" a1ampcrarran sebagaimana dimaksud dalam P•• al 91 huruf a eli Pulau
Papua meliputi:
a. pernanfaatan ruang untuk pemertahanan fungsl rkologis kawasa.n suaka

aJam taut dan suaka alam perairan dengan memperhauken k~bc:radaan
Kampung Masyarakat Adat di wilayah Pestsrr:

Pasal91
Indtkaai araban peraruran ecnasl untuk kawasan suaka elam. kawasan
peleetarsan alum. dan eagar budaya .<bogaimana dimaksud dalam Pasal 82
huruf c di Pulau Papua terdsn alas'
a, indikasr arahan p¬ ''raturanzonasi unruk kawasan suaka alam taut dan

suaka alam perairan;
b. indikasi araban peranrren zona:.liuntuk ',",aka margaserwa,suaka

margasarws laut, eagar alam, dart eagar a1am laut;
c. lndiknei arnben pcraturun zonasi untuk kawassn pantai bcrhutan hakau.
d lndrkasi arahan peraturan zonaSI untuk eemen naslonaJ dan taman

nasionaJ lau'
e. mdikesr ar..than peraturan zonasi untuk taman wisata alam dan taman

wisata alam (AUt dan taman wisata alam peralran: dan
f_ mdikaai amhan peraturan ZOnaSIunruk kav."asan eagar buda~.. dan ilmu

pengetahuan,

f. penerapan ketentuan mcngenru pelarangan pendirian bangunan kecuah
bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air, Jl"ffi'Ul!aaton
air dan/aUlu pelestarian ekoststem denau atau wnduk; dan

g. penerapan kerenruan mengenai penetapan Iebar eempadan sesuat dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,
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e. pernanfaatan

(ndikaSIarahan peraturan zcnasi untuk kawasan 8Uakamargasatwa, suaka
mazg•• atwa laul, eagar aIam dan eagar aJam taut sebagaimana dimaksud

dalarn Pasal 91 huruI b di Pulau Papua mclipuu:
a. pemanfaatan ruang untuk pemertahanan rungs. ekologis suaka

rnargasatwa suake margasat","'a laut. eagar alam. dan eagar alam SaUl
dengan mempernaujcan keberadaan Kampung Meayarakat Adat;

b. pemanfaata n ruang untuk penjagaan (penga.wetan) habitat dan
keanekaragarnan hay"t;;

c. pemanfaatan ruang unruk pengembangan nll8.1 ekonerm dati j4lSA
hngkungan pada kawasan suaka margasatwu. suaka margasatwa laut,
eagar alam. dan eagar "lam laut:

d. pemanfaatun ruang untuk pemantapan fungs. suaka margasatwa, suaka

margasatwa taut, eagar alam, dan eagar alam taut;

Pasal93

b. pemanfaatnn ruang untuk kegintan wtsata alamo penettrien. dan
pendidikan;

c. pengendahan kegiatan pernanfaatan ruang yanR berpotensi mengganggu
fungsi sunka alam laut clan suaka oJo.mperairan:

d. penerapan ketentuan mengenai pembarasan kegiatan pemanfaatan
sumber dayo nlarn;

e. penerapan kerenruan mengenar petarangan pernanfaatan biota yang
drlindungi peraturan perundaag-undengan:

r. penerapan ketentuan mcngenai ketenruan petarangan keg>atan yang dapat

rnengurangs daya dukung dan day" lampung lmgkungan; dan
g. pcnerapan kctenmen mcngenai pclarangan kegimun yang dapat merubah

bentang alam dan ekosistem.
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d. pengendalian ...

keanekaragaman hayati:
c. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidtkan. penebnan, dan W1saUl

alamo

(pengawetan)penjagaankegiatanuntukruangb. pernanfaatan

Pasal94

Indikasi arahan peraruran zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau

sebagaimann dimaksud dalam Pasal91 huruf cdi Pulau Papuameliputi:
a. pemanfaatan ruang untuk pemertahanan kawasan pantai berhutan bakau

guna perhndungan pantai dan abrasi dan tsunami serta kelestarian biota

laut;

c. pcrnanfuatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam sccara

terbatas:

f. pengendatian kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotcnsi mengganggu
rungsl kawasan suaka margasatwa, suaka margasatwa taut, eagar alru'n.

dan eagar alam laut:

g. penerapan ketentuan mengenai penctirian bangunan dibatas! hanya untuk

menunjang kegiatan 5Cbagalmana dimaksud pada buruf e:

h. penerapan ketenruan mengenai pelarangan kegiatan selain yang dimaksud

pada huruf e;
i. penerupan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan setain

yang dimaksud pada hurufg;

J. ketentuan pelarangan terhadap penanaman flora dan pelepasan sarwa

yang bukan merupakan floradan satwa endemik kawasan, dan

k, pencrapnn kerem.uan mengenai pengcndalian pemanfaaran ruang untuk

zona penyangga.
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Pasal96 ..

PasaJ 95
Indikasi arahan peraturan zonas: untuk taman nasional dan taman nasional
lauL sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 91 huruf d di Pulau Papua meliputi;
A. mcmpcrtahankan rungs! ekologrs taman nasionaJ dan taman nasional laut

dengan memperhatikan kcbcradaan Kampung Masyarakat Adat;
b. pemanfaatan roang \Intuk pengembangan nllai ckonomi dan jasa

Ungkunganpede kawasan taman nasicnal dan raman easscnaltauu
c. pemanfaatan ruang untuk pemantapan fungsi tam ..in nasional dan taman

nasional laut yang terdegradasi:
d. pcncrapan ketenrunn mengenm pcngelolaan bersama kawasan konservasi

di daerah perbatasan )'ung merniliki keanekaragaman hayati berrulai

linggi. serta pernanfaatan eumber daya alam )'-ang mempcrhatikan
kclcstarianlingkungan dan ekosistem:

e. pernanfaatan ruang untuk penelitian. pendrdtkan, dan wisata alam tanpa
mcrubah bentang alam;

r pernanfaatan nlnn, 1<awa~n untuk kegiatan bum da,)-a hanva
diperbolehkan bagi penduduk asli di zona penyangga dcngan luasan tetap,
tidak mengurangi fllngsl hndung kawasan, dan d, bawah pengawasan
ketal;

g. peogendalian kegiatan pcmanfeatan ruang yang berpctener mcngganggu
rung$i kawasan taman nasrcnal dan taman naslcnet taut;

h. ketenruan pelarangan kegiatan bud; daya di rona inti; dan
i. ketenruan pelarangan kegiatan budi day" yang berpctensi menguranl!;i

tutupan vegetasi atau terumbu karang di zona penyangga.

d pengeodalian kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotenai mertgganggu
fungsi kawasan panuu berhutan bakau;

c. penerapan kctcntuan mengenar pelarangan pemanfaatan kdyu bakau; dan

r. penerapan kctcntuan mengenai pelarangan kepatan yang dapat
mengubah, mengurnngi tuus, dan/atau mcncemart ekosrsrem bakau.
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c. pcngcndaIian

a. pemanfaaran ruang unurk perringkatan pcngclolean dan rcvitalisasi
kawasan eagar budaya dan ilmu pengctahuan;

b. pemanfaaian ruang untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata;

Pasal97
Indikasl arahen peraturan zonasi uotuk kawasan eagar budaya dan ilmu
pengetahuan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 91 huruf r di PuJau Papua
terdiri atas:

Indikasi arahan peraturan zonasi unruk taman wisata alam, taman wisata
alam Jaut, dan taman wisata perairan sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 91

'huruf e di Pulau Papua meliputi:
a. pernanfaatan ruang unruk pemertahanan fungsi ekologis kawasan taman

wisata aLam,taman wisata alam Iaut, dan taman wisata perairan:
b. pemanfaatan ruang untuk pcngcmbengan nilai ekonomi dan jasa

Hngkungan pada kawasan taman wisata alamo taman wisata alam laut,
dan taman wisata perruran;

c. pcmanIaatan ruang untuk pcnelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa

mengubah bentang alam:
d. pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotcnsi mcngganggu

fungsi taman wisata alarn, taman wisata aIam laut, dan taman wisata
perairan:

e. pcnerapan ketentuan mengenaipendirianbangunan dibatasi hanya untuk
menunjang kegiatan sebagaimana diroaksud pada huruf e;

f penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan selain yang dimaksud
pada huruf c: dan

g. penerapan ketenruen mengenai pclarangan pendirian bangunan selain
yang dimakaud pad" huruf c.

Pasal96
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e. penerapan

lndikasi arahan peraruran zonas. unruk kawasan rawan lanah longsor dan

kawasan rt..wan gelombang pasang sebagurmana dimaksud dalam Pasal 98
huruf a dr Pulau Papua lcrdln alas:
a. pemanfuatan roang unruk pengc:mbangan srstem penn~atom dini pada

kawasan permukiman pcrkotaan dan Kampung MasyarakatMa. di
kawasan rawan tanah tcngsor dan kawasan rawan gelombang pasang;

b. pernanfaatan ruang uruuk pengembangnn tempat dan jalur evakuasi

bencana pada kawasan permukiman perkotaan dan Kampung t.las}-arakat
Adal dJ kawasan rowan tanah longsor dan kawasan rawan gelombang

pasang.
c. pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan pennukiman perkotaan

dan Kampung Masyaroknt Adal pada kawasan rawan tanDh longsor dan
kawssan rawan gekrmbang pasang;

d. penerapan zona rawan bencana alam beserta ketentuan mengenai standar

bangunan gedung yang sesuai de:ngan karateristik. jemv, dan ancaman

bencana tanah longsor cli,ln gelombang pasang;

Pasal99

Pasa198
Indikasi aruhan peraturan zcnasr untuk kawasan rawan bencana alam

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf d terdiri atas:
R. indlkasr nrahan peraturan zonasr untuk kawasan rawan tanah tong~r

dan kawasan rewan geJombang pasang; dan
b. Indikosl araban pereturnn zonast untuk kawasan rawan banJlr

c. pengendahan kcgisuan pemanfaatan ruang yang berpctensi mengganggu
fungsi kawasan eagar budaya dan ilmu pengetahulU1; dan

d. penerapan ketenruan mengeaas pdarangan kegiatan dan pendirian
bangunan yang tidak SC3URl dengan (ung$.i kawasan,
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Pasal 101 ...

Pasa! 100

Indikasl arahen peraturan zonasi unruk kawasan rawan banjir sebagaimana
dimaksud dalam Pasat 98 huruf b di Pulau Papua meliputi;
a. pemanfaatan ruang pada dataran banjir unruk penyediaan RTH dan

pembangunan fasilitas umum dcngan kepadatan rendah;
b. pcmanfaatan ruang untuk pcngernbangan aistem peringatan din! pada

kawasan permukiman perkotaan dan Kampung Masyarakat Adat di
kawasan banjir;

c. pengendalian pemanfaatan rueng pada kawasan permukiman perkotean
dan KampungMasyarakarAdat pada kewesen rewan banjir:

d. pcnerapan zona rav..an bcncana alam bcscrta ketentuan mengcnai standar
bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman
bencana banjir;

e. penerapan kerentuan mengenaipenetapan batas dataran banjir;
f. pcnerapan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bagi

kegiatan pcrrnukiman dan fasilitas umum penting lamnya, terutama
rumah sakit umum, gedung perkantoran, kawasan industri, dan pusat
kegiatan ekonomi; dan

g. penerapan ketenruan mengenai pelarangan kegiatan dan pendirian
bangunan yang mcmicu tcrjadinya bcncana banjir.

c. penerapan ketentuan mengenai pembatasan pendirian bangunan kecuali
untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepcntingan
urnum; dan

r. penerapan ketenruau mengenai pclarangan kcgietan dan pendirian
banguuan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi scrta
bangunarr untuk keperuingan pemantauan ancaman bencana, strukun
alami, dan atruktur buatan ~..ang dapat mengurangi dampak bencana alam.
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b. pcmanfaatan ..

Pasal 102
lndrkasr araban peraturan zonas; untuk kawasan keurnk..n bentang alam
scbagrumanadimaksud dalam p.a!<aI 101ayat (21di Pulau Papua meliputi:
8. pemanfaatan ruang uotuk pengcmbangan pengelclaan &unamelestarikan

kawasan yang mcm,bk, keurukan bentang alam:

Pasal101
fll lndikasi araban peraturan zonass untuk icaw·asan hrldung geologi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal82 hurnf e [ernlr; atas:
a, Indikasi arahan peraturan zonast untuk ka,,'asan eagar a1am geologi;
b. indikasi arahan pernturen zcnasi unruk kuwu.san rawan bencene

aJam geolcgr; dan
C. indikasi Mahan pcraturan zonast untuk kawasan vang mcmberikan

perlindungan terhadap air tanah.
121 Indikasi arahan peraruran zcnasi untuk kawasa» eagar aJam geologi

sebagaimana dimaksud pada ayat (II huruf a [ern,r; ala, indikasi araban
peraturan eonasi untuk kawasan keunikan bentang alam.

t3) lndikasr ar'ahan peraruran %ona~ untuk kawasan rawan bencana alam

gcotogisebagaimana drrnaksud pada ayat (I) huruf b terdm atas:
a. indikasi arahan pcmturan zonas! unruk kawasan rawan gempa bumi;
b. mdikasi erabnn pcraturan zonasi uruuk kaw...san rawan gerakan

tanah: dan

c. indikasiarahan peraturen zonasiuntuk ka\\'a~n rawan tsunami,

(4) lndtkasi arahan peroturan ZOnaSI untuk icawa!l8tl )""8 memberikan
perlmdungan terhadap au tanah sebagaimana dimakeud pada ayat (I)
buruf c meliputi ,ndika..l araban peratu ran 2:onA~ umuk kawaaan

imbuhan air tanah.
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Pasa! 104 __•

e. penerapan ketenruan mc:ngenaipenetapan zona rawan bencana beserta
ketenruan standar bangunan gcdung \'ung sesuai dengan karateristik.

jerue, dan ancaman bencana warn geologr, dan
f. pencrapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan dan pendinan

bangunan yang mengganggu rungsi lokas. dan jalur evakuasi sena
bangunan untulc kepentingan pemantauan ancaman bencana, struktur
alami, dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak ben~"""
alum gcctogi.

umurn;

Indikasr araban peraruran zonasi untuk kawasan rawan bencana aIam geologj
sebagairnnnadimaksud dularn Pasa! 101ayat (3) di Pulau Papuameliputi:
a. pernanfaatan ruang untuk pengembangan sistem persngatan dini pada

ka\\ asan rawan bencana alam geologi:
b penerapan ketenruan mengenai penyetenggaraan upaya aungasi dan

adaptasi bencana alam geologi melalu. penetapan lokesi dan jaJur
evakuast bcncana alam gcologi serta pembangunen sarana pemantauan
bencana alam geologi:

c. pengendahan pemanfaatan ruang pada Kawasari Budi Da~'a rerbaneun
yang berada di kawasan rawan bencann alam geologr;

d. penerapan ketentuan mengenai pembatasan pe:ndirian bangunan kecuaJl

untuk kepentingan pemantauan ancaman bcncana don kepentingan

PasaI 103

b. pernanfaatan ruang untuk perlindungan bentang alnm ~'ang memili.ki em

langka dan/atau be<s.!at indah untuk pengembangan ilmu pengetahuan

dan/stuu parrwisata; dan
c. pengcndalian pengembangan kegiatan budi daya terbangun <Ii seknar

xawasan keunikan bontang alam.
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c. pemanfaatan ...

Pasal 106
lndikasi araban peraturan zonasi unruk terumbu k.arang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal lOShuruf a di Pulau Papua meliputi:

a. pemanfaatan ruang untuk pemertahanan dan pelestarian terumbu karang

yang merupakan bagian dan Scgitiga Terumbu Karang dengen
mempcrhatikan kescjabteraan Kampung Masyarakat Adat eli wilayab

Peslsir:
b. pernanfaatan ruang unruk pengembangan prasarana penanda pada

witayeh perairan yang memiliki ekosistem terumbu karang;

Pasal 105
Indikaai arahan peraruran zonasi untuk kawasan lindung lainnya sebagaimana

dimaksud dalam Pasa! 82 huruf f terdiri atas:
a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk terumbu karang; dan
b. indikasi arahan peraruran zonasi unruk Koridor Ekosistem.

Pasal 104
Indikasi arahnn peraruran zonasi uruuk kawasan imbuhan air tanah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat f4)di Puiau Papua melipuli:
a. pemanfaatan ruang untuk peoyediaan sumur resapan danjatau waduk

pada lahan terbangun yang sudah ada;
b. pcmanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak

terbangun yang memiliki kemampuan linggi dalam menahan limpasan air

hujan;

c. pengendalian perkembangan kcgiaten budi daye terbangun pada kawasan

irnbuhan air tanah; dan

d. penerapan prmsip zero delta Q policy terhadap setiap kegiatan bueli daya
terbangun yang diajukan Izinnya.
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a. indikasi ".

Pasal 108

lndikasi arahan peraturan zonas! untuk E{a\"\'asanBum Oaya yang memilikt
nilai strategis nasional sebagairnana dimaksud dalam Pasal 81 hunuI b teretin
atas:

Paragraf9
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Kas...asan Budi Daya

dimaksud dalam Pasal 105 huruI b di Pulau Papua meliputi:

a. pernanfaatan ruang untuk pengembanganprasarana penanda pada jalur

migrasi penyu, paus, Iumba-lumba, dan duyung;

b. pcrnanfaatan ruang untuk pengembangan kegiatan budi daya terbatas
dengan prinsip berkelanjutan pada kawasan yang merupakan kawasan
KoridorEkosistem yang menghubungkan antar ekosistem di PuJau Papua:

c. penerapan ketenruan mengenar pelarangan penangkapan satwa dan biota

taut yang dilindungi peraturan perundang-undangan; dan
d. penerapan ketenruan mcngenru pembatasan kegiatan pemanfaatan

sumber daya kelautan untuk mempertahankan habitat bagi satwa dan

biota laut yang bermigrasi.

Indikasi araban peraturan zonasi untuk Koridor Ekosistem sebagaimana
Pasall07

c. pcmanfaatan ruang untuk pariwisatabahari; dan

d. penerapan ketcntuan mengenai pclarangan kcgiatan pengambilan
terumbtt karang dan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran air
serta penangkapan ikan yang mengganggu kelestarian ekosistem rerumbu

karang.
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g. penerapen ...

lndikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan perunrukan hutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108burur a di Pulau Papua meliputi:
a. pemanlaatan ruang untuk peniogkatan pengelolaan kawasan peruntukan

hutan mclalui mekanisme jasa lingjamgan;
b. pemanfaatan ruang unruk pemertahanan dan peningkatan fungsi

kawasan peruntukan hutan unruk mcningkatkan kesejahteraan Kampung
Masyarakat Adat:

c. penerapan ketenruun meagenai pembatasan pemanfaatan hasil butan
untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;

d. penerapan ketenruan mengenaipendirian bangunan dibatasi hanya

untuk mcnunjang kcgiatan pcmanfaatan hasil hutan;

e. pengendalian perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan
pcruntukan hutan:

f. pengendalian kegiatan budi daya kebutanan yang berpotensi merusak
fungsi Kawasan Lindung untuk menjaga keanekaragaman hayati; dan

Pasal 109

a. indikasi arahan peraturan zonasi unruk kawasan peruntukan hutan;
b. indikasi araban peraruran zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian;
c. indikasl arahan peraturan zonasi untuk kawauan peruntukan perikanan;
d. lndikasi araban peraturan zonasi untuk kawasan perunrukan

pertambangan;
e. indikasi araban peraturan zonasi untuk kawasan perunrukan industrt;
f. indikasi araban peraruran zonasi untuk kawasan perunrukan pariwisata;

dan
g. indikasi arahan peraturan zcnasi untuk kawasan peruntukan

permukiman.
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Pasal III ...

Indikas! araban peraturan zones! unruk kawasan perunrukan pertanian

sebagaimana dimaksud daJam Pasal 108 huruf b di Pulau Papua meliputi:

a. pernanfaatan ruang untuk pengembangan scntra produksi hasil pcrtanian

tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan dengan memperhatikan

keberadaan Kawasan Lindung danj'atau lahan penanian pangan

berketanjutan:

b. pernanfaatan ruang u nruk pengernbangan sentra pertanian tanaman

pangan, perkebunan, dan peternakan yang didukung industri pengolahan

dan jasa yang ramah Iingkungan;

c. pemanfaatan ruang unruk pengembangan pusat penelitian dan

pengcmbangan produksi hasil pertanian tanarnan pangan, perkebunan,

dan peternekan;

d. pcrnanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan pertanian tanaman

pangan Iokal yang didukung industri pengolahan, industri jasa dan

pemasaran basil pertanian:

c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan permukiman petani dcngan

kepadatan rendah; dan

f. penerapan kerentuan mcngenai pelarangan alih Iungsi laban menjadi

Laban budi daya non pertanian kecuali untuk pembengunan sistem

[arrngan prasarana utama.

PasaJ 110

g. penerapen ketemuen mengenai pelarangan pcndirian bangunan seisin

yang dimaksud pada huruf cL
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b. penerapan .•

Pasall12

lndikasi .arahan peraruran 2On(~.,iuntuk kawasan perunrukan pertambangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 buru! d di Pulau Papua meJiputi;

a pemanfaatan ruang untuk pengcmbangan sentra produksi komodJtas

unggulan pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi dengan

memperharikan daya dukung dan daya tampung hngkungan Iudup;

Ind.kruri arahan peraturan zona" untuk kawasan perunrukan perikanan

sebagaimana dimaksud d.lIam Pasal 108 hUM c dJ Pulau Papua meliputi:

a. pemanfaatan ruang unruk pengembangan kewasan peruntukan

perikanan tangkap dan perikanan bud; daya yang ramah hngirungan

serta mernperhatikan kesejahteraan Kampung Mas)'arakal Adat;

b. pernanfaatan ruang urnuk pengembangan kewaeee minapolitan berbasrs

m... yarakat;

c. pemanfaatan ruang untuk pcningkatan keterpaduan antara kegiatan

peruntukan perikanan dengan kcgiatan panwisaia bahari naszonal;

d. pernanfaatan ruang untuk permukiman petani dan/alau nelayan dengan

kepadatan rendah,

e. pernanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dtl.n/at.o.u knwasan sabuk

hijau;

t. pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak mcleblhi potensi lestan;.

g. pengendalian kegratan perikanan pada kawasan perunrukan perikanan

~'ang memiliki ekosrstem terumbu karang dan Koridor Ekosistem; dan

h. penerapan ketentuan mengenai keterpaduan anl1lra kepatan peruntukan

perikaaen dengan kCglc.'ttlll periwlaata babari nasiunal

Pasal III
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d pernanfaatan ...

Indtkasi nrahan pcraturan zonOS1 untuk kawascn pcruntukan industri

sebagaimana dimaksud d,llam Pasal 108 huruf e di Pulau Papua meliputi:

u pemanfaatan ruang unruk pengembangan kawasan peruntukan industri

pengolahan industn Ja5a ha.i1 hutan, pertanian, peternakan. perkebunan.

dan perfkenan yang ram..h lingkungan serta mcmperhatikan Kampung
Masyarakat Adat;

b. pemanfaatan rueng untuk pengembangan pcruntukan industn

pcngolahan haail pcrtambangan mineral scrta minyak dan gas bumi yang

didukung dengan penggunaan lcknologi tinggj. padal modal. dan

pengelolaan limbah mdustn terpadu;

c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan perunrulum industn
yang dilengkapr prasarana dan sarana penunjana kegiatan industn

berbasis mitigasi dan adaptasi bencana:

Pasal 113

b. penerapan ketentuan mengenar penerapaa rcklamaSl dan keg.,ua:, pasca
tambang pada kawasan peruntukan pertambangan mineral:

c. pengendalian perkembangan kawasan peruntukan pertamba.ngan mineral
serta minyak dan gas bum! )'3ng mengganggu kaw-nsan berfungsi lindung:

d. pemanfaatan ruang untuk pendirian bangunan agar udak mengganggu
fungsi alur pelayaran yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;

e. penerapan ketentuan rnengenai pcngaturan kawasan tarnbang dengan
memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta

keseimbangan antara risiko dan manfaat: dan
f pengaturan lam dJ ""luuu- ,".tala.i dan peralatan kegiatan pertambangan

yang berpotensi menimbullum bahaya dengan memperhatikan
kepentingan daerah.
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PasaillS ...

d, penerapan keterrruan mengena, pemanfaatan potens. alam dan budaya

masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung hngkungan;

c. pemanfaatan ruang untuk perhndungan terhadap situs peninggaian

kebudayaan masa tampau;

r penerapan ketentuan mengenai pembatasan pendirian bangunan hanya

unruk menunjang kegiaUln pariwrsata; dan

g. penerapan keteeuuen mengenai pelarangan pendir1dJ1 bangunan selain

yang dimaksud pada huruf r.

nasronal;

P"""I 114
Indikasi araban peraturun zonasi unruk kawasan peruntukan partwisata

sebagaimana dintaksud dalam Pasal108 huntffdJ Pulau Papua mebputi:
a. pemanfaatan ruang untuk pclestarian dan pcngembangan kawasan

perunrukan parlW1#ta berbasis keuuikan budayo dan Kampung

Masyarakat Adat:

b, pemanfaaran ruang urrtuk pelestarian dan pengcmbangan kawasan

peruntukan ekowieata dan wisata bahari yang djdukung ketersediaan

prasarana dan saran a pariwisara.

c. pernanfaatan ruang untuk peningkatan kcl<rkaatan antarka ..rasan

panwisata serta amara kawasan pariwisata dan kawasan perkotaan

d pernanfaatan ruang unruk kegiatan industn bwk yang sesuai dengan
kemampuan pcngguna teknologi, pctenei sumber darB a1run dan sumber
daya manusia di ka\\a~n seknarnya;dan

c. penerapan ketentuan rncngenai pembatasan pembangunan perumahan

baru di sekitar kawasan peruntukan industri dan kegiatan lain yang tidak
sesuai dengan fungsmya di kawasan peruntukan InduSln,
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j. pemanfaatan ...

Indlko.si arehan peraeuran eonasi untuk kawasan peruntukan pumukiman

sc:bagrumanadimaksud dalam Pasal 108 huruf g dl Pulau Papua meliputi:
a, pemanfaatan ruang untuk pemngkatan kuehtes dan/atau kuanutas

prasarana dan sarana dosa, di Kampung l.1asyarakal Adat-
b. pernanfaatan ruang untuk pengmtegrastan l\ampung Masyarakat Adal

dnlam pengembangan sentra produkst, kawaaan perkotaan, serw
prasarana (tlln sarona wilayah;

c. pemanlaatan ruang unmk pengembangan prasarana dan sarana
pendrdikan dan kesehaten untuk peningkatan kualitas surnber day.
rnanusia;

d pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan perunlUkan
perrnukiman berbeais mitigast dan adapta~ bencana untuk
memlrnmalkan dampak bencana:

c. pemanfaatnn ruang uruuk pengernbangan kawasan perunrukan
permuklman d. Kawasan Perbatasan Nogara ..-b.,gru beranda depan dan
pintu gerbang negara:

r. p"manraatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan
permukim ..rn dl Kawasan Perbatasan Ncgara sebagai beranda depan dan
pmtu gerbang negara,

g. pengendahan kegiatan budi daya yang berpotensi menll&""l<8" furtg"'
ruang trud••ronal ijalur arwah dan tempat penung] dan kawasan berburu
masyarakat adat;

h. pengendahan perkembangan kawasan peruntukan pennulwruandi daerah
penyanggo serta di sepunjang jaringan jalan arten primer dan jaringan
jalan koJektor primer ytlng mengindikaslkan terjndinya gCJala perkoiaan
yang menjalar lurban sprawl);

i. pengendalian kawasan permukJrnan yang berpotensi merusak tungSJ
KawasanLmdungdan lahan pertaman pangan berkelanjutan;

PasaJ 115
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e. pc:nerapan + ••

IndikaSl arahan peraruran ZOnaSJ unruk Kawasan Bud! Daya j'ang memillki

nilai strntcgrs nasienal sebagairnana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b di
Pulau Pnpua yang mcrupakan Kawasan Andalan melipun.
a. pemanfaatan ruang unruk pengembangan Kawasan Andalan dengan

sektor unggujan kehutanan, pertaruan. perkcbunan, perikanan,
pertumbangan, industri, dan pariwisata termasuk kegintan Industri
pcngolahan dan industrt JD~"l. dan permukrman, serta didukung

prasarana dan saruna:
b. pernanfaatan ruang untuk peningkatan keterkaitan antara Kawasan

Andnlan dcngan sektor unggulan kehutanan, pertamen. perkebunan,
perlkanan. pertambangan. industri, dan pariwisata serta kawasan

perkcreen naslonAl eebagai pU84t pcngembal\j!dn Kawa..san Andalan .)OUlK

tcrhubung dengan akses ke dan dan pelabuhan dan/al3u bandara:
c. penerapan ketentuan mengenai indikasi araban peraturan ecnasi untuk

kawasan pcruntukan kehutanan. pertsman. perkebunan, perikanan.
pertambangan. mdustri, dan partwisata;

d. penerapan kctcntuan mengenai pengaturan slnergisilas antarsektor

unggulan untuk daya saing clan rnenghindari konfuk pemanfsatan ruang
nntarsektor;

Paw 116

j. pemanfaatan ruang unruk pemberdayaan Kampung M(5),arakal Adal
dalam pengelolaan Kawasan Lindung;

k. penetapan amplop bangunan:
1. penetapan ~ma ersuekrur bangunan;
m. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan: dan
n. penetapan jenis don syarat penggunaan bangunan yang diizlnkar\.
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Pasalll9 ..

PaSiU 118
Araban Pemberian insenur dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
61 Uyul(2) huruf c rnerupakun acuan bagi Pcmerintah dan Pcmenntah Dacrab
sebagai upeya pengendahan pemanfaatan ruang dalam ranglca m...-ujudkan
Rencana Tata Runng Pulau Papua

Bagian Keempat
Arahan Pemberian lnsenlif dan Dislnsentif

PasaI 117
II) Arahan pcnzman scbaialmana dimaksud da1am Pasal61 ayal 121hurufb

merupakan acuan dalarn pemberian lZ1n peman(aatan ruang.
(2) Setiap pemunfaatan ruang hams mcndapatkan izln pemanfaatan ruang

dati Pemerintah, pcmcrintab provinst, dan/atau pcmenntab
kabupatenj'kcta sesuai peraturan daerah terrtang rcncana tata ruanR
witayah kabupaten/kota beserta rencana rinci dan peraturan zonasinya
yang didasarkan pads Rencana Tala Ruang Pulau Papua sebagaimana
diarur da.1um Peraruran Presiden tnl

13) Sctiap pemanfeaten ruang barus mendapatken inn SC"'"l1 dengan
ketentuan masing ..masmg sektor atau bidang yang mengatur jews
kegiatan pemanfaatanruang yang bcrsangkutan sesuaidenganketenruan
peraruran pcrundang-undangan sektor atau bldang terkan,

Bagnn ken""
Araban Penzinan

e. penerapan ketentuan rnengenai pernanfaatan bersama-sama prasarana
dan sarana pcnunjang: dan

(. penerapan ketentuan mengenar pclarangan alih lungsi laban
pemanfaatan rtrang sektcr unggulan
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a. pemberian...

PasaJ 120

(II In,,,,nli! dan Pemerinlah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud daJom PasaJ 119 huruf a dopa, berupa;
a. subsidisneng:
b. kemudahan perizman bagi kegiatan pernanfaatan ruang yane

dibenkan oleh Perncrintah;
c penyediaan prasarana dan saran a di daerah:
d. pemberian kcmpcnsaai:
c. penghargaan dan faSllitaSl; dan/atau
f. publikaei atau prcmcsr daerah

(21 lnsentif dari Pemerintah Daerah kcpada Pemtrmtah Dacrah lainnya
sebagaimanadimeksud dalam PasaJ 119huruf b dapat bcrupa:
6. pernberian kompensasi dan Pemeriruah D4erah penenma ma.n.faat

kepada Pemerintah Oaerah rw-mheri manfaat .ataS manf3.!li. )'o.n&
diterima oleh daerah penerima manfaat;

b. kempensasi pemberian penyediaan prasarana dan saraee:
c. kemudahaan perizman bag! kegiatan pemanfaatan ruang yane

diberikan oleh Pemerintah Daera.h pencruna manfaat kepada investcr
yang berasal dari daerah pernberi manfaat: dnn/atau

d. pubhkas. atau promosi daerah.
(3) Insenli! dari Pemerintah dan/atau Pcmcnntah Daerah kepada masyarakat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 hUM e dopat berupa:

Pemberian insenli! dan disin~ntifseb...gaimana dimaksud dalam Pasa.J liS
diberikan oleh:

a. Pemerintah kepada Pemertrueb Daerah:

b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Oaernh lainnya; dan

c. Pcmerintah danfatau Pemcrintah Daerah kepada masyarakar,

PasaJ 119
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c. kewajiban ..•

Pasal 121
(lJ Diainacntlf dari Pemertntah kepada PerneTintah Dacrah sebagaimana

dlmaksud dalam Pasal 119huruJ a dapat diberikan daJambentuk:
a. persyaratan khu.us dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan

ruang yang diberik.tn oleh Pemermtah;

b. pembatasanpcnyedlaanprasarana dan sarana di daernh: danyerau
c. pcmberian status tertentu dari Pemerintah

12) Dislnsenu! dan Pemerinrah Oaerah kepada Pemerintah Oaerab Lainnya
sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 119 huruf b dapat berupa:
a. pengenean kompensasi dari Pemerintah Oaerah pemberi manfaat

kepada Pemerintah Daerah peneruna rnanfaat;
b. pernbatasanpenyediaan prasarana dan sarana; danyruau
c. pensyaratan knuaus dalam permnan bagt kegsatan pcmanfaatan

ruMg yang dibenkan oleh Pemerintah Oaerah pemberi manfaal
kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.

(3) Disinsentif dari Pemerintah danj atau Pernerintah Oaerah kepada
masyarakat sebagaimana dimaksud dalrun Pasal 119 huruf c dapat
berupa:
a. pengenaan kcmpensasi:

b. pensyaratan khusus dalam perlZInan bagi kegiatan pemanfaatan
ruang yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah:

R. pernberian keringanan pajak;
b. pernberian kompen.... i;
c. pengurangan retribuss:
d. imbatan:
e. sewn ruang;
r urun saham:
g. pcnycdiaan prasarana dan sarana: dan/atau
h. kemudaban perizinan.
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BAB VII ...

(1) Araban penaenaan sanks; sebagaimana dimaksud dalam P ..w. 61 S)'Ut t2)
huruf d diberikan dalam bentuk '(lnksi adrmruetras! danj atau sank••
pidana sesuai dengan ketenruan peraruren pcrundang-undangan bidan«
penataan ruang.

(2) Pengenaan sanksi scbagaimana dimaksud pada ayat (II diberikan
terhadap kcgiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peraruran
daerah tenttlng rencana tata ruang wilayah kabupaten/koUl beserta
rencana nne! Ulla ruang dan peraturan ecoasmya yang didasarkan pada
Rencana Tatn Ruang Pulau Papua.

PasaJ 124

Bagian Kehma

Araban Pengonann Sank..

Bentuk serta lata cara pemberian insenuf dan disin8cnuf duaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PasaI 123

PasaJ 122
(II Di.insentlf sebagaimana dimaksud dalam Paw 119 diberikan untulc

kegsatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi
pengembangannya,

(21 Oi.insenti! sebagaimana dimaksud pada ayat III diberikan dengan tctap
mengnorman hak orang sesuai dengun ketentuan peraturan perundang·
undangan.

c. kewajiban menduputkan imbalan;
d. pembataaan penyedtaan prasarana dan sarana; danj'atau
e pensyaratan khusu. dalamperinnan.
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b. pemanfaatan ...

Pcran masyarakat dalam penataan ruang PuJau Papua dilakukan pada tahap:
a perencanaan tata ruang,

PasaJ 128

BABVm
PERAN MASVARAKAT

Pasal 127

(I) Pengawasan diselenggarakan oleh Pernerintah dan pernerintah daerah
provinsl eeeuel dcngon kewenangannya,

(2) Pengawasan diselenggarllkan meialui kegiatan pemantauan. pelaperan,
dan evaluasi terhadep kesesuaian pemanfaatan mang dengan rencana
struktur ruang dan rencana pola roang Pulau Papua dalam rangka
perwujudan Rencana Tala Ruang Pulau Papua.

j3) Kcgiatan pemantauan, pelaporan, dan eVa1Ua51 sebagaimana djmaksud

pada ayar (21yang dilaksenaken oteb seluruh Gubernur d. Pulau Papua
dilaporkan kepada Menlen.

PasaI 126
(1) Koordinuslpenataan ruang Pulau Papu.. dilakukan oleh Menlen.
(2) Koordinnsi antardaerah dalam rangku penataan ruang Pulau Papua

dilakukon melalw kerj8 sama antarprovinsi dan/alau kerja sama
antarbadan koordinasr penataan ruang daerah.

PasaJ 125
Oalam rangka rnewujudkan rcncana struktur ruang dan rencana pola ruang
Pulau Papua dilaksanakan koordios.si dan pengawasan penataan ruang Pulau
Papua.

SAS VII
KOOROINASIOA:-' PENGAWASAN
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r. kegiatan •••

Pasal130
Bentuk peran masyarakat druampemanfaatanNang dapat berupa:
a. masukan mengenai kebijakan pemanfaa tan ruang:

h. kcrja sarna dengan Pernerintah, Pemerintah Oaerah, dan/atau sesama
unsur masyarakat dalrun pernanfaatan ruang:

c. kegiatnn memanfaatkan ruang yang se.uai dengan keanfnn lokal dan
rencana rata ruangyang telah ditetapkan;

d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan kcserasian dalam pemanfaatan

ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan
mempcrhadkan kearifan lokal serta sesuar dengan kctenruan peraturan
perundnng-undangan:

e. kegiatan menjaga kepentmgan pertahanan dan keamanan eegera serta
memclihara dan merungl<atkan kelestarian rungs; hngkungan hidup dan

sumber day. alam; dan

Pasal 129
Bentuk pcrnn masyarakar dalam perencanaan tata ruang berupa:
a. masukan mengenai:

1. persiapan penyuaunan rencana tala ruang;

2. penentuan arab pengembangan wilayah atau kawasan:
3. pengidernifikasian pctensi dan masalah pembangunan wilayah atau

kO\VASan;

4. perurnusan konsep,i rencana tata ruang; dan/atau
5. penetapan rencana lata ruang;

b. ketja sama dengan Pemerintah, Pemenntah Daerah, dan/atau sesama
unsur masyarakat dalam perencanaan lata ruling.

b. pemanfaatan ruang; dan
c. pengendalian pemanf ....tan ruang.
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PasaI 133_._

PasaJ 132

(J I Peran masyarakat daJam penataan ruang Pulau Papua dapat disampaikan
secara lisan dan/atau tertulis kcpada:
B. menteri/pimpinan lembaga Pemerintah nonkementerian terkait

dengan penataan ruang;
b. gubcmur; dan/atau

e bupauywalikota.
(2) Peran masyarakat juga dapat disampaikan kepada atau melalui unit kerja

yang berada pada kemcnterian/lembaga Pemenntah nonkememerian
terkait dengu.n penataun ruang, pcmerintah provmsi, dan pemerintah
kabupatenj kota,

Paso! 131

Benruk peran masyarakat daJam pengendaJian pemanfaatan ru.ang dopat
berupa:
a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinun, pemberian

insentU dan disinsennf, serta pengenaan sanksl;
b. keikutsertaan daJam memantau dan rnengawasi pelaksanaan rencana tata

ruang yang telah ditetapkan;
c. pelaporan kepeda instansl dan/at(lu pejabat yMg berwennng dalam hal

menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan
pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang tetah
ditetapkan: dan

d. pengajuan keberatan alas kcpurusan pejabat yang be:rwenang terhadap
pembangunnn yang dJanggap adak .."uai deng.u>rencana lata ruang.

r. kcgiatan lnvestasl dalarn pemanfaatan ruang sesuai dengan ketenwan
peraturan perundang-undangan.
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12)t>eninjauan

BABX
KETENTUAN PENUTUP

Pa.aJ 136
(1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Pulau Papua adaJab sejak

ditetapkannya Peraturan Preside" ini sampai dengan bernkhlrnya jangka
waktu RTR\VN sebagaimana diatur daJam peraruran Pemertntab NQmor

26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata RuaneWilayabNa.ional.

BAB IX
KETENTUAN PERALlHAN

Pasal 135
Dengen berlakunya Peraruran Pre.oden ini maka peraturan d""rah tentane
rene-ana lata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah temang reneana tata
ruung wilayah kabupatcnykota, peraturan daerah tentang rencana einci tala
ruang beserta perarurnn zonaai yang berteruangan dengan PC"raruran PrC:Siden

im haru!IJ disesuaika.n pada saar revisi peraruran daerah tetltan& reneana tata

rueng wilayah provinsi. peraruran daerah tentang rencana tata ruang wila.)'ah
kabupaten/kota, dan pcraturan doerab tentang rcncana rinci tata ruang
besertn pcraturan zonasi sesuai dengaa ketcntuan peraturan perundang
undana.nn

Pasal 1~
Dalam rangka menmgkatkan peran masyarakat. Pemerintah Daerah di Pulau
Papua membangun stsrem informnsl dan dokumentasi penataan ruang yang
dapat diakses dengan mudab oleh masyarakat.

Paw 133
PeJak•• naan lata cara peran masyarakat daJam penataan ruang PuJau Papua
dilak$anakan sesual dengan ketentuan peraruran perundang-undangan.
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Agar ...

Peraturan Presiden ini muJaibertaku pada tanggaJdiundangjcan.

Paw IJa

Ketentuan dalam peraruran daerah tentang rencana tata ruang wilayah

provmsi, peraruran daerab tentang rencana lata ruang wilayah

kabupatenr kota, peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang beserta

peraturan eonasr yang telah ada dmyalakan tetap berlaku sepanjang t:lda.k

bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Presiden Int.

Paw 137

f2) I'cntn)auan kcmbali Reno-anaTo"" Ruang Pulau Papua cWakukan1 (saIU)

kal; daJam5 [lima) tahun.

(3) Pcninjauan kcmbali Rencena Tota Ruang Pulau Papua dapal dtlakukan

lebihdan 1 [satu] knli dalam 5 (lima) tabun.

a. daJam kondisi hngkungan strategis tertcnru yang berkaitan dengan

bcncana alarn skala besar yang ditetapkar, dengon pcraturan

perundang-undangan;

b. dajam kondisi Jingkungan strategis tertenru yang berkanaa dcng.;.m

batas tentorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang:

dan/atou

c. apabila terjadi perubahan Rencana Tala Ruang W'iJayah~asionaJ yang

terkait dengon RencanaTal" Ruang PuJau Papua.
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